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“Buku ini sangat relevan bagi akademisi, pengambil kebijakan dan pelaku 
usaha. Ia menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan tidaklah 
serumit yang dibayangkan dan semahal yang diperkirakan. Pilihan teknologi 
yang tepat dan pendekatan partisipatif menempatkan energi surya sebagai 
solusi potensial bagi permasalahan energi kita. Diperlukan keberpihakan 
para pengambil kebijakan, agar inovasi yang mensejahterakan ini dapat 
diwujudkan di berbagai penjuru tanah air”. 


Ir. Wijayanto Samirin, MPP, 
(Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan) 


"Sejak kelahirannya, UGM memiliki mandat untuk mengabdi pada ilmu 
pengetahuan, kesejahteraan masyarakat, dan kemanusiaan. Buku ini 
merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman tentang karya UGM 
untuk mengabdikan pengetahuan tentang energi terbarukan kepada 
masyarakat. Proses "scaling up" dan "scaling down" diorkestrasi melalui 
kemitraan. Karya yang menjadi rujukan tertulis yang menginspirasi". 


drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D., 
(Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada) 


"Energi dan pangan adalah dua aspek yg sangat krusial bagi kehidupan. 
Salah satu tantangan besar bangsa ini adalah peningkatan layanan energi 
guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, termasuk di 
antaranya di berbagai daerah terluar dan tertinggal. Tugas tersebut 
menuntut kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi energi ke dalam 
sistem sosial - budaya - ekonomi setempat yang khas untuk tiap daerah. 
Buku ini sangat menarik disimak karena memberi tambahan wawasan dan 
opsi praktis." 


Anwar Sanusi, MA, Ph.D., 
(Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)) 


“Sebelumnya Konsorsium Kemala menerbitkan buku "Fikih Energi 
Terbarukan - Pandangan & Respons Islam atas PLTS", melanjutkan seri 
tersebut maka tersusun buku perspektif PLTS tentang teknis instalasi, 
dinamika sosial dan lingkungan, untuk memastikan keberlanjutan pasca 
instalasi. Rujukan yang rajih (kuat, terpercaya) dan pengalaman nyata di 
lapangan, buku-buku Konsorsium Kemala diharapkan menjadi penyemangat 
bagi pegiat energi terbarukan”. 


Dr. H. Rumadi Ahmad, 
(Principal Director Konsorsium KEMALA 
dan Ketua Lakpesdam-PBNU) 
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Energi Terbarukan adalah Keniscayaan 


Energi terbarukan merupakan keniscayaan yang harus kita 
usahakan bersama dengan sebaik-baiknya, khususnya energi 
surya yang melimpah karena kita berada di khatulistiwa. 
Sayangnya, untuk sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS), hingga saat ini kita baru bisa merakit dan membuat 
instalasinya, namun belum mampu membuat komponen 
utamanya, yakni sel surya, di dalam negeri. Meskipun demikian 
sesungguhnya teknologi pembuatan sel surya bukanlah sesuatu 
yang sulit untuk Indonesia. 


Saya berbahagia bahwa Pengurus Besar Nahdlatul “Ulama 
(PBNU) melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia PBNU (LAKPESDAM-PBNU), bersama-sama 
dengan UGM dan Center for Civic Engagement Studies (CCES) 
dalam Konsorsium KEMALA, bersedia untuk turut peduli pada 
isu energi, khususnya energi terbarukan dalam bentuk PLTS. 
Kepedulian ini diharapkan akan memperkuat dan memperbesar 
perhatian pemerintah kepada PLTS dengan memunculkan 
kebijakan-kebijakan yang lebih strategis tentang PLTS, seperti 
mendorong terwujudnya industri komponen PLTS di dalam 
negeri. Kembali pada keniscayaan energi terbarukan, sedikitnya 
ada empat hal yang mendasari keniscayaan ini. 


Pertama adalah sebagai alat pemenuhan kebutuhan energi. 
Kebutuhan energi selalu meningkat dari tahun ke tahun. 


Peningkatan tersebut di antaranya adalah karena industri yang 
terus tumbuh dan tingkat kehidupan masyarakat yang baik. 
Kebutuhan energi akan terus naik, tidak mungkin turun. Jika 
ingin terus maju, maka kebutuhan energi tersebut harus 
dipenuhi. 


Kedua adalah sumber energi yang tidak pernah habis. PLTS 
merupakan bagian dari teknologi energi baru dan terbarukan 
(EBT). Energi baru dimaknai sebagai energi yang dapat 
dihasilkan dengan teknologi baru, baik berasal dari sumber 
energi terbarukan maupun sumber energi tidak terbarukan, 
antara lain hidrogen, gas metana batubara (coal bed 
methane/CBM), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara 
tergaskan (gasified coal). Sementara itu, energi terbarukan adalah 
energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan 
tidak akan pernah habis, jika dikelola dengan baik. Termasuk 
dalam kelompok ini misalnya energi surya, energi bayu, energi 
air, dan bahan bakar nabati. Implementasi EBT di Indonesia 
ditargetkan akan terus meningkat perannya dalam bauran 
energi primer hingga mencapai minimal 23% pada tahun 2025 
dan minimal 31% pada 2050, sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 79/ 2014. 


Ketiga adalah menipisnya cadangan energi fosil. Cadangan 
energi fosil kita hanya menempati persentasi yang sangat kecil 
dari seluruh cadangan energi fosil dunia. Cadangan minyak 
bumi, gas alam, dan batubara kita masing-masing hanyalah 
0,4%; 1,7%; dan 0,4% dari cadangan dunia. Jika model eksploitasi 
saat ini tidak diubah, maka cadangan minyak bumi, gas alam, 
dan batubara tersebut masing-masing akan habis dalam kurun 
waktu 22 tahun, 61 tahun, dan 147 tahun. Bahkan di sektor 
minyak, saat ini Indonesia telah menjadi negara net oil importer 
karena produksi minyak dalam negeri tidak lagi mampu untuk 


memenuhi kebutuhan sendiri. 
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Keempat adalah fenomena pemanasan global dan perubahan 
iklim. Kemunculan pemanasan global salah satunya adalah 
akibat gas rumah kaca dari pembakaran energi fosil untuk 
aktivitas umat manusia. Pemanasan global kemudian memicu 
terjadinya perubahan iklim di seluruh penjuru dunia, seperti 
naiknya permukaan air laut yang menyebabkan hilangnya 
beberapa pulau kecil di Indonesia dan berakibat langsung pada 
siklus produksi pertanian untuk tanaman pangan. 


Empat keniscayaan tersebut bukan berarti EBT jadi mudah 
untuk diterapkan di tengah ketergantungan global terhadap 
energi fosil. Sedikitnya ada empat kendala yang dihadapi EBT 
dalam penerapan, yakni di sektor: 1) pengelolaan (governance), 
seperti kebijakan yang belum memadai dan inkonsisten; 2) 
pembiayaan pembangunan (financing), seperti biaya awal 
pembangunan yang tinggi; 3) penelitian dan pengembangan 
(research and development), seperti investasi yang tidak memadai 
dalam litbang; serta 4) sosial dan budaya (socio-cultural), seperti 
lemahnya kepedulian publik pada teknologi EBT. 


Alhamdulillah, di tengah berbagai kendala tersebut UGM telah 
sejak lama bergiat di bidang EBT. UGM berhasil mewujudkan 
beberapa karya di bidang energi terbarukan. Karya-karya UGM 
ini dapat dilacak di berbagai sumber oleh para pembaca, di 
antaranya: 1) Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) dan Bioenergy 
Center; 2) Hibah PSDABM Konsorsium KEMALA bersama-sama 
antara LAKPESDAM-PBNU, Pusat Studi Energi UGM (PSE 
UGM), Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PSEK UGM), 
dan CCES; 3) Microalgae Bieorefinery for Food, Feed, and Energy 
yang saat ini melibatkan 7 PTN di Indonesia; serta 4) Waste to 
Energy di TPA Piyungan, Bantul, dan banyak karya lainnya. 


Lebih dari itu, sebagai program khas pengabdian kepada 
masyarakatnya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), UGM telah 
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menerapkan konsep pemberdayaan untuk berbagai bidang, 
termasuk energi terbarukan. KKN UGM yang berlokasi di 
seluruh provinsi di Indonesia, antara lain telah bekerja 
memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Giricahyo, 
Gunungkidul dengan memanfaatkan PLTS dan membangun 
instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di 
Lewara, Sigi, Sulawesi Tengah. Kedua contoh karya tersebut 
melibatkan banyak komponen UGM dan masyarakat. Kerja 
tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam 
mendampingi masyarakat. Pendampingan inilah yang mampu 
membiasakan masyarakat agar berdaya dan mandiri. 
Pemberdayaan yang sukses pada gilirannya akan mengatasi satu 
per satu kendala pengembangan EBT. 


Terakhir, saya memberi apresiasi kepada penyusunan buku ini 
sebagai sebuah paparan penuh hikmah dari Konsorsium 
KEMALA dalam mendampingi masyarakat, berproses bersama 
sebelum instalasi PLTS berlangsung: memupuk keberdayaan 
masyarakat, melakukan asistensi dalam pembentukan 
kelembagaan pengelola PLTS, memberikan modal pengetahuan 
di banyak bidang yang berpotensi untuk dikembangkan secara 
ekonomi, serta membantu terwujudnya kebijakan lokal yang pro 
kepada PLTS. Insya Allah, buku ini dan program PLTS oleh 
Konsorsium KEMALA secara keseluruhan dapat bermanfaat 
untuk umat dan bangsa. Aamin. 


Yogyakarta, Februari 2018 


Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D. Eng. 
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 


viii 


Kata Pengantar 


Muncul kebutuhan yang sangat kuat agar pembangunan 
Indonesia harus lebih mengimplementasikan berbagai 
pertimbangan multidimensi sebagai sasaran akhir. Degradasi 
lingkungan parah yang makin tampak dan terasa adalah akibat 
model pembangunan yang dijalankan secara parsial. 
Implementasi pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi tanpa mengindahkan keberlanjutan sumberdaya akan 
mengancam masa depan bangsa itu sendiri. 


Masalah lain yang mengemuka adalah praktik pembangunan 
yang tidak mampu secara memadai memahami kebutuhan 
masyarakat. Ini terjadi karena rendahnya keterlibatan 
masyarakat dalam proses perencanaan, keputusan maupun 
implementasi berbagai program pembangunan. Hal ini sering 
mengakibatkan misleading program pembangunan. Berbagai 
usaha koreksi atas model pembangunan semacam ini terus 
menerus dilakukan, namun usaha guna menangkap kebutuhan 
akar rumput sering tidak berhasil. Tidak cukupnya kemampuan 
dan partisipasi masyarakat serta belum dimilikinya cukup 
wawasan merupakan ujung masalah ini. Banyak dijumpai 
pemaknaan pembangunan berbasis masyarakat yang masih 
diterjemahkan secara sempit dan dianggap menjadi penyebab 
konsekuensi biaya besar dan tidak efektif. 


Banyak wilayah di Indonesia masih dijumpai desa-desa tanpa 
listrik. Kondisi ini tentu memberi konsekuensi besar bagi warga 
di sana. Selain keterbatasan dalam penerangan, hal tersebut 
mengakibatkan terhambatnya berbagai peluang 
berkembangnya usaha produktif yang mampu menghasilkan 
nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Keterbatasan pasok energi membuat rumah tangga petani hanya 
memanfaatkan secara terbatas apa yang ada untuk digunakan 
berproduksi. Sangat terbatas ditemui pengelolaan lanjut 
sumberdaya alam. Hasil pertanian juga masih sangat terbatas. 
Termasuk dijumpai kenyataan di mana hasil dari sektor 
perikanan dipasarkan langsung secara terbatas tanpa didahului 
dengan pengolahan. Sebagai akibatnya, sulit dicapai 
peningkatan pendapatan rumah tangga. Lingkaran kemiskinan 
yang selama ini terjadi pada rumah tangga di berbagai wilayah 
yang belum teraliri listrik akan terus bertahan jika tanpa 
terobosan intervensi. 


Lahirnya buku ini dipicu oleh program multidisiplin yang 
dijalankan oleh “KEMALA”, yang merupakan akronim dari 
Konsorsium untuk Energi Mandiri dan Lestari. Konsorsium ini 
tersusun atas 1) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(LAKPESDAM-PBNU), sebagai pimpinan  Konsorsium, 
2) Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), 
3) Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada 
(PSEK UGM), dan 4) Center For Civic Engagement and Studies 
(CCES). Konsorsium ini dimulai bulan Juli 2016 sampai Februari 
2018 dengan menjalankan program berjudul “Peningkatan 
Pendapatan Rumah Tangga Miskin melalui Usaha Hijau yang 
Didukung oleh Energi Terbarukan” di satu desa di Kabupaten 
Solok Selatan, Sumatera Barat dan dua desa di Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, Jambi. 


Tiga desa tersebut mempunyai ciri yang sama, yaitu 1) Belum 
tersambung dengan jaringan listrik PLN, 2) Mempunyai sumber 
daya alam yang belum dioptimalkan guna peningkatan 
kesejahteraan; baru diolah dengan cara tradisional /terbatas, 
3) Layanan umum dan pengembangan usaha yang terbatas 
antara lain karena tidak tersedianya layanan energi yang 
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memadai, 4) Tingkat pendidikan penduduk yang rata-rata tidak 
tinggi. 

Program tersebut ditargetkan untuk menghasilkan dua outcome, 
yakni 1) meningkatnya produktivitas sosial-ekonomi dan 
kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan 
2) meningkatnya akses fasilitas umum, kelompok usaha 
bersama, dan rumah tangga, terhadap energi terbarukan (dalam 
program ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya - PLTS). 
Outcome tersebut dapat dicapai dengan mewujudkan sedikitnya 
empat output, yaitu 1) berjalannya pusat belajar masyarakat 
bertajuk “Sekolah Hijau”, 2) berlangsungnya praktik pertanian 
terpadu dan kelompok usaha bersama (Koperasi atau Badan 
Usaha Milik Desa) yang berwawasan hijau, 3) terbangunnya 
PLTS untuk memfasilitasi rumah tangga, fasilitas umum, dan 
kelompok usaha bersama, dan 4) beroperasinya organisasi lokal 
yang memiliki kemampuan mengelola PLTS. 


Program ini dijalankan berbasis kerangka pemahaman bahwa 
kepentingan pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan 
kepentingan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. 
Kepentingan salah satu tidak boleh mengalahkan atau bahkan 
mengorbankan kepentingan yang lain seperti yang selama ini 
banyak terjadi. Kunci keberhasilan pendekatan itu terletak pada 
pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan partisipasi 
masyarakat untuk perubahan sosial yang mampu memberi 
manfaat ekonomi (penanggulangan kemiskinan, penciptaan 
lapangan kerja produktif), sosial (peningkatan 
pengetahuan/ kesadaran lingkungan, pengembangan integrasi 
sosial), dan sekaligus lingkungan (peningkatan kualitas sanitasi, 
distribusi air bersih, serta efisiensi penggunaan lahan dan 
peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam). 
Prinsip yang digunakan dalam implementasi program Kemala 
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ini adalah 1) Pembangunan Berbasis Komunitas 
dan 2) Keberlanjutan. 


Pembangunan Berbasis Komunitas, Komunitas desa 
diposisikan menjadi elemen paling penting dalam program ini. 
Program menerapkan pendekatan partisipatif dengan 
melibatkan komunitas setempat yang berperan sebagai 
penerima manfaat dalam menjalankan dan menghasilkan 
keluaran. Penerapan pendekatan partisipatif diyakini lebih 
mampu mendekati, karena sejak awal proses komunitas ikut 
dilibatkan aktif dan menjadi bagian dalam pengambilan 
berbagai keputusan. Beberapa kegiatan yang ketat 
menggunakan pendekatan ini adalah pada berbagai proses 
pengambilan keputusan strategis antara lain terkait penentuan 
kelembagaan setempat, penetapan pelaksanaan instalasi 
pembangkit listrik tenaga surya (total yang dipasang sebesar 
73,3 Kilo Watt Peak), penetapan lokasi proyek (sistem pompa 
dan pengolahan air berbasis sel surya dan pusat usaha 
produktif). Salah satu prasyarat utama di dalamnya adalah 
bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan 
harus memiliki informasi dan pengetahuan yang sama terkait 
berbagai opsi yang akan ditetapkan (informasi yang simetris). 


Keberlanjutan, aspek keberlanjutan merupakan dimensi 
penting yang harus masuk ke dalam elemen-elemen program. 
Pertama, pelembagaan organisasi komunitas dikembangkan 
sedemikian rupa agar dapat terus menerus berperan dalam 
pemberdayaan komunitas. Instrumen aturan main, tata kelola 
maupun kesepakatan bersama lainnya dan visi kewirausahaan 
adalah salah satu bagian utama yang dapat menjamin 
keberlanjutan organisasi komunitas dapat bertahan. Kedua, para 
aktor/ pelaku yang berperan agar organisasi dapat berjalan dan 
ketiga, kebijakan dan anggaran merupakan elemen pendukung 


lain guna menjamin keberlanjutan. 
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Buku ini berusaha berbagi pola pikir dan pengalaman dalam 
menjawab berbagai tantangan besar dalam keterkaitan antara 
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam implementasi 
strategi pembangunan. Jatuh bangun dalam menjalankan 
kerangka besar hingga tingkat akar rumput melalui serangkaian 
aktivitas dalam suatu program tidak akan bermakna meluas jika 
tidak diseminasi. Lebih dari itu tanpa diseminasi yang 
bersemangat terbuka tak akan didapatkan umpan balik yang 
menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk bersama. 


Perlu ditegaskan bahwa buku yang terbagi dalam enam bab ini 
bukan merupakan laporan proyek. Paparannya merupakan hasil 
ramuan yang tidak hanya dari hasil program Kemala selama 
satu setengah tahun di atas, namun juga dari berbagai 
pengalaman multidisiplin serupa. 


Bab 1 menyajikan kerangka besar yang menjadi pertimbangan, 
motivasi arah strategi dan program energi dari tingkat global 
hingga lokal. Jumlah besar penduduk dunia masih dalam 
kondisi miskin, kesenjangan kaya-miskin terus melebar dengan 
berbagai program pembangunan menyisakan dampak negatif 
lingkungan skala besar di mana-mana tentu merupakan sinyal 
yang sangat jelas bahwa diperlukan koreksi mendasar strategi 
dan praktik pembangunan saat ini, tidak terkecuali di sektor 
energi. Diperlukan transisi sistem energi dari sistem energi yang 
didominasi oleh sumber energi fosil menuju sistem yang 
mengandalkan pada energi terbarukan. Sebagai bagian dari 
pembangunan sektor energi yang harus terintegrasi dengan 
berbagai sektor lainnya, senada dengan yang dihadapi oleh 
berbagai negara lain dunia, Indonesia harus mampu mengatasi 
berbagai tantangan kompleks trilema energi. Tantangan ini 
menjadi sangat kental antara lain karena tingkat konsumsi 
energi per kapita yang jauh lebih rendah dari sejumlah negara 
tetangga, rasio elektrifikasi yang masih sangat berbeda antara 
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bagian barat dan timur, ribuan desa belum terlayani listrik dan 
lainnya. Walau memiliki ragam sumberdaya energi terbarukan 
yang melimpah, Indonesia masih harus lama menanggung 
eksternalitas akibat sistem energinya yang terus didominasi oleh 
energi fosil, tidak terkecuali batubara. 


Bab 2 menjelaskan salah satu pilihan dalam transisi energi 
adalah dengan pemanfaatan energi surya dengan penerapan 
teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang 
berbasiskan pada sel surya (photovoltaics). PLTS tersebut 
menawarkan berbagai potensi guna peningkatan kesejahteraan. 
Sifat inherennya membuat teknologi ini punya fleksibilitas 
untuk diterapkan di wilayah kota maupun desa. Basis 
komunitas merupakan salah satu opsi yang sangat baik untuk 
menjadi kerangka pemanfaatan PLTS. Selain memaparkan hal- 
hal tersebut Bab 2 juga menyajikan berbagai potensi penghalang 
yang bisa membuat program pemanfaatan PLTS gagal. Bab ini 
menawarkan kerangka berpikir dan strategi guna mengatasi 
berbagai tantangan pemanfaatan PLTS di komunitas. 


Bab 3 merupakan bagian dari buku ini yang memberi opsi 
praktis tahapan implementasi program PLIS di tingkat 
komunitas, sejak dari tahap perencanaan hingga pembangunan 
serta implementasi yang mementingkan tercapainya 
keberlanjutan manfaat program. Opsi yang ditawarkan buku ini 
dalam program sesungguhnya di lapangan bisa diterapkan 
setelah didahului dengan berbagai adaptasi guna penyesuaian 
terhadap tantangan khas tiap program dan lokasi. 


Bab 4 memaparkan bahwa dimensi sosial masyarakat pedesaan 
dalam merespons energi terbarukan PLTS dapat dinilai dinamis, 
mulai dari pengenalan teknologi, sosialisasi sampai dengan 
mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaannya. 
Perlu pendekatan kontekstual sesuai dengan ruang dan 
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waktunya serta menghubungkannya dengan kebutuhan 
masyarakat terhadap energi terbarukan (PLTS) tersebut, 
tantangannya adalah meyakinkan masyarakat untuk menjadi 
bagian dari proses keseluruhan perubahan termasuk memahami 
teknologi PLTS. Berbagai konflik muncul, baik secara horisontal 
di antara masyarakat maupun vertikal antara masyarakat 
dengan perangkat maupun tokoh desa. Dinamika konflik di atas 
bisa dipahami mengingat banyak irisan terhadap berbagai 
kepentingan elemen masyarakat. Selanjutnya, berbagai 
terobosan dilakukan untuk melekatkan masyarakat dengan 
kebutuhan PLTS, diawali dengan pendekatan yang berproses 
dari bawah medekati elemen masyarakat kunci maupun 
kelompok rentan yakni perempuan. Hal ini dilakukan untuk 
menjadikan PLTS bagian dari keseharian masyarakat. Bahkan 
pendekatan juga dilakukan ke kalangan kaum muda dan 
pengambil kebijakan lokal dan daerah yang akan dilibatkan 
untuk menjamin keberlanjutan PLTS. Ragam pendekatan dan 
fasilitasi masyarakat terus dilakukan dengan menegaskan 
bahwa PLTS bukan sekedar proyek sementara, akan tetapi PLTS 
merupakan bagian dari kehidupan dan upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 


Selanjutnya, dalam Bab 5 diungkap bahwa titik kritis upaya 
pengembangan masyarakat adalah program keberlanjutan. 
Upaya strategis terus dilakukan untuk menyiapkan kegiatan 
yang mampu menciptakan produktivitas yang bersifat 
multidimensi usaha maupun aktornya, artinya PLTS terpasang 
harus mampu menjadi medium pemberdayaan semua lapisan 
masyarakat. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, 
PLTS yang terpasang harus mampu menjembatani berbagai 
produktivitas masyarakat untuk merespons kelembagaan, 
teknis pengelolaan, pengawasan sistem, pembiayaan, partisipasi 
sosial dan manajemen pengetahuan. Penting untuk 
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menyamakan persepsi pengelolaan PLTS terhadap akuntabilitas 
standar operasional prosedur pada proses pelaksanaannya. 
Kemudian pada level pembiayaan terdapat kontribusi 
masyarakat dalam kerangka partisipasi sosial. Sedangkan upaya 
melekatkan PLTS sebagai wujud pengetahuan dengan cara 
memperkuat asas kemanfaatannya. Berbagai aspek yang 
dilakukan di atas merupakan kerangka besar konsep 
keberlanjutan yang muncul sebagai respons atas komitmen 
bersama. 


Buku ini ditujukan untuk akademisi maupun praktisi. Pembaca 
dari kalangan akademisi dapat menggunakan untuk 
memperkaya khazanah analisis teoritik pemanfaatan energi 
terbarukan untuk komunitas. Uraian panjang dan mendalam 
dengan topik serupa masih jarang dijumpai dalam bahasa 
Indonesia sehingga buku ini juga bisa dijadikan bahan ajar di 
perguruan tinggi. 


Sementara itu, pembaca dari kalangan praktisi bisa 
memanfaatkan buku ini sebagai rujukan dalam mendekati 
masyarakat agar lebih paham atas kebutuhan dan berbagai 
karakternya yang khas terkait berbagai program energi 
terbarukan, khususnya PLTS. Selain itu, buku ini juga 
menyediakan rujukan kepada praktisi dalam menginisiasi 
sebuah proyek energi baru terbarukan dengan sebuah 
pendekatan komprehensif yang dirancang rapi. 


Yogyakarta, Desember 2017 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


Rachmawan Budiarto 
Ahmad R. Wardhana 


1.1 Pemenuhan Energi untuk Kesejahteraan Manusia 


Pengertian energi secara teknis adalah kemampuan untuk 
melakukan usaha. Peran energi sangat penting dalam 
kehidupan manusia karena mempengaruhi aktivitas 
kehidupan manusia sehari-hari seperti memasak, mengolah 
hasil pertanian, menjalankan proses pendidikan, memenuhi 
kebutuhan kesehatan, usaha bisnis, telekomunikasi, 
penerangan, hiburan, dan berbagai hal lainnya. Manfaat 
yang dihasilkan oleh pembawa energi bagi kehidupan 
manusia guna menjalankan berbagai aktivitas disebut 
layanan energi (energy service). Ini yang membuat 
ketersediaan energi menjadi salah satu kebutuhan dasar 
manusia. 


Menurut World Summit Development tahun 2002 (UN), akses 
terhadap energi merupakan syarat inti yang harus terpenuhi 
dalam usaha pengentasan kemiskinan. Suatu negara harus 
menyediakan hingga tingkat minimal konsumsi energi per 
kapita per hari tertentu agar warganya dapat memenuhi 
kebutuhannya guna mencapai standar hidup yang layak. 
Kemampuan menikmati layanan energi menjadi sangat 
penting dan relevan dalam usaha pembangunan Indonesia. 


Pembangunan berkelanjutan merupakan proses 
pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan masa 
kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 
masa depan”. Upaya mengintegrasikan pembangunan 
berkelanjutan ke dalam kebijakan dan seperangkat aksi 
merupakan tantangan besar. Itu karena hal tersebut harus 
mencakup tiga elemen sekaligus yaitu ekonomi, sosial, dan 
lingkungan dengan energi berada di pusatnya. 
Keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, energi 
dapat dipandang melalui tiga kerangka yaitu (1) energi 
sebagai motor penggerak ekonomi makro, (2) energi sebagai 
syarat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan (3) energi 
fosil sebagai penyebab tekanan pada lingkungani. Jelas di 
sini bahwa energi menjadi komponen tidak terpisahkan 
dalam tiga dimensi tersebut. 


Pemenuhan energi merupakan bagian dari pemenuhan 
kebutuhan pokok manusia demi mencapai 
kesejahteraannya. Melalui energi, manusia akan mampu 
mengolah bahan dan hasil pertanian, memasak, 
menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, 
fasilitas usaha, fasilitas telekomunikasi, fasilitas hiburan dan 
sebagainya2. Lebih dari itu, akses terhadap energi 
merupakan syarat inti dalam pengentasan kemiskinan. 
Kemampuan memanfaatkan layanan energi sangat penting, 
karena fungsinya yang mampu: 1) meningkatkan 
produktifitas usaha dan aktifitas ekonomi, 2) menciptakan 


1 Najam, A. dan Cleveland, C.J., 2003, Energy and Sustainable Development at 
Global Enviro 


nmental Summits: An Evolving Agenda, Jour. Of Environment, Development 
and Sustainability, no. 5 

2 Modi, V., McDade, S., Lallement, D., dan Saghir, J., 2005, Energy and the 
Millenium Development Goals, Energy Sector Management Assistance 
Programme, UNDP, UN Millenium Project, New York 
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lapangan kerja dan sumber pendapatan baru, serta 
3) meningkatkan kualitas hidup terutama bagi ibu dan anak- 
anak. 


Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia, sektor 
energi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sebuah 
negara-bangsa kepada masyarakatnya. Aktualisasi konsep 
negara kesejahteraan dimaksudkan agar negara mampu 
mengelola kekayaan bersama untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan 
bersama oleh modal perseorangan (asing maupun lokal) 
yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, 
mengembangkan semangat tolong-menolong dalam setiap 
bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha 
koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan 
menengah. Perwujudan negara kesejahteraan tersebut 
sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para 
penyelenggara negara dengan disertai dukungan rasa 
tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada 
setiap warga?. 


Kesejahteraan manusia selama mempertahankan hidup akan 
bergantung pada kemampuan alam untuk menyediakan 
berbagai sumber daya dasar. Manusia mengandalkan air dan 
udara bersih serta iklim yang baik untuk mendukung 
kehidupan; tanah, sungai dan laut yang subur dan produktif 
untuk sumber makanan; serta sumber mineral dan energi 
untuk mendorong perekonomian. Itu sebabnya saat makin 
langkanya sumber daya alam, makin tingginya biaya sosial 
akibat polusi dan perubahan iklim, serta terancamnya 
ekosistem pendukung kehidupan maka keberlanjutan 


3 Latif, Y., 2011, Negara Paripurna - Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas 
Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 
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kesejahteraan manusia secara fundamental ikut terancam 
pula‘. 


Tidak ada satu negara pun yang bisa memposisikan 
pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan yang terpisah sendiri. 
Sebaliknya, negara perlu mengakui saling ketergantungan 
antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan 
hidup, dan kemajuan sosial. Indonesia bersama komunitas 
global dalam konteks itu perlu bersinergi 
mengimplementasikan pendekatan pertumbuhan ekonomi 
hijau, berdasarkan strategi dan implementasinya yang secara 
bersamaan mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan, 
meningkatkan inklusi sosial, menjaga kelestarian 
lingkungan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 


Pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia diharapkan 
mencapai lima hasil, yang secara bersamaan membentuk 
Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth 
Framework - GGF). Hasil yang diharapkan tersebut adalah: 
1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 2) Pertumbuh- 
an inklusif dan merata, 3) Ketahanan sosial, ekonomi dan 
lingkungan, 4) Ekosistem yang sehat dan produktif 
memberikan jasa-jasa lingkungan, dan 5) Pengurangan emisi 
gas rumah kaca. 


Untuk itu Indonesia didorong agar bertransisi menuju 
penggunaan sumber-sumber energi rendah emisi karbon 
dan berbagai model ekstraksi bernilai tambah yang dapat 
membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan 
serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh penduduk. 
Sementara itu sektor yang berkontribusi sebanyak 12% 


4 Bappenas, 2015, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang 
Sejahtera - Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi, Program 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia - GGGI 
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Produk Domestik Bruto Indonesia saat ini masih berasal dari 
industri minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik 
terbarukan dan tidak terbarukan, dan pertambangan. 
Capaian manfaat dari pertumbuhan ekonomi hijau terletak 
pada kemampuan menggunakan peluang untuk 
mengurangi dampak lingkungan negatif saat ini, khususnya 
dengan meningkatkan efisiensi dan beralih menuju sumber 
daya terbarukan. 


1.2 Kebijakan Energi di Indonesia 


Kebijakan Energi Nasional Indonesia sebagaimana dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 
2014, memiliki tujuan berupa kemandirian energi dan 
ketahanan energi yang dicapai dengan mewujudkan 8 hal, 
yang empat di antaranya adalah 1) pengelolaan sumber daya 
energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, 2) akses 
untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata, 
3) terciptanya lapangan kerja, dan 4) terjaganya fungsi 
lingkungan hidup. 


Secara spesifik, PP RI No. 79/2014 juga menargetkan 
beberapa hal penting seperti tercapainya rasio elektrifikasi 
sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati 100% pada 
tahun 2020 serta peran energi baru dan terbarukan dalam 
bauran energi primer yang mencapai 23% pada 2025 dan 31% 
pada 20505. 


5 Ibid 
6 Pemerintah Republik Indonesia (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Jakarta. 
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Tabel 1 Sasaran-Sasaran yang Diamanatkan 
dalam KEN Tahun 2015-20507 


Sasaran KEN Satuan | 2015 | 2020 | 2025 


Penyediaan energi 
primer 
2 Target Bauran energi 
a) EBT 
b) Minyak Bumi 
c) Batubara 
d) Gas Bumi 
3 Penyediaan 
pembangkit tenaga 
listrik 
4 Rasio elektrifikasi 
5 Pemanfaatan energi 
primer per kapita 
6 Pemanfaatan listrik 


per kapita 
7 Elastisitas energi 
8 Penurunan intensitas 


energi final 
9 Rasio penggunaan gas 
rumah tangga 


Energi merupakan penggerak bagi berlangsungnya 
kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus penentu 
berjalannya pembangunan di berbagai sektor, baik rumah 
tangga, industri, transportasi, komersial, maupun aktivitas 
lainnya. Pasokan energi primer Indonesia terus tumbuh dari 
1,291 Milyar Setara Barel Minyak (SBM) pada tahun 2007 
menjadi 1,556 Milyar SBM pada tahun 2016. Tabel 2 
menunjukkan pasokan energi primer di Indonesia pada 
tahun 2007-2016 berdasarkan sumber energinya. 


7 Presiden Republik Indonesia (2017). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 
tentang Rencana Umum Energi Nasional, Jakarta. 
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Saat ini kondisi akses listrik dan konsumsi listrik di 
Indonesia beragam dari daerah satu ke daerah lain. 
Konsumsi listrik Indonesia tahun 2014 mencapai 0,81 MWh 
per kapita. Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat 
tersebut di bawah capaian sejumlah negara tetangga di 
ASEAN pada tahun tersebut. Bahkan konsumsi listrik 
Indonesia tahun 2016 (0,96 MWh per kapita) masih di bawah 
konsumsi sejumlah negara tetangga di tahun 20148. Tahun 
2019 konsumsi listrik Indonesia ditargetkan mencapai 1,25 
MWh per kapita. 
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Sumber: EIU, 2016 dalam PWC, 2017a 


Gambar 1 Perbandingan Konsumsi Listrik per Kapita Indonesia 
dan negara tetangga tahun 2016 

Salah satu target utama kebijakan energi Indonesia adalah 
rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah rumah tangga yang 
sudah dialiri listrik dengan total rumah tangga). Rasio 
elektrifikasi Indonesia bulan Juni 2017 mencapai 92,80%, 
dengan posisi terendah ada di Propinsi Papua, yaitu 48,74%. 
Berdasarkan RUPTL 2016 - 2025, rasio elektrifikasi 
ditargetkan meningkat menjadi 97,4% di tahun 2019 dan 


8 PWC, 2017b, Powering the Nation: Indonesian Power Industry Survey 2017, May 
2017 


menjadi 99,7% tahun 20259 1°. Walaupun rasio elektrifikasi 
terendah ada di wilayah timur Indonesia namun jumlah 
rumah yang tidak berlistrik lebih banyak dijumpai di 
wilayah barat Indonesia". 


Meskipun rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai nilai 
87% pada 27 April 2016, ternyata masih ada 12.659 desa di 
Indonesia yang belum memiliki akses listrik PLN, di mana 
2.519 di antaranya masih gelap gulita di malam hari'?. 
Beberapa sebab utama belum adanya listrik PLN di daerah 
tersebut adalah karena lokasi yang sulit terjangkau akibat 
kondisi alam atau infrastruktur jalan yang belum terbangun 
dengan baik, sehingga biaya pembangunan jaringan 
distribusi listrik menjadi mahal. 


International Energy Agency (IEA) memperkirakan bahwa 
tahun 2012 sekitar 105 juta penduduk Indonesia masih 
mengandalkan biomassa tradisional (kayu bakar dan 
lainnya) untuk memasak. Jenis biomassa tradisional ini bisa 
menyebabkan timbulnya penyakit (penyakit pernafasan dan 
kanker paru-paru) bahkan kematian terkait polusi udara:3. 
Tahun 2012, pemerintah bekerja sama dengan World Bank 
memulai program penyediaan kompor yang bersih dan 


9 ESDM, 2017a, Program dan Strategi Kementerian ESDM Dalam Mewujudkan 
Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Paparan pada Rakor Kemaritiman 

10 ESDM, 2017b, Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik, Presentasi, Insider 
Forum Series “Indonesia Energy Roadmap 2017 - 2025” 

1 Van Tilburg, X., Villaveces-Izguierdo, S., Indriani., G., Rawlins, J. dan Van 
Schaik, 2016, Energy security as positive force for green growth in Indonesia? 

12 http:/ /esdm.go.id/ berita/ listrik/39-listrik/8401-menteri-esdm-listrik-dan- 
keadilan. html, diakses pada 24 Agustus 2016. 

13 Sopinka, A., 2015, Post-2015 Development Agenda - Indonesian 
Perspectives, White Paper Report, Clingendael Report, Clingendael Institute, The 
Hague 


efisien. Ini dijalankan guna mengatasi dampak negatif 
kesehatan dan mengatasi dampak negatif pada kehutanan". 


Didorong oleh tingginya pertumbuhan kebutuhan dan 
pertimbangan kuat pada keamanan energi (energy security), 
pemerintah memberlakukan Kebijakan Energi Nasional 
(KEN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 79/2014 sebagai 
pedoman perencanaan energi jangka menengah dan 
panjang. KEN menekankan perlunya memaksimalkan 
pemanfaatan energi terbarukan, optimalisasi pemanfaatan 
gas dan energi baru, meminimalkan konsumsi minyak, dan 
pemanfaatan batubara untuk memantapkan stabilisasi pasok 
energi nasional. KEN menargetkan bahwa dalam bauran 
energi Indonesia tahun 2025 peran minyak akan sebesar 25%, 
gas sebesar 22%, batubara 30% dan energi terbarukan sebesar 
23%. Terkait dengan itu maka ekspor gas alam dan batubara 
secara bertahap dikurangi agar bisa mengutamakan 


pemakaian dalam negeri. 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 
2019 menekankan bahwa pembangunan di sektor energi 
harus memenuhi hal berikut, 1) untuk membangun 
keamanan energi, kebutuhan energi yang terus meningkat 
dipenuhi oleh peningkatan konsumsi domestik dan 
produksi minyak dan gas seoptimal mungkin, 2) transisi 
menuju pengembangan sistem energi berkelanjutan 
dijalankan melalui peningkatan pemanfaatan domestik gas 
dan energi terbarukan serta peningkatan berbagai 
pendekatan efisiensi energi, 3) pengembangan sektor energi 
agar lebih efisien dan kompetitif dan 4) memperluas akses 
energi listrik. 


14 Van Tilburg dkk., 2016 
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Seperti banyak negara lainnya di dunia, Indonesia juga 
menghadapi tantangan yang dikenal sebagai Trilema Energi 
(Energy Trilemma). Tantangan ini mewujud dalam tarik ulur 
antara tiga target klasik, yaitu 1) keamanan pasok energi 
(security of supply), 2) keterjangkauan (affordability) dan 
3) keberlanjutan (sustainability). 


Tantangan nomor satu juga dikenal sebagai keamanan 
energi (energy security). Hal utama yang terkait antara lain 
adalah tatakelola yang efektif terhadap pasok energi dari 
dalam maupun luar negeri, keandalan infrastruktur energi 
serta kemampuan penyedia energi untuk memenuhi 
kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Secara teori, 
keamanan energi di Indonesia seharusnya tidak menjadi 
masalah karena berdasarkan data pemerintah, Indonesia 
memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak 
dan gas, batu bara serta sumber energi terbarukan. Namun 
demikian, dengan menipisnya cadangan sumber energi 
tersebut serta kekhawatiran tentang investasi guna 
eksplorasi serta kelambatan dalam pembangunan 
infrastruktur fisik energi, keamanan energi bisa menjadi 
masalah dalam waktu dekat (PWC, 2017). Tantangan nomor 
dua menekankan kondisi di mana masyarakat mempunyai 
akses ke sistem energi dan mampu memenuhi kebutuhan 
biayanya (tidak hanya affordability, namun juga accessibility). 
Sementara itu tantangan nomor tiga adalah tuntutan efisiensi 
energi dari sisi pasok dan kebutuhan serta peningkatan 
peran energi terbarukan dan berbagai energi baru lainnya 
yang rendah dampak lingkungannya dalam usaha pasokan 


energi. 


Seperti diuraikan di atas, KEN memberi arah bahwa pada 
tahun 2025, sebesar 304 kebutuhan energi dalam bauran 
energi Indonesia akan dipenuhi oleh batubara. Secara 
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keseluruhan, 77% kebutuhan energi Indonesia masih akan 
dipasok dengan energi fosil. Ini merupakan tantangan yang 
serius mengingat penambangan dan pertambangan batu 
bara (yang saat ini umumnya bersifat terbuka) 
mengakibatkan dampak lingkungan hidup yang 
membahayakan masyarakat. Termasuk didalamnya dampak 
kesehatan masyarakat di wilayah penambangan, kerusakan 
lingkungan hidup di wilayah tambang dan dari transportasi 
tambang serta dampak kesehatan dari emisi polutan udara 
dari pembakaran. Estimasi kasar menunjukkan bahwa biaya 
yang harus ditanggung Indonesia dari berbagai praktik 
tersebut adalah 100 juta dolar per tahun, belum termasuk 
berbagai kerusakan akibat perubahan iklim. 


Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan tarik ulur 
dalam trilema ini sesuai konteks negara. Mengabaikan satu 
dimensi trilema dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak 
diinginkan dan biaya masa depan yang lebih tinggi dari sisi 
ekonomi, sosial dan lingkungan, sementara perbaikan pada 
salah satu dimensi dapat memberikan dampak positif pada 
keseluruhan hasil trilema”. 


Energi terbarukan di sisi lain menawarkan solusi untuk 
meningkatan akses listrik pada masyarakat pedesaan. Energi 
terbarukan secara umum didefinisikan sebagai energi yang 
berasal dari sumber yang terbarukan secara alami dan 
berkelanjutan, dengan laju produksi lebih cepat 
dibandingkan laju konsumsinya, seperti sinar matahari, 
angin, hujan, pasang-surut gelombang, dan panas bumi, di 
mana memiliki empat fungsi khas yaitu menghasilkan energi 


15 World Energy Council, 2016, World Energy Trilemma 2016, World Energy 
Council, London 
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untuk listrik, pendingin atau pemanas air dan udara, 
transportasi, dan jasa energi untuk wilayah terpencil15 17 18 19, 


Beberapa kondisi fisik di Indonesia juga memiliki beberapa 
faktor pendukung bagi perkembangan energi terbarukan, 
seperti, 1) matahari bersinar sepanjang tahun, 2) tidak 
mengalami musim dingin, sehingga tidak ada permintaan 
energi yang besar dalam bentuk panas, 3) wilayah laut yang 
luas sebagai sumber pengembangan energi kelautan 
(pasang-surut atau gelombang), 4) gunung berapi dan hutan, 
sebagai potensi energi panas bumi, biomassa tumbuhan, 
serta fungsi konservasi air sebagai sumber energi, serta 
5) banyaknya wilayah kepulauan sebagai potensi 
kemandirian energi dengan sumber daya energi lokal. 


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia (ESDM RI) telah mendorong pemenuhan energi 
listrik (elektrifikasi) di pedesaan salah satunya melalui 
Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, 
Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui 
Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil. 


16 Omar Ellabban, Haitham Abu-Rub, Frede Blaabjerg (2014). Renewable energy 
resources: Current status, future prospects and their enabling technology. Renewable 


and 


Sustainable Energy Reviews 39, 748-764, hlm. 749, 


doi:10.1016/j.rser.2014.07.113. 

17 REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status Report, hlm. 15. 

18 http:/ /www.iea.org/topics/renewables/, diakses pada 1 Juni 2016. 

19 International Renewable Energy Agency /IRENA (2009). Statute of The 
International Renewable Energy Agency (IRENA), hlm. 4-5 
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Beberapa poin penting dalam Permen ESDM No. 38/2016 
adalah : 


1. Kapasitas pembangkit energi maksimal 50 MW, 

2. Belum berkembang atau belum memiliki infrastruktur 
dasar untuk perdesaan seperti jaringan listrik, perdesaan 
terpencil dengan sarana dan prasarana ekonomi yang 
terbatas, perdesaan perbatasan, dan/atau pulau kecil 
berpenduduk, 

3. Wajib memanfaatkan energi baru dan terbarukan 
setempat, 

4. Pengelolaan energi tersebut dilakukan oleh Badan 
Usaha, 

5. Usulan diberikan oleh Gubernur kepada Menteri ESDM 
RI melalui Direktur Jenderal, untuk diputuskan oleh 
Dirjen setelah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero), 

6. Usulan dari Gubernur harus dilengkapi dengan: (a) 
batasan wilayah usaha dengan minimal luasan setara 
satu kecamatan, (b) analisis potensi energi, kebutuhan 
dan rencana usaha, jenis energi, deskripsi penerima 
manfaat (jumlah, latar belakang profesi, rata-rata 
penghasilan bulanan), dan kemampuan serta kemauan 
masyarakat untuk membayar, (c) perkiraan rata-rata 
harga material, jasa, dan transportasi”°. 


20 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor. 38 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan 
Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik untuk Skala Kecil 
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1.3 Potensi dan Implementasi Energi Terbarukan Indonesia 


Bagi masyarakat, industriawan, dan para politikus secara 


umum isu keamanan energi mendapat perhatian lebih besar 


(dan juga prioritas lebih tinggi) dibandingkan dengan isu 


perubahan iklim. Masyarakat umum di Indonesia menaruh 


perhatian sangat tinggi terhadap ketidakstabilan sistem 


energi dan menuntut pemerintah untuk menyediakan pasok 


secara memadai. Namun perlu dipahami bahwa kegagalan 


dalam memenuhi kebutuhan energi bisa menimbulkan 


masalah besar. Sementara itu, dampak perubahan iklim 


hanya akan dirasakan di masa depan. 


Walaupun isu perubahan iklim telah lama dikenal oleh 


masyarakat Indonesia, namun hal tersebut masih terasa 


terlalu rumit: kebanyakan orang telah sadar dan bahkan 


merasakan dampak perubahan iklim tanpa menyadari 


bahwa hal tersebut diakibatkan oleh perubahan iklim. 


Secara umum tidak ada penolakan signifikan terhadap 


pertumbuhan hijau (green growth). Namun demikian 


prioritas lebih tinggi masih diberikan pada kebijakan energi 


yang mampu memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi 


dengan harga yang dijaga terus rendah. 


Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah dan 


saat ini termasuk eksportir terbesar batubara di dunia. Saat 


menghadapi tekanan kebutuhan pasok energi dan harus 


meningkatkan kapasitas pembangkit listrik secara 


signifikan, negara dengan cadangan energi fosil besar seperti 


Indonesia akan menerima tekanan politik internal untuk 


mengeksploitasi cadangan energi fosil tersebut. 


Pertimbangan optimalisasi dari sisi ekonomi dan lingkungan 


sering diabaikan dalam situasi seperti itu. 
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Indonesia beruntung memiliki potensi energi terbarukan 
yang sangat besar untuk pembangkitan listrik, termasuk 
didalamnya 75 GW energi listrik for hydropower, 560 GWp 
energi matahari, 29 GW energi panas bumi, dan 34 GW 
energi bio. Selain itu masih ada sumber lain, yaitu energi 
angin dan laut. 


Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga dari sisi kapasitas 
terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), 
namun diperkirakan baru memanfaatkan 5% dari potensi 
energi panas bumi yang dimilikinya. PLTP ini mampu 
memasok kebutuhan listrik base load dengan emisi karbon 
yang rendah, yang artinya bisa mendukung pencapaian 
target keamanan energi sekaligus pertumbuhan hijau. 
Sebagai contoh lain, berbagai opsi waste-to-energy juga 
memungkinkan Indonesia mengelola tantangan limbah 
perkotaan sekaligus memenuhi kebutuhan pasok energi”. 


Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan bagi 
investor dan pengembang untuk melakukan percepatan 
pemanfaatan energi terbarukan. Diperlukan langkah 
komprehensif dan tertata untuk mengatasinya. Saat ini porsi 
energi terbarukan baru mencapai sekitar 596 energi final di 
bauran energi Indonesia. Mengingat tahun 2025 target 
Indonesia adalah 23%, maka kondisi ini jelas sangat 
menantang. 


Persentasi energi nasional yang dikonsumsi dalam bentuk 
listrik pada tahun 2016 telah mencapai 19,9%. Porsi ini 
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
2007 yang baru mencapai 11,7%. Gambar 2 menunjukkan 


21 Van Tilburg dkk., 2016 
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Konsumsi Energi Final untuk Listrik (%) 


persentasi konsumsi energi nasional dalam bentuk listrik 
tahun 2007-20162. 
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Gambar 2. Grafik Persentasi Konsumsi Energi Nasional 
untuk Listrik” 


Ditinjau dari kapasitas terpasangnya, pembangkit listrik dari 
energi baru dan terbarukan non-bio (termasuk batubara 
tergaskan) hanya 11,82% (7.049,03 MW). Selebihnya, 27,52 % 
(16.419,35 MW) dari gas; 10,52% (6.274,79 MW) berbahan 
bakar berbagai jenis produk turunan minyak bumi; 50,08% 
(29.880,23 MW) merupakan pembangkit listrik dari 
batubara; dan sisanya adalah listrik yang memanfaatkan 
sampah (0,06% - 36 MW). Gambar 3 menyajikan kapasitas 
pembangkit listrik terpasang di Indonesia berdasarkan 
jenisnya”. 


22 Diolah dari Kementerian ESDM RI, Pusat Data dan Informasi (2017). 


Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2017, Jakarta 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Gambar 3 Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang di Indonesia 
Tahun 2016 (dalam MW)» 


Energi terbarukan non-bio yang terpasang di Indonesia 
didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air dan panas 
bumi, sisanya merupakan pembangkit minihidro, 
mikrohidro, tenaga surya (PLTS), dan tenaga angin (PLT- 
Bayu). Kapasitas pembangkit listrik tenaga air mencapai 
5.124,06 MW (72,69%) dan panas bumi berada pada angka 
1.643,50 MW (23,324). Sedangkan kapasitas terpasang 
minihidro, mikrohidro, PLTS, gasifikasi batubara, dan PLT- 
Angin berturut-turut adalah 192,57 MW (2,73%); 65,76 MW 
(0,93%); 16,02 MW (0,23%); 6 MW (0,09%); dan 1,12 MW 
(0,02%). Persentasi kapasitas pembangkit energi baru dan 
terbarukan non-bio ditampilkan pada Gambar 426. 


25 Ibid 
26 Ibid 
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Gambar 4 Persentasi Kapasitas Pembangkit Energi Baru 

dan Terbarukan Indonesia 2016 
Pengembangan energi terbarukan dimasa depan 
diproyeksikan optimis dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum 
Energi Nasional (RUEN). Energi terbarukan yang mencapai 
23% dalam bauran energi primer tahun 2025 terdiri dari 45,2 
GW pembangkit listrik dan 23 juta ton setara minyak (MTOE, 
million tonnes of oil equivalent) energi lain (energi bio dan gas 
metan berbasis batu bara). Tahun 2050, 31,2% energi 
terbarukan dalam bauran energi primer akan berbentuk 
167,7 GW pembangkit listrik dan 79,4 juta ton setara minyak 
energi lainnya”. 


Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara spesifik juga 
direncanakan terus bertambah kapasitasnya hingga 6,5 GW 
pada 2025 dan 45 GW pada 2050 dari potensi nasionalnya 
yang mencapai 207,898 GW. Potensi tersebut tersebar di 34 
provinsi, di mana Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, 


27 Presiden Republik Indonesia, 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Jakarta. 
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Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Timur berada 
di lima besar, dengan potensi masing-masing 20,11 GW; 
17,23 GW; 13,48 GW; 11, 85 GW; dan 10,34 GW. Sedangkan 
lima provinsi dengan potensi energi surya terendah adalah 
Bali (1,25 GW), Gorontalo (1,22 GW), D. I. Yogyakarta (996 
MW), Riau (753 MW), dan DKI Jakarta (225 MW)?8. 


Sementara itu dari sisi pengembangan PLTS sampai 2025, 
lima besar prioritas RUEN adalah provinsi Nusa Tenggara 
Timur (414,9 MW pada 2025), Kalimantan Barat (366,4 MW), 
Gorontalo (343,3 MW), Sumatera Selatan (296,6 MW), dan 
Nusa Tenggara Barat (292 MW). RUEN menyiapkan 
sedikitnya tiga kegiatan utama untuk mendukung rencana 
pengembangan ini, yaitu: 


1. memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya 
minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh 
bangunan pemerintah, 

2. memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya 
minimum sebesar 25% dari luas atap (rooftop) bangunan 
rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, dan 
kompleks melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

3. memfasilitasi pendirian industri hulu dan hilir PLTS?2. 


Energi Terbarukan untuk Elektrifikasi Pedesaan dan 
Daerah Terpencil 


Pemanfaatan teknologi energi terbarukan untuk daerah 
pedesaan lebih banyak didorong oleh tujuan-tujuan 
bermotif ekonomi dibandingkan motif lingkungan. Dalam 
banyak keadaan, dalam kerangka motif tersebut, 
menyambungkan desa-desa terpencil ke jaringan listrik 


28 Ibid 
29 Ibid 
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nasional membutuhkan biaya tinggi sehingga energi 
terbarukan menjadi pilihan yang diambil20. Hal ini relevan 
dengan Indonesia, di mana sampai pertengahan 2017 dari 
total 82.190 desa di seluruh Indonesia masih terdapat 2.510 
desa yang belum berlistrik. Dari jumlah itu 262 desa di 
antaranya di Papua Barat dan 2.111 desa di Papua. 
Semuanya itu ditargetkan tuntas berlistrik tahun 2019. 
Untuk itu pemerintah menjalankan Program Listrik 
Perdesaan. Mengembangkan energi baru dan energi 
terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau 
terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah 
terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi 
terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah terisolasi. 
Termasuk di dalamnya adalah menyediakan listrik dengan 
kapasitas total hingga 50 MW yang ditujukan bagi 
perdesaan yang belum berkembang, perdesaan terpencil, 
perdesaan perbatasan dan pulau kecil berpenduduk. 
Melalui kebijakan tersebut pemerintah mendorong 
partisipasi BUMD, swasta, dan koperasi melalui penyediaan 


insentif?! 32, 


1.5 Mewujudkan Sistem Energi yang Berkelanjutan 


Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 
yaitu sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi 
terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber 
energi yang ketersediaanya terbarui kembali dalam periode 


30 Pahle, M., Pchauri, S., dan Steinbacher, K., 2016, Can the Green Economy 
deliver it all? Experiences of renewable energy policies with socio-economic 
objectives, Applied Energy, vol. 179 (2016), hlm. 1331-1341 


31 ESDM, 2017a 
32 ESDM, 2017b 
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yang sangat lama. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
bahan bakar fosil, berasal dari sisa organisme yang hidup 
jutaan tahun yang lalu. Bahan bakar fosil memiliki 
komponen utama karbon. Kelompok ini meliputi batubara, 
minyak, dan gas. Selain itu terdapat bahan bakar fosil yang 
dihasilkan dari pengolahan minyak dan gas alam, misalnya 
gas propan, butan, metanol dan lainnya. Beberapa bahan 
bakar fosil masih belum dimanfaatkan karena keterbatasan 
teknologi, contohnya gas hidrat. 


Kelompok sumber energi terbarukan adalah sumber energi 
yang ketersediaannya dapat terbarui kembali dalam periode 
relatif pendek (dalam orde bulan atau tahun). Namun 
demikian, jika permintaan terus meningkat sehingga laju 
pengurasan lebih besar daripada laju pembaruannya, 
sumber energi terbarukan dapat berubah menjadi tidak 
terbarukan. 


Hingga tahun 2015, sebesar 19,3% konsumsi energi final 
global dipenuhi oleh energi terbarukan. Gambar 5 
memperlihatkan bahwa dari seluruh porsi energi terbarukan 
ini 9,1% konsumsi energi global dipasok oleh biomassa 
tradisional (utamanya untuk memasak dan pemanas 
ruangan di daerah pedesaan dan terpencil di negara-negara 
berkembang). Sebanyak 10,2% dipasok oleh energi 
terbarukan modern. 


Ketergantungan berlebih terhadap energi fosil dewasa ini 
menimbulkan berbagai masalah besar yang saling terkait, 
yaitu berkurangnya cadangan utamanya minyak bumi dan 
gas, lokasi sumber energi fosil dunia yang tidak terdistribusi 
merata, harga energi fosil terutama minyak bumi, yang 


38 REN21, 2017, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris 
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fluktuatif, spekulatif, dan cenderung naik, potensi konflik 
politik bahkan militer yang didorong oleh masalah energi 
fosil dan juga masalah lingkungan yang kompleks dengan 
berbagai dampak negatifnya yang sangat luas4. 


Biomass/ Hydropower 
Modern renewables gootherrie/ 2 6% 
10.2% i 

42% 


Fossil fuels 


78.4% 


All renewables 


19.3% 


iti i Wind/solar/biomass/ Biofuels 
Merens biomass geothermal power| | for transport 
9.1% 1696| 10896 


Nuclear power 
2.3% 


Sumber: REN21,2017 


Gambar 5 Estimasi Porsi Energi Terbarukan Terhadap Total 
Konsumsi Energi Final Dunia Tahun 2015 
Kaitannya dengan berbagai masalah di atas, tinjauan tentang 
eksternalitas terkait sistem energi menjadi relevan. Biaya 
eksternal adalah biaya yang dibebankan pada pihak lain 
(misalkan konsumen atau masyarakat atau negara) diluar 
harga produk yang ditawarkan di pasar. Biaya eksternal 
terkait pemanfaatan energi fosil disebabkan oleh berbagai 
hal. Hal tersebut antara lain berbagai jenis polusi dan 
kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber energi fosil, 
polusi udara dalam dan luar ruangan akibat emisi dari 
pemanfaatan sumber energi fosil, dan berbagai dampak 


34 Budiarto, R., 2013, Kebijakan Energi - Menuju Sistem Energi yang Berkelanjutan, 
Cet. Ke-2, Samudera Biru, Yogyakarta 


35 Rogner, H.H., 1999, Sustainable Energy Development - Economics and 
Externalities, Paper 43rd General Conf. of The IAEA, September, Vienna 
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negatif akibat perubahan iklim global**. Batubara, minyak 
dan gas tidak hanya menyebabkan instabilitas iklim melalui 
emisi GRK-nya, namun juga menimbulkan berbagai 
eksternalitas terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan”. 


Indonesia termasuk wilayah yang rentan terhadap berbagai 
dampak negatif perubahan iklim global. Contoh potensi 
dampak negatif adalah pada sektor pertanian yang sangat 
bergantung pada pasok air yang bisa langsung 
mempengaruhi ketahanan pangan. Perubahan suhu 
permukaan dan intensitas hujan bisa mengakibatkan 
kekeringan dalam waktu lama atau justru banjir yang tidak 
hanya berpengaruh pada sektor pertanian, namun juga 
menimbulkan resiko penyebaran penyakit. Perubahan suhu 
permukaan laut akan mempengaruhi ekosistem kelautan 
(akan mempengaruhi karang dan persediaan ikan). 
Kenaikan permukaan air laut akan berkontribusi pada 
kejadian erosi di daerah pantai serta mengancam 
ketersediaan air tawar di daerah dengan intrusi air laut 
(melalui sungai maupun air tanah). Berbagai kejadian iklim 
ekstrem semacam angin topan menimbulkan ancaman serius 
pada keamanan jiwa dan infrastruktur. Kondisi cuaca turut 
andil dalam kejadian kebakaran hutan skala luas di 
Indonesia yang menimbulkan kerugian multi dimensi dalam 
skala besar. 


36 IRENA, 2016b, The True Cost of Fossil Fuels: Saving on The Externalities of Air 
Pollution And Climate Change 


37 Jacqueline, C., Fortier, F. dan Schlegelmilch, K., 2015, Fossil Fuel to Renewable 
Energy: Comparator Study of Subsidy Reforms and Energy Transitions in African and 
Indian Ocean Island States, United Nations Office for Sustainable Development, 
Incheon, Republic of Korea 

38 Van Tilburg dkk., 2016 


24 


Layanan energi perlu ditopang oleh suatu sistem yang 
berkelanjutan. Seperti halnya ekosistem, sistem energi yang 
berkelanjutan ditandai oleh kemampuannya memasok 
layanan energi dalam batas ketersediaan sumber energi dan 
kemampuan mengurai berbagai limbah dan dampak negatif 
sebagai akibat siklus hidup pemanfaatan sumber energi 
tersebut. 


Energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan menjadi 
dua hal yang tidak terpisahkan sejak makin seriusnya 
masalah ketersediaan bahan bakar fosil, kecenderungan 
harga yang meningkat sehingga memberatkan, emisi gas 
rumah kaca, dan berbagai masalah multidisiplin lainnya”. 
Karena sifat inherennya, energi terbarukan menjadi lebih 
sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang 
berusaha melestarikan daya dukung lingkungan untuk 
kepentingan masa depan. 


Pertimbangan kelestarian lingkungan hidup menjadi salah 
satu yang perlu menjadi dasar perencanaan dan operasional 
sistem energi berkelanjutan. Selain itu aspek keandalan 
(reliability), keterjangkauan (affordability) dan akses 
(accesibility) sistem perlu dipertimbangkan secara sungguh- 
sungguh dalam usaha menjamin layanan energi. 


Keandalan suatu sistem energi merupakan kombinasi tiga 
faktor: 1) keandalan yang terkait pada kinerja satu bagian 
alat atau komponen sistem tersebut, 2) kemampuan untuk 
dipelihara (maintainability) yaitu kemungkinan untuk 


39 Hughes, 2000, Getting More from Less - A review of progress on energy efficiency 
and renewable energy initiatives in New Zealand, Parliamentary Commissioner for 
the Environment, Wellington 

40 Manso, J.R.P. dan Behmiri, N.B., 2013, Renewable Energy and Sustainable 
Development, Estudios De Economia Aplicada. Vol. 31-1 2013, hlm. 7-34 
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mendeteksi kesalahan kemudian mencapai dan mengatasi 
masalah pada komponen itu sampai menggantinya jika 
perlu, dan 3) keamanan pemeliharaan yang mencakup suku 
cadang, peralatan pemeliharaan dan kemampuan para staf“. 


Keterjangkauan (affordability) merupakan salah satu 
pertimbangan utama ketika suatu negera memutuskan 
kebijakan untuk menggunakan energi terbarukan sebagai 
sumber energi. Kendala terbesar proses peralihan ke energi 
terbarukan dan teknologinya alam banyak kondisi adalah 
faktor biaya. Faktor keterjangkauan bergantung pada jenis 
teknologi, arah kebijakan, dan pertimbangan investasi yang 
akan berpengaruh langsung terhadap harga akhir yang akan 
dibayarkan oleh konsumen. Memang berdasarkan World 
Energy Assessment (WEA) penerapan energi terbarukan 
secara modern dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi 
suatu negara. Namun demikian, jika faktor biaya, 
keterjangkauan, dan teknologi tidak dipertimbangkan 
dengan tepat maka capaian manfaat sosio-ekonomi dari 


penggunaan energi terbarukan akan tetap minim”. 


Kondisi ekonomi dan daya dukung alam setempat perlu 
dipertimbangkan sebagai konsekuensi langkah pemilihan 
teknologi. Jaringan listrik pada daerah terpencil biasanya 
masih terhitung mahal. Faktor biaya tersebut menjadi 
permasalahan tersendiri terutama di daerah pedesaan, 
mengingat penduduk desa tidak mempunyai penghasilan 
tetap. Biaya instalasi awal, perkabelan, dan iuran listrik 


41 Guldbrand, A., 2007, Reliability Engineering Methods for Distribution Systems, 
CODEN: LUTEDX/ (TEIE-7218) /1-14/ (2007), Dept. of Industrial Electrical 
Engineering and Automation Lund University 

4 Kaggwa, M., Mutanga, S. dan Simelane, T., 2011, Factors Determining the 
Affordability of Renewable Energy, AISA POLICY brief, No. 65 - December 2011 
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bulanan bisa menjadi hal yang memberatkan penduduk desa 
sehingga sejak awal perlu dirancang cara untuk 


mengatasinya. 


Proyek-proyek mikro yang terdesentralisasi dapat menjadi 
alternatif untuk mengatasi kendala tersebut. Proyek tersebut 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi/ 
teknologi lokal seperti tenaga diesel, biomassa, mikro hidro, 
angin dan surya. Alternatif ini membutuhkan pertimbangan 
komprehensif pemilihan teknologi yang tepat, kredit mikro 
segi finansial, dan program capacity building bagi warga/ 
institusi lokal untuk meningkatkan kemampuan operasional 
dan pemeliharaan. 


Akses terhadap listrik diukur dengan jumlah persentasi 
orang yang memiliki sambungan listrik rumah tangga. 
Sambungan listrik mencakup kuantitas (misalnya jam 
ketersediaan sehari), kualitas (misalnya tegangan dan 
frekuensi pengenal), dan pemanfaatan listrik. Sementara itu, 
akses terhadap bahan bakar modern dinyatakan dengan 
jumlah persentasi orang yang menggunakan listrik, bahan 
bakar cair, bahan bakar gas, tapi tidak termasuk biomasa 
tradisional (kayu bakar, arang), dan batubara. Akses 
terhadap tenaga mekanik diukur dengan jumlah persentasi 
orang yang menggunakan tenaga mekanik produksi, 
aplikasi non-industri seperti pompa air, proses penggilingan, 
dan proses lain yang melibatkan transmisi energi melalui 
struktur padat melalui gerakan memompa, mendorong, dan 
lainnya yang diperoleh dari pembawa energi (misalnya 
listrik, bahan bakar minyak, biomassa tradisional) atau 
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sumber energi yang dikirim secara langsung (misalnya 
angin, tenaga air)“. 


Guna mewujudkan hal ini perlu pula dicatat bahwa terdapat 
hubungan langsung beririsan antara pemanfaatan energi 
terbarukan dengan berbagai tujuan sosio-ekonomik. 
Kebijakan pemanfaatan energi terbarukan memberi dampak 
pada berbagai target sosio-ekonomik. Berbagai tujuan sosio- 
ekonomik disisi lain akan mempengaruhi rancangan dan 
evaluasi berbagai kebijakan terkait energi terbarukan. 
Interaksi kedua hal tersebut akan mempengaruhi berbagai 
dampak dalam siklus kebijakan menyeluruh“. 


43 Legros, G., Havet, I, Bruce, N. dan Bonjour, S., 2009, The Energy Access 
Situationin in Developing Countries, UNDP - WHO, New York 


44 Pahle, M., Pchauri, S., dan Steinbacher, K., 2016, Can the Green Economy 
deliver it all? Experiences of renewable energy policies with socio-economic 
objectives, Applied Energy, vol. 179 (2016), hlm. 1331-1341 
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BAB II 

SISTEM PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA SURYA 
DAN TANTANGANNYA 


Rachmawan Budiarto 
Ahmad R. Wardhana 


Energi matahari dapat dimanfaatkan secara langsung dalam 
bentuk panas (energi termal) dan bentuk listrik (fotovoltaik). Sel 
surya berfungsi mengubah energi matahari menjadi lisrik. PLTS 
bisa menjadi pilihan yang terbaik guna memenuhi berbagai 
layanan untuk banyak negara berkembang di mana layanan 
jaringan listriknya masih belum mampu menjangkau daerah 
perdesaannya. PLTS bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan 
melayani desa jika diprediksikan desa tersebut masih lama akan 
dilayani jaringan listrik. Jika suatu desa kebutuhan listriknya 
dilayani oleh diesel, sementara harga bahan bakar terlalu mahal 
atau pasok bahan bakar sering terganggu, maka PLTS 
merupakan pilihan yang cocok. Pemanfaatan PLTS berpotensi 
memberikan berbagai ragam manfaat dalam pemakaiannya 
untuk keperluan rumah tangga, sekolah, UMKM, kesehatan dan 
lainnya. 

Pembangkit listrik tenaga surya dapat dibangun dalam tiga 
skema jaringan: on-grid, off-grid (stand alone), dan hibrid. 


Pertama adalah Skema on-grid yaitu pembangkit listrik tenaga 
surya dihubungkan dengan jaringan listrik lokal (jaringan listrik 
PLN). Skema on-grid menggunakan inverter yang berfungsi 
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untuk mengubah listrik DC yang dihasilkan sel surya menjadi 
listrik AC yang sesuai dengan jaringan lokal dan didukung 


dengan instrumen lain untuk menstabilkan koneksi jaringan. 


Kedua adalah Skema dalam off-grid tidak terhubung dengan 
jaringan lokal, listrik disimpan dalam baterai yang dapat 
digunakan ketika produksi listrik tidak mencukupi atau saat 
malam hari. Seperti halnya jaringan on-grid, listrik DC bisa 
diubah menjadi listrik AC agar dapat dimanfaatkan. Skema off- 
grid ini sesuai untuk daerah yang jauh dari jaringan listrik, misal 
di daerah perdesaan atau pulau-pulau. Namun demikian, skema 
ini tentu juga cocok untuk titik-titik di perkotaan dengan alasan 
tertentu, misal untuk lampu jalanan. Skema off-grid berbasis 
energi terbarukan ini bisa menjadi opsi handal untuk tempat- 
tempat yang terpencil jauh dari jaringan listrik nasional. Selain 
lebih ramah lingkungan, untuk banyak lokasi skema ini 
berpotensi memasok listrik dengan biaya yang lebih rendah 
dibandingkan jika memperluas jangkauan jaringan listrik 
nasional. Lebih jauh, dengan mengaplikasikan sistem energi 
terbarukan berbasis sumber daya lokal, skema ini tidak atau 
nyaris tidak tergantung dari sumber daya luar. Ini 
meningkatkan derajat keberlanjutan sistem tersebut dalam 
jangka panjang. Contoh dampak ketergantungan suatu daerah 
terhadap pasok energi dari luar ditampilkan dalam Sumber: 
detik.com dan suaramerdeka.com 


Gambar 6. Gambar tersebut menyampaikan berita terkait 
terganggunya pasok bahan bakar minyak ke Karimunjawa 
akibat cuaca buruk. Bahan bakar minyak tersebut dibutuhkan 
untuk memfungsikan PLTD dan menggerakkan bebagai sektor, 
antara lain transportasi lokal. 


Ketiga, adalah skema hibrid di mana pembangkit listrik tenaga 
surya digabungkan dengan teknologi pembangkit listrik lain, 
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misalnya biomassa, turbin angin atau diesel. Tujuan 


penggabungan tersebut adalah antara lain untuk menjamin 


stabilitas pasokan listrik. Skema hibrid dapat dilakukan secara 


on-grid maupun off-grid. 


Sistem PLTS bersifat modular. Sifat ini memberi kemudahan 


untuk keperluan transport, instalasi dan juga modifikasi 


(misalkan penambahan daya). Seperti yang telah dipaparkan 


sebelumnya, berbagai hal yang dapat dilayani antara lain adalah 


Penerangan rumah dan berbagai bangunan fasilitas umum 
(puskesmas, sekolah, masjid, dan lainnya). Ini 
memungkinkan berbagai fasilitas umum terus memberikan 
layanan hingga waktu gelap. Termasuk juga penerangan 
jalan. 

Sistem pompa untuk memenuhi kebutuhan air ke ke desa- 
desa, kebutuhan air irigasi atau kebutuhan air untuk ternak, 
Lemari pendingin untuk layanan kesehatan (misal 
penyimpan obat, vaksin atau darah) atau untuk keperluan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Lemari 
pendingin diperlukan pula untuk menyimpan hasil 
tangkapan ikan. 

Alat penghalus kayu untuk UMKM, 

Stasiun isi ulang baterai, yang bisa dimanfaatkan untuk 
penerangan, televisi atau alat komunikasi. 

Dan lain-lain kegunaan 
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Selasa 30 Januari 2018, 13:58 WIB 


Pasokan Terhenti Akibat Cuaca Buruk, 
Karimunjawa Langka BBM 


Wikha Setiawan - detikNews 


Salah satu SPBU di Karimunjawa. Foto: Dok Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Sholeh 


Jepara - Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di semua jenis 
Fa SPBU di Karimunjawa habis. Kondisi tersebut lantaran cuaca 


30 Januari 2018 | 13:14 WIB | Ekonomi dan Bisnis 
Cuaca Buruk Hambat Pengiriman BBM ke Karimunjawa 


SEMARANG, suaramerdeka.com - Karena cuaca buruk di perairan Laut Jawa, kapal pengangkut BBM 
Pertamina ke Karimunjawa belum bisa berlayar sampai saat ini. Hal itu menyebabkan habisnya pasokan 
BBM di Karimunjawa sejak 18 Januari 2018. 


Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Semarang, Andar Titi Lestari mengatakan 
sebenarnya Pertamina sudah siap berangkat sejak 10 Januari 2018 tetapi terkendala cuaca buruk. 


Kapal dengan muatan BBM Pertalite 25 kilo liter, Bio Solar 45 kilo liter dan Dexlite 5 kilo liter belum 
mendapatkan ijin berlayar dari kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena cuaca buruk. 


"Kita sudah ready sejak tanggal 10 Januari lalu dan tidak ada cara lain selain menunggu dari kita," 
katanya di Semarang, Selasa (30/1). 


Pelarangan berlayar ditambah dengan peringatan gelombang tinggi 2,5 meter dari BMKG di perairan utara 
Jawa Tengah, laut Jawa bagian tengah dan perairan selatan Kalimantan Tengah mulai tanggal 30 sampai 
31 Januari 2018. 


Andar menambahkan apabila izin berlayar sudah dikeluarkan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas, 
pihaknya akan langsung mengirimkan BBM ke Karimunjawa. 


Namun demikian, dirinya berharap pemerintah daerah setempat bisa ikut membantu dan memikirkan 
upaya pengiriman BBM ke Karimunjawa pada masa cuaca buruk saat ini. Sebab, Pertamina tidak bisa 
berlayar ke Karimunjawa tanpa izin dari otoritas pelabuhan. 


Seperti diketahui, stok BBM di Kepulauan Karimunjawa sudah habis. Pasokan BBM jenis Pertalite dan 
Solar terakhir diterima pada 13 Desember 2017. 


(Cun Cahya /SMNetwork /CN33 ) 


Sumber: detik.com dan suaramerdeka.com 


Gambar 6 Berita kondisi cuaca buruk yang menghambat 
pasok energi ke Pulau Karimunjawa 
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Pompa air berbasis PV dalam ukuran kecil biasa dirangkai 
dalam sistem tanpa baterai. Rangkaian tersebut memanfaatkan 
tangki air yang bisa menyimpan kebutuhan air untuk 3 hingga 5 
hari. Tangki air dalam rangkaian tersebut berfungsi sebagai 
perangkat penyimpan. Ini tentunya bisa menghindarkan sistem 
dari pemanfaatan baterai yang menuntut penggantian rutin 
dengan konsekuensi biaya yang tinggi. Jika dibandingkan 
dengan sistem pompa air yang bertumpu pada generator diesel, 
pompa air dengan PV ini memiliki berbiaya operasional dan 
pemeliharaan yang lebih rendah. Selain itu sistem pompa 
dengan PV bisa dirangkai berbasis listrik DC sehingga 
menghindari biaya dan kerugian (losses) yang diakibatkan oleh 
inverter. Namun tentu saja, tersedia pula konfigurasi sistem 
pompa PV berbasis listrik AC. 


Gambar 7 Contoh Aplikasi PLTS di Pedesaan 
untuk Sistem Pompa Air 


Secara umum PLTS memiliki dua jenis sistem ditinjau dari 
pembangkitannya, yakni PLTS Tersebar dan PLTS Terpusat. 
PLTS Tersebar berarti peralatan PLTS dipasang di rumah-rumah 
sebagai penerima manfaat. Ini biasa disebut PLTS rooftop atau 
PLTS Solar Home System (SHS). Sementara itu, PLTS Terpusat 
berarti PLTS dipasang di satu lokasi yang relatif luas untuk 
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kemudian didistribusikan dengan kabel ke rumah-rumah 
penerima manfaat. 


2.1 Sistem PLTS dan Komponennya 


Sel surya mampu membangkitkan listrik secara langsung 
tanpa melalui tahapan konversi energi perantara, misalnya 
energi termal ke energi mekanik. Proses tersebut berjalan 
tanpa mengakibatkan polusi suara dan udara. 


Sel Surya 


Solar Cell 


Solar Module 


Solar Panel 


Solar Array 


Sumber: www.solarenergycsp.com 
Gambar 8 Susunan Sel Surya 


Luas sel surya menjadi salah satu penentu ketersediaan arus 
listrik. Sel surya dapat dimanfaatkan dalam berbagai 
ukuran, dari ukuran kecil misalnya sel surya pada jam 
tangan hingga ukuran besar yang membutuhkan lahan 
hingga ribuan meter persegi untuk memasok energi pada 
suatu desa atau tujuan komersial lain. Gambar 8 menyajikan 
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susunan sel surya, modul surya, panel surya hingga array. 
Penentuan pemilihan susunan seri dan paralel antar sel 
surya didasarkan pada kebutuhan listrik dengan 
mempertimbangkan tegangan dan arus. 


Saat ini terdapat tiga teknologi sel surya berbeda yang 
beredar luas di pasar: monokristalin, polikristalin dan 
amorf. Ketiga teknologi tersebut memiliki efisiensi yang 
berbeda-beda. 


Baterai 


Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Energi 
listrik yang tersimpan didalamnya dapat digunakan ketika 
pembangkit listrik tenaga surya sedang tidak beroperasi 
(saat malam hari) atau ketika tidak dapat bekerja secara 
optimal (saat cuaca mendung). PLTS memakai baterai yang 
dapat diisi ulang (rechargeable, secondary). 


Siklus baterai (cycle life) didefinisikan sebagai jumlah siklus 
pengisian (charge) dan pemakaian (discharge) yang dapat 
diselesaikan sebelum baterai tersebut kehilangan 
fungsi/kinerjanya. Hal tersebut diformulasikan pada suatu 
nilai DoD dan suhu tertentu. Karakteristik baterai 
dinyatakan oleh Depth of discharge (DoD). Besaran ini juga 
dapat dinyatakan sebagai besarnya kapasitas baterai yang 
diambil selama baterai dimanfaatkan. Kapasitas baterai 
dinyatakan dalam ampere jam (Amphere Hour/ Ah). 


Variabel DoD dinyatakan dalam persentasi dari kapasitas 
penuh energi yang disimpan baterai. Makin dalam/besar 
baterai tersebut dipakai (discharge), makin pendek prediksi 
umurnya. Sebagai contoh, jika baterai memakai 10% dari 
kapasitas total energinya, maka 90% kapasitasnya tersebut 
tidak termanfaatkan. Ini dinyatakan sebagai DoD 10%. 
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Baterai ini akan mampu melayani lebih banyak siklus 
pengisian kembali (charging cycle) daripada baterai yang 
dimanfaatkan dengan mengambil lebih banyak dari 
kapasitas penuh energinya (deep discharge), misal DoD 80% 
atau lebih. 


Lebih lanjut sebagai contoh, sebuah baterai dengan 
tegangan 12 V dan kapasitas 100 Ah dapat menyimpan 
energi listrik sebesar 12 V x 100 Ah = 1200 Wh. Jika DoD-nya 
adalah 75%, maka energi yang dapat dimanfaatkan adalah 
900 Wh, dengan kapasitas yang tersisa sebesar 300 Wh/12 V 
= 25 Ah. Jika sebuah alat membutuhkan energi 300 Wh, 
maka baterai tersebut dapat memasok listrik selama tiga jam 
terus-menerus. 


Inverter 


Umumnya peralatan rumah tangga membutuhkan listrik 
AC sehingga listrik yang dihasilkan panel surya (listrik DC) 
harus dikonversi terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. 
Inverter berfungsi untuk mengubah listrik DC dengan 
tegangan rendah (12, 24, 32, 48, 96, 120 volt) menjadi listrik 
AC dengan tegangan lebih tinggi (110 atau 220 volt). 


Terdapat pro kontra terhadap pemakaian listrik AC pada 
pemakaian PLTS dengan konfigurasi SHS. Di mana pihak 
pro menganggap bahwa listrik AC akan memungkinkan 
pengguna memanfaatkan SHS untuk keperluan lebih luas. 
Namun, pendapat kontra meyakini bahwa listrik AC akan 
mendorong pengguna untuk menyambungkan terlalu 
banyak jenis pemakaian ke inverter sehingga dapat 
mengakibatkan kelebihan beban (overload) pada SHS. 
Kelebihan beban ini kemudian bisa mengakibatkan matinya 
SHS. Tentu saja pada berbagai kondisi tertentu, misalnya di 


36 


mana tidak tersedia berbagai peralatan DC yang pas, maka 
inverter merupakan keharusan. 


Controller 


Controller berfungsi untuk mengatur aliran listrik dari panel 
surya ke baterai dan aliran listrik dari baterai ke inverter. 
Controller memiliki fungsi utama sebagai charging mode dan 
operation mode. Charging mode berfungsi mengatur kapan 
baterai diisi dan menjaga pengisian jika baterai penuh. 
Operation mode berfungsi mengatur penggunaan baterai ke 
beban, pasokan listrik ke beban akan diputus jika baterai 
telah kosong. Fungsi charge-discharge ini melindungi baterai 
dari pengisian berlebihan (overcharge) dan melindungi dari 
pemakaian yang berlebihan. Indikator pada controller 
memberikan informasi mengenai kondisi baterai sehingga 
konsumsi energi dapat dikendalikan berdasarkan 
ketersediaan listrik dalam baterai. 


Artinya, controller ini bertindak sebagai manajer energi 
dalam PLTS. Controller dalam keseluruhan komponen PLTS 
termasuk yang berharga paling rendah. Namun demikian, 
komponen ini sangat mempengaruhi keandalan jangka 
panjang dan biaya pemeliharaan keseluruhan PLTS. Itu 
sebabnya penting sekali untuk memilih controller dengan 
spesifikasi dan kualitas yang baik dan tepat. 


Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan controller 
antara lain: 


1. Arus maksimal input (arus pengisian baterai) lebih 
rendah daripada arus input maksimal controller 

2. Arus output (arus menuju ke beban) lebih rendah 
daripada arus output maksimal controller 


37 


3. Tegangan kerja sesuai dengan kebutuhan sistem (12 V, 
24 V, 48 V) 


2.2 Kebutuhan Lahan 


Seperti halnya dengan berbagai proyek berbasis energi fosil, 
pembangunan berbagai fasilitas berbasis energi terbarukan 
juga membutuhkan lahan. Kebutuhan lahan tersebut 
berbeda-beda antara jenis energi terbarukan satu dengan 
yang lain, seperti yang dipaparkan dalam Tabel 3. Tabel 
tersebut menguraikan kebutuhan lahan berbagai jenis sistem 
energi, baik untuk pembangkitan listrik maupun produksi 
bahan bakar. 


Tabel 3 tersebut menunjukkan perbedaan kebutuhan lahan 
antar berbagai jenis sistem energi; bervariasi antara 0,1 m2 
hingga 500 m2 per MWh. Jenis energi yang sama dapat 
membutuhkan luas lahan yang berbeda akibat berbagai 
kondisi lokal, semisal perbedaan kebutuhan tinggi 
bendungan, perbedaan tingkat intensitas cahaya matahari, 
perbedaan ketersediaan kecepatan angin dan sebagainya”. 


45 Fritsche, U.R., Berndes, G., Cowie, A.L., Dale, V.H., Kline, K.L., Sharma, N., 
Watson, H. dan Woods, J., 2017, Energy and Land Use, Global Land Outlook, 
Working Paper, UNCCD and IRENA 
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Tabel 3 Kebutuhan Lahan Berbagai Jenis Sistem Energi“ 


Land use intensity I(m?/MWhJ 


Primary energy source | U.S. | U.S, EU UNEP’) | Typical“) 
data?) data’) | data') 
| Nuclear | 0.1 0.1 1.0 i 0.1 
| [Natural gas |! 10! 03 01 o2| oz| 
| Coal Underground | 0.6 | 0.2 0.2 | 0.2 | 
| | Surface ("open-cast") | Bal 0.2 0.4 150 | | 50 | 
| [Renewables Wind ! a3] 10 07 03! 10! 
| Electricity | Geothermal = TS 03| 25, 
| | Hydropower (large dams) | 169) 41 3.5 33 | 10 | 
| a Solar photovoltaic | 150| 03 87 130, 10; 
| | sh s concentrated solar | 193 l i a a | i5] 
| | Biomass (from crops) | 810 13 450 © | 500] 
| Fossil oil © 06 0.1 | 04 
| | Biofuels Corn(maize) 27 220 | 230 
| Sugarcane (from juice | 274 239 | 250 
l Liquid Fuel = Sugareane(residue) | |! mm | 01 
| | Soybean | 296) 479 | 400 | 
. | 
| more short rotation | 565 410 | 500. 
| Cellulose, residue | 0.10 0.1, 


PLTS memiliki dua jenis sistem ditinjau dari pembangkitnya, 
yakni PLTS Tersebar dan PLTS Terpusat. Lahan skala kecil 
biasanya dibutuhkan oleh sistem PLTS Terpusat. Idealnya 
lahan yang dibutuhkan harus berada di tengah pemukiman 
agar kabel distribusi jaraknya relatif sama dengan penerima 
manfaat yang berada di tepi-tepi pemukiman. Tujuannya, 
selain agar kualitas listrik tetap baik (semakin panjang kabel, 
semakin buruk kualitas listriknya) pemilihan lokasi yang 
tepat juga bertujuan agar pembiayaan untuk perkabelan 
tidak mahal. 


46 Ibid 
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Contoh PLTS Terpusat*’ Contoh PLTS Tersebar" 


—— 


Umi = 
P 


Sumber: citrakatondwitama, Kedutaan Amerika Serikat di Afrika Selatan 


Gambar 9 Ilustrasi PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar 


Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan lahan 
di lokasi yang ideal bisa didapat dari bermacam-macam 
skema: milik desa (Tanah Kas Desa), milik pribadi, milik 
yayasan, milik negara, atau milik komunitas adat setempat. 
Keberlanjutan secara sosial di sisi lain membutuhkan 
kejelasan jaminan legalitas lahan lokasi yang akan 
digunakan sebagai PLTS. Untuk itu dibutuhkan pendekatan 
sosial sekaligus legal-formal agar kebutuhan lahan skala 
dapat tersedia. 


47 https:/ /citrakatondwitama.wordpress.com/2011/07/29/ebt-plts-terpusat/ 
48 https:/ /za.usembassy.gov/solar-power-gives-light-jobs-needed 
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2.3 Kebutuhan Industri Komponen PLTS dalam Negeri 


Komponen utama PLTS terdiri dari modul surya, baterai, 


solar charge controller, dan inverter di mana masing-masing 


komponen 


mempunyai 


usia 


tersendiri. 


Tabel 4 


menunjukkan karakteristik masing-masing komponen PLTS. 


Tabel 4 Komponen PLTS, Fungsi dan Usia Teknis 


Komponen Fungsi Usia Karakteristik 
(tahun) Lain 
Impor setengah jadi. 
Mengubah Industri dalam negeri 
cahaya matahari mampu merakit menjadi 
Mana neler listrik ae ae kemudian dijual 
jenis DC. dengan merk dalam 
negeri. 
Menyimpan Impor barang jadi. 
listrik dalam 
bentuk DC. Sebagian merk lain impor 
setengah jadi, kemudian 
Listrik PLTS merakitnya menjadi 
dihasilkan saat baterai, namun tetap 
matahari dengan merk asli luar 
bersinar, negeri. 
sementara 
: penggunaan 
Baterai ise bisanya ii 
berlangsung 
malam hari di 
saat matahari 
tidak bersinar, 
sehingga 
dibutuhkan 
tempat untuk 
menyimpan 
listrik tersebut. 
Mengendalikan: Impor barang jadi. 
(1) pengisian 
listrik dari modul Pusat Studi Energi UGM 
Solar Charge pes ke baterai mampu 
Controller an (2) 4-5 mengembangkannya 
penggunaan dalam skala kecil. 
listrik dari baterai 
ke alat listrik, 
agar tidak 
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KOMPONEN Fungsi Usia Karakteristik 
(tahun) Lain 
berlebihan. Peng- 
isian dan peng- 
gunaan baterai 
yang tidak 
terkontrol akan 
merusak baterai. 


Mengubah listrik Impor. 
DC dari baterai 
ke listrik AC, Pusat Studi Energi UGM 
agar dapat mampu 

Inverter difungsikan 5-10 mengembangkannya 
untuk dalam skala kecil. 
menyalakan 
peralatan elektro- 
nik. 


Komponen PLTS dapat berfungsi dengan baik hingga usia 
teknisnya habis jika perawatan secara berkala dilakukan 
dengan tertib. Jika dihitung berdasarkan usia teknisnya, 
untuk mengimbangi usia modul surya selama 20-25 tahun, 
maka akan terjadi beberapa kali pergantian komponen 
baterai, solar charge controller, dan inverter. 


Komponen solar charge controller dan inverter mampu dirakit 
di dalam negeri secara terbatas skalanya, sebagaimana 
dilakukan oleh Pusat Studi Energi UGM dan akan diajarkan 
kepada organisasi pengelola PLTS di lokasi pemasangan. 
Sedangkan untuk komponen baterai, harus dibeli setiap 3-4 
tahun sejak PLTS dipasang. 


Tantangan kemandirian nasional terhadap kebutuhan energi 
terbarukan perlu dijawab dengan melihat siapa saja pelaku 
nasional yang mampu berperan di sepanjang siklus hidup 
(lifecycle) suatu program energi terbarukan tertentu. 
Sepanjang siklus tersebut berbagai jenis perusahaan akan 
berperan sesuai dengan bidangnya. Hal ini tercermin 
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sepanjang value chain energi terbarukan yang diuraikan 
berikut”. 


e Perusahaan dalam tahap pengembangan proyek (project 
development). Perusahaan (atau manajer proyek) di sini 
bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan 
penjaminan kualitas berbagai pekerjaan pendahuluan, 
perizinan, pre-engineering serta berbagai analisis 
lingkungan. Pekerjaan ini sering didukung oleh 
perusahaan-perusahaan lokal. 

e Perusahaan EPC. Perusahaan ini bertanggung jawab 
pada segala hal terkait rekayasa dan pembangunan 
sebuah proyek. Karena tanggung jawabnya pada 
pemenuhan target kualitas dan kinerja suatu fasilitas, 
maka perusahaan ini memilih semua komponen yang 
dipakai dalam proyek yang ditanganinya. 

e Manufaktur komponen. Suatu proyek energi terbarukan 
disusun atas banyak komponen. Komponen tersebut 
dibuat oleh pabrik-pabrik dari berbagai sektor terkait. 
Misal yang terlibat adalah industri manufaktur yang 
membuat secara lengkap komponen semacam gear box 
pada turbin angin, atau pabrik yang memproduksi suatu 
komponen tertentu (misalnya bagian struktur 
pendukung sistem sel surya) atas dasar lisensi atau juga 
pabrik yang memproduksi komponen-komponen 
khusus tertentu seperti fluida kerja tertentu yang 
dibutuhkan dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi 
jenis biner. 

e Perusahaan logistik dan konstruksi. Perusahaan ini akan 
berperan guna persiapan lahan dan infrastruktur proyek. 
Perusahaan logistik akan dibutuhkan guna memasok 


49 EIB - IRENA, 2015, Evaluating renewable energy manufacturing potential in the 
Mediterranean Partner Countries 
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berbagai bahan baku, barang setengah jadi serta 
termasuk di dalamnya berbagai komponen pre-fabrikasi. 

e Perusahaan di bidang operasional dan pemeliharaan. 
Perusahaan ini akan berperan dalam operasional dan 
pemeliharaan di sepanjang umur (lifetime) fasilitas yang 
dibangun. 


Tentu ada perbedaan rincian perusahaan yang berperan 
dalam satu jenis fasilitas energi terbarukan yang satu dengan 
jenis yang lainnya. Gambar 11 memaparkan rincian 
perusahaan yang diperlukan sepanjang value chain sistem sel 
surya. 


Tumbuhnya industri nasional energi terbarukan akan 
memberikan manfaat besar pada usaha membangun 
kemandirian bangsa. Termasuk dalam manfaat tersebut 
adalah membatasi impor dan meningkatkan ekspor barang 
dan jasa terkait energi terbarukan. Selain itu, manfaat 
strategis yang ditimbulkannya adalah penciptaan lapangan 
kerja yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang 
dijalankan dengan memenuhi kaidah-kaidah pembangunan 
berkelanjutan (green job untuk green growth). 


Setiap tahun, sejak tahun 2013 hingga 2016 Asia menjadi 
kawasan yang paling banyak menambah kapasitas terpasang 
sistem surya. Tahun 2016 sebesar dua per tiga penambahan 
kapasitas global terjadi di kawasan ini, termasuk Tiongkok 
yang terus mendominasi baik dari sisi pemakaian maupun 


produksi/ pasok sistem sel surya». 


Telah dipaparkan sebelumnya bahwa secara global tercatat 
bahwa sektor energi terbarukan secara keseluruhan 
mempekerjakan 9,6 juta orang di tahun 2016, dengan sektor 


50 REN21, 2017, Renewables 2017 Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris 
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sel surya merupakan penyedia lapangan kerja paling 
banyak». Pasar dan lapangan kerja di bidang PV terus 
tumbuh tersedia dalam berbagai bentuk: mulai dari instalasi 
stand alone (misal lampu PV dan solar home system) hingga mini 
grid. Secara umum instalasi stand alone menyediakan 
pekerjaan di tingkat lokal, misalnya dalam bentuk instalasi 
dan distribusi komponen/ peralatan. Sementara itu pekerjaan 
yang disediakan oleh sistem mini grid kebanyakan dalam hal 
operasional dan pemeliharaan (termasuk misalnya 
pengumpulan iuran). Industri sistem sel surya merupakan 
dampak turunnya harga komponen dan biaya instalasi serta 
mulai matangnya pasar jenis energi terbarukan, arah bisnis di 
bidang operasional dan pemeliharaan mulai meningkat®. 


51 ibid 
52 ibid 
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Industri sel surya mempekerjakan 3,1 juta orang; naik 12% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Lapangan kerja terkait 
sistem sel surya di Tiongkok naik 19% dibanding tahun 2015 
dengan pertumbuhan tertinggi di pekerjaan terkait 
konstruksi dan instalasi. Sejak tahun 1999 hingga 2016 
Tiongkok terus menjadi yang nomor satu sebagai pemasok 
sistem sel surya dunia. Asia memproduksi 90% modul sel 
surya untuk dunia, dengan 65%-nya adalah Tiongkok. 
Sementara itu sebagai catatan tambahan, industri biodiesel 
berbasis minyak kelapa sawit Indonesia menyediakan 
154.000 lapangan kerja di tahun 2016; naik 60% 
dibandingkan tahun sebelumnya”. 


1. Brasil 10. Nicaragua 18. Mesir 

2. Cili 11. ElSalvador 19. Rusia 

3. Tiongkok 12. Filipina 20. Peru 

4. Perancis 13. Inggris 21. Honduras 
5. Turki 14. Jerman 22. Argentina 
6. Indonesia 15. Korea Selatan 23. Vietnam 
7. Uruguay 16. Ekuador 24. Panama 
8. Afrika Selatan 17. Guetemala 25. Thailand 


9. Venezuela 


Gambar 12 Proyeksi Pasar Terbesar Ekspor Energi Terbarukan 
(2016-2017) 
Usaha sistematis komprehensif untuk membuat Indonesia 
tidak hanya menjadi pasar sangat dibutuhkan, namun juga 
meningkatkan pertumbuhan secara signifikan penyediaan 
lapangan kerja baru di bidang energi terbarukan secara 
umum dan sel surya secara khusus. 


53 ibid 
54 Dickson, C., 2016, 2016 Top Markets Report - Renewable Energy - A Market 
Assessment Tool for U.S. Exporters, ITA - US DoC 
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2.4 PLTS Vs Pembangkit Lainnya 


PLTS merupakan satu dari banyak opsi dalam usaha 


pemenuhan kebutuhan energi. Pembandingan antara PLTS 


dengan jenis teknologi energi lainnya menjadi pertimbangan 


dalam pemilihan opsi yang tepat untuk menjawab suatu 


tantangan secara spesifik di wilayah tertentu. Tabel 5 


memberikan gambaran singkat tentang pembandingan 


tersebut. 


Tabel 5 Perbandingan antara PLTS 
dengan Teknologi Pembangkit Lain 


Aspek 
Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan 
PLTS |e Sumberdaya e Untuk e Dalam 
tersedia keadaan operasional 
praktis di tertentu biaya tidak 
manapun investasi lebih mengeluar- 
e Produksi tinggi kan GRK 
energi e Tidak 
fluktuatif mengakibat- 
e Kebutuhan kan polusi 
lahan bisa udara, air, 
besar tanah saat 
e Untuk beroperasi 
kontinuitas 
pasok energi 
membutuhkan 
baterai 
Batubara |e Ketersediaan |e Relatif e Tambang e Tambang 
di Indonesia berharga terbuka terbuka bisa 
masih murah berpotensi menimbul- 
berlimpah e Biaya menimbul- kan 
lingkungan kan masalah kerusakan 
dan sosial sosial lingkungan 
bisa tinggi e Menimbul- skala besar 
e Menimbulkan kan dan 
eksternalitas eksternalitas kerusakan 
terkait aspek terkait keanekaraga- 
ekonomi, aspek man hayati 
sosial dan ekonomi, e Menghasil- 
lingkungan sosial dan kan GRK 
lingkungan sangat tinggi 
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Aspek 


pale Teknis Ekonomi | Sosial Budaya Lingkungan 
e PLTU 
membutuh- 
kan pasok air 
saat 
operasional 
Operasional 
PLTU 
menghasil- 
kan polusi 
termal pada 
air 
Menimbul- 
kan 
eksternalitas 
terkait aspek 
ekonomi, 
sosial dan 
lingkungan 
Minyak |e Ketersediaan |e Menimbulkan | èe Menimbul- Menghasil- 
di Indonesia eksternalitas kan kan GRK 
semakin terkait aspek eksternalitas tinggi 
menipis, ekonomi, terkait Menimbul- 
rentan sosial dan aspek kan 
menimbulkan lingkungan ekonomi, eksternalitas 
ketergantung- sosial dan terkait aspek 
an pada impor lingkungan ekonomi, 
sosial dan 
lingkungan 
Gas e Ketersediaan |e Menimbulkan | e Menimbul- Menghasil- 
di Indonesia eksternalitas kan kan GRK 
semakin terkait aspek eksternalitas tinggi 
menipis, ekonomi, terkait Tidak 
rentan menim- | sosial dan aspek menghasil- 
bulkan keter- lingkungan ekonomi, kan bau 
gantungan sosial dan PLTG 
pada impor lingkungan membutuh- 
e Tantangan kan pasok air 
besar pem- saat 
bangunan operasional 
infrastruktur Operasional 
guna pening- PLTG 
katan peman- menghasil- 
faatan kan polusi 


termal pada 
air 
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Aspek 


pale Teknis Ekonomi | Sosial Budaya Lingkungan 
e Menimbul- 
kan 
eksternalitas 
terkait aspek 
ekonomi, 
sosial dan 
lingkungan 
Air e Produksi e Investasi e Bendungan | e Dalam 
energi bisa tinggi jika besar bisa operasional 
fluktuatif memakan menimbul- tidak 
pada sungai bendungan kan masalah mengeluar- 
dengan sosial kan GRK 
kualitas DAS e Tidak 
buruk mengakibat- 

e Perlu berbagi kan polusi 
prioritas udara, air, 
dengan tanah saat 
kebutuhan beroperasi 
untuk air 
minum, air 
bersih dan 
pangan 

e Bisa dibangun 
terintegrasi 
dengan 
infrastruktur 
pemenuhan 
kebutuhan air 
dan pangan 
(misal irigasi) 

Angin |e Produksi e Dapat e Dalam 
energi menimbul- operasional 
fluktuatif kan tidak 

e Capacity factor kebisingan mengeluar- 
biasanya berlebih dan kan GRK 
rendah polusi e Tidak 

e Kebutuhan visual mengakibat- 
lahan bisa kan polusi 
besar udara, air, 

e Untuk tanah saat 
Indonesia beroperasi 
banyak 
membutuhkan 
low speed 
generator 
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Jenis 


Aspek 


Teknis Ekonomi | Sosial Budaya Lingkungan 
Bio- |e Kebutuhan e Dapat e Kebun energi | e Bisa 
massa lahan untuk dikembang- besar bisa memanfaat- 
tanaman kan dalam menimbulkan kan limbah 
energi bisa konsep eksternalitas e Jenis tertentu 
besar biorefinery terkait aspek bisa 
e Sumber yang ekonomi, mendorong 
berlimpah menghasil- sosial dan penggunaan 
dengan kan multi- lingkungan air dan 
kemungkinan produk pestisida 
produk e Beberapa jenis secara 
banyak produk dari berlebih 
macam bahan baku 
tertentu 
sudah dapat 
bersaing 
dengan harga 
hasil olahan 
minyak 
mentah 
Panas |e Di Indonesia |e Risiko tinggi e Kebutuhan 
Bumi sumber daya pada tahap lahan relatif 
melimpah eksplorasi kecil 
e Terbuka luas | e Investasi bisa (dibanding- 
pemanfaatan tinggi kan dengan 
teknologi baru kapasitas 
dayanya) 


(keterangan: PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap. PLTG = Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas. GRK = Gas Rumah Kaca. DAS = Daerah Aliran Sungai) 


2.5 Keberlanjutan Manfaat PLTS 


Setiap teknologi pembangkit perlu dirancang dan dijaga 


kemampuannya dalam memberikan manfaat secara 
berkelanjutan (sustainable benefit). Menjaga keberlanjutan 
PLTS yang dipasang di wilayah terpencil apalagi dengan 
penduduk yang miskin merupakan masalah yang perlu 
dipersiapkan solusinya. Jika mekanisme pemeliharaan dan 
perbaikan tidak tersedia maka PLTS yang dipasang bisa 
terbengkalai hanya setelah berfungsi 3 - 5 tahun atau bahkan 


lebih singkat lagi. Agar bisa handal dan beroperasi lama, 
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maka PLTS harus direncanakan dan dipasang dengan baik 
serta menggunakan komponen-komponen berkualitas baik. 
Lebih jauh, jika mekanisme kelembagaan tidak terbentuk 
untuk pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen 
yang rusak, maka hal ini bisa mengakibatkan 
terbengkalainya PLTS®. 


Catatan Potensi Kerusakan PLTS 


PLTS tidak memiliki komponen yang terus bergerak saat 
beroperasi (moving parts). Hal tersebut memudahkan 
langkah pemeliharaan dan berkontribusi dalam pencapaian 
umur panjang operasional. Komponen modul surya tidak 
menuntut pemeliharaan yang rumit: antara lain perlu 
pemeriksaan rutin dan pembersihan berkala dari 
debu/kotoran (misal kotoran burung) yang menempel di 
permukaan kacanya dengan kain dan air bersih. 


Panel surya bisa bertahan hingga 30 tahun®*. Data lain?” 
menunjukkan bahwa modul surya bisa bertahan 30 tahun. 
Sementara itu inverter untuk rumah bisa bertahan hingga 15 
tahun dan kabel-kabel bisa lebih lama lagi (hingga 30 
tahun). 


Baterai (biasa dipakai di banyak aplikasi berskema off-grid) 
merupakan komponen terlemah dalam PLTS dan penyebab 
tingginya biaya di sepanjang umur PLTS (life cycle cost). 


55 AFREA, 2010, Photovoltaics for Community Service Facilities - Guidance for 
Sustainability, World Bank Group, Washington 

56 Weckend, S. Wade, A., dan Heath, G., 2016, End of Life Management - Solar 
Photovoltaic Panel, IRENA dan IEA-PVPS 

57 Diaz, A.C., 2014, Energy Life Cycle Assessment (LCA) of silicon-based 
photovoltaic technologies and the influence of where it is manufactured and 
installed, Thesis, Master of renewable energy and energy sustainability, 
Universitat de Barcelona 
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Umumnya, baterai perlu diganti setiap lima tahun (EMA - 
BCA, tanpa tahun). 


PLTS juga memiliki resiko tersambar petir, pada lokasi- 
lokasi tertentu resiko tersebut lebih tinggi. Karena sambaran 
petir bisa mengakibatkan kerusakan pada modul PV dan 
berbagai komponen lainnya, maka diperlukan sistem 
penangkal petir yang memadai. Terkait dengan ini perlu 
diperhatikan agar kabel ground (earthing) terpasang dengan 
baik. 


Namun demikian, karena berbagai sebab, banyak kejadian 
kerusakan/ kegagalan yang bisa terjadi pada PLTS sebelum 
mencapai lifetime yang direncanakan. Berbagai kegagalan 
tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai 
berikut? 


* Kegagalan dini (infant failures). Ini adalah kegagalan 
yang terjadi dalam waktu hingga empat tahun sejak 
instalasi (data menunjukkan rerata dua tahun). 
Penyebab kegagalan kelompok ini beragam, antara 
lain perencanaan yang buruk, pekerjaan pemasangan 
berkualitas rendah dan kerangka yang tidak baik. 
Kegagalan dini banyak terjadi di sistem kelistrikan 
PLTS: junction boxes, string boxes, charge controllers, 
perkabelan dan grounding. 


e Kegagalan pertengahan (midlife failures). Kelompok ini 
mewakili berbagai kegagalan yang terjadi dalam 
kurun waktu antara lima hingga sebelas tahun setelah 
instalasi. Kegagalan kelompok ini utamanya 
disebabkan oleh degradasi lapisan kaca anti reflektif, 
delaminasi dan retak pada isolasi sel 


58 EMA - BCA, Handbook for Photovoltaic (PV) Systems, Singapore 
59 Weckend dkk., 2016 
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e Kegagalan Wear-out (wear-out failures). Kegagalan 
dalam kelompok ini terjadi dalam periode 12 hingga 
batas lifetime 30 tahun. Penyebab kegagalan ini adalah 
beban mekanis yang menimpa PLTS (misalnya oleh 
angin), perubahan-perubahan suhu, kaca pecah, 
kerusakan rangka, kerusakan hubungan antar sel, 
kerusakan diode, dan lainnya. 


RUN/GREEN POWER 


OVER TEMP = 


O/P VOLTS ADS 
GREEN POWER ADJ 


UNDER VOLT = 
OVER VOLT “8 


Gambar 13 Kondisi PLTS yang rusak di Kepulauan Seribu 
walaupun Inverter yang masih menyala lampu indikatornya 


MA 


Gambar 14 Kondisi PLTS yang rusak di Kepulauan Seribu 
di mana susunan baterai yang tidak terawat 
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Kemampuan Operasional dan Pemeliharaan 


Guna mendapat manfaat PLTS serta mengembangkannya 
secara berkelanjutan, pembangunan sistem energi 
terbarukan perlu didasarkan pada berbagai pertimbangan 
kelayakan teknis, ekonomi dan sosial secara komprehensif 
dan matang. Berbagai kendala dalam pelaksanaaan 
sepanjang proses pengembangan pemanfaatan energi 
terbarukan merupakan tantangan yang perlu dijawab. 
Terkait dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan dan 
implementasi mekanisme pemeliharaan yang baik terkait 
erat dengan pola operasional serta sistem pendanaan. 


Keberhasilan integrasi PLTS ke dalam sistem sosial di 
tingkat lokal merupakan salah satu syarat terpenuhinya 
kelayakan sosial. Tidak memadainya kemampuan dalam 
mengoperasikan dan memelihara PLTS akan 
mengakibatkan penurunan efisiensi atau bahkan kerusakan 
parah. Kemampuan institusi lokal dalam hal ini untuk 
operasional, pemeliharaan dan bahkan juga pembuatan 
berbagai komponen sederhana PLTS perlu terus dibangun. 
Termasuk di sini adalah kreatifitas untuk memanfaatkan 
PLTS dalam beragam aktifitas/keperluan. 


Contoh menarik terlihat di Desa Rawasari. Seorang 
penduduk di sana mempunyai inisiatif untuk membeli 
sejumlah panel surya dari Solar Home System yang tidak lagi 
berfungsi. Beberapa modul surya tersebut kemudian 
dirangkai untuk membangun sistem di rumahnya yang 
memungkinkan aplikasi sejumlah alat kelistrikan. 
Termasuk dalam ragam pemanfaatan yang dikembangkan 
adalah modul surya yang dirangkai dengan pompa 
sederhana untuk dipakai cuci motor di rumah. 
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Gambar 15 Kemampuan SDM Lokal Memelihara 
dan Memodifikasi Komponen PLTS 


Kemampuan SDM lokal seperti itu tentunya merupakan 
potensi yang sangat berharga untuk keberlanjutan manfaat 
PLTS di daerah tersebut. Kelompok yang dibina diharapkan 
mampu melahirkan individu-individu dengan kemampuan 
semacam atau lebih tinggi. Manfaat tidak hanya akan 
dirasakan oleh desa tersebut, namun juga bisa dirasakan 
oleh desa lain. Bahkan, jika regulasi dan sistem tatakelola 
SDM dapat dibangun dengan baik, manfaat akan dirasakan 
bagi kabupaten yang menaunginya. SDM yang telah 
memiliki keterampilan PLTS dapat didata sehingga PLTS- 
PLTS yang membutuhkan perbaikan bisa mendapatkan 
layanan dari SDM terampil tersebut. 


Selama beberapa dekade belakangan kesalahan teknis 
sering menjadi penyebab kegagalan fungsi PLTS. 
Pengadaan dan instalasi PLTS dalam beberapa kondisi baru 
menjadi lebih mudah dibandingkan dengan 
memperbaikinya (misalkan perbaikan komponen atau 
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mengganti baterai)“. Tentu perlakuan semacam ini 
merupakan pendekatan yang sangat tidak efisien. 
Semestinya dapat dilakukan perbaikan PLTS yang rusak 
tersebut. Lebih jauh lagi diperlukan implementasi 
mekanisme pemeliharaan yang dapat berjalan terus 


menerus. 


Perlu kembali dicermati istilah “teknologi” untuk 
mendalami hal ini, teknologi merupakan konsep besar yang 
meliputi teknik, ilmu pengetahuan dan proses yang 
diimplementasikan guna merencanakan dan membuat 
suatu benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep 
tersebut mencakup tidak hanya benda, namun juga proses 
sosial. Hal ini merupakan suatu kreasi yang memodifikasi 
dan mentransformasi suatu komunitas yang memanfaatkan 
teknologi tersebut. Proses ini tidaklah netral, melainkan 
merupakan respons dari substansi sosial dan melibatkan 
cara pandang suatu komunitas. Namun demikian, kejadian 
dan potensi tidak diadopsinya teknologi sudah dirancang 
dengan baik secara teknis mendorong para perancang, 
pemakai teknologi dan ilmuwan berpikir ulang apa saja 
yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan 
mengimplementasikan teknologi. Langkah ini dilakukan 
agar berbagai teknologi bisa diterima dengan baik oleh para 
penggunanya dan terus dimanfaatkan dalam jangka 
panjang. Dikenal istilah teknologi tepat guna (appropriate 
technology), teknologi sosial (social technology) dan teknologi 
untuk inklusi sosial (technology for social inclusion) dalam 
kerangka ini. 


Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang telah 
dimanfaatkan dan disesuaikan dengan berbagai material, 


60 AFREA, 2010 
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teknologi serta sumber daya lokal. Teknologi ini biasanya 
sederhana dan berbiaya tidak tinggi. Untuk pengulangan 
pemanfaatannya bisa dilakukan secara sederhana dan 
hampir tidak dibutuhkan modifikasi penyesuaian. 
Teknologi ini biasanya dikembangkan untuk skala rumah 
tangga atau komunitas, dengan karakter matang, tidak 
kompleks, tidak padat iptek, harga per unit rendah, dan 
konsumsi energi rendah. 


Diperkenalkan pula terminologi teknologi sosial sebagai 
teknologi yang ditujukan untuk 1) menjawab berbagai 
tantangan sosial dan lingkungan, dan 2) membangkitkan 
dinamika sosial dan ekonomi dari inklusi sosial dan 
pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencakup 
produk, teknik dan atau metodologi yang dikembangkan 
dalam interaksi dengan komunitas dan mewakili solusi 
efektif yang diperlukan untuk perubahan sosial. Teknologi 
sosial ini lebih merupakan pemecahan terhadap suatu 
masalah sistemik: bukan suatu masalah tunggal tertentu. 


Secara tradisional transfer teknologi dimaknai sebagai 
rangkaian produksi teknologi dan berbagai proses atau 
diseminasi dari perguruan tinggi dan atau berbagai institusi 
riset dan pengembangan kepada berbagai pihak di 
masyarakat. Ini merupakan proses linear di mana teknologi 
mengalir dari sisi pasokan ke sisi kebutuhan. Proses linear 
ini mengabaikan konteks  sosio-historis yang 
melingkupinya. 


Lebih jauh proses linear tersebut dikembangkan dengan 
memasukkan partisipasi timbal balik di antara para pihak 
yang terlibat dalam transfer teknologi (pengembang/ 
produsen dan komunitas). Konsep ini menjelaskan suatu 
proses komunikasi di mana penyampai juga akan menjadi 
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penerima dan sebaliknya, penerima juga akan menjadi 
penyampai. Ini membangkitkan suatu proses partisipatoris, 
interaktif dan multidimensi*. 


Istilah inovasi menjelaskan ide, praktik atau benda yang 
dipersepsikan sebagai baru. Sementara itu, konsep difusi 
menjelaskan suatu proses di mana suatu hasil inovasi 
dikomunikasikan di antara segenap anggota sistem sosial 
dalam suatu periode melalui suatu wadah/saluran. Proses 
difusi ini bisa melibatkan sekaligus media massa dan 
saluran komunikasi antar personal. 


Difusi juga terkait konsep adopsi, yang menjelaskan 
tahapan yang dilalui oleh pengguna, mulai dari 
pengetahuan awal tentang suatu inovasi (biasa disebut 
awareness), berlanjut ke pembentukan sikap/tindakan 
terhadapnya (berupa ketertarikan, evaluasi dan mencoba), 
hingga sampai ke keputusan untuk menerima/ 
mengadopsi. Dikenal istilah laju adopsi (rate of adoption) 
dalam kerangka ini. Laju adopsi tersebut mewakili laju di 
mana sistem sosial mengadopsi suatu inovasi yang 
diperkenalkan. Bisa dilihat bahwa seseorang atau suatu 
komunitas mampu mengadopsi lebih cepat dibanding yang 
lain dari konsep ini. Pasar tidak memberikan tanggapan 
seragam terhadap suatu inovasi. Masing-masing warga 
dalam suatu populasi juga tidak mengadopsi secara 
serempak, bahkan satu atau sebagian di antaranya malah 
tidak mengadopsi sama sekali. Karakter inovasi yang 
berdampak pada tingkat adopsi di satu sisi yaitu manfaat 


61 Escalante, K.N., Belmonte, S., dan Gea, M.D., 2013, Determining factors in 
process of socio-technical adequacy of renewable energy in Andean 
Communities of Salta, Argentina, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 
22 (2013), hlm. 275-288 
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relatif, kompatibilitas, kompleksitas dan observabilitas. 
Selain itu, beberapa kunci yang difusi energi terbarukan 
antara lain sebagai berikut®: 


1. Target pasar dan segmen pasar: identifikasi 
komunitas inovator dan pemakai awal sebagai 
kelompok yang mengawali pemanfaatan energi 
terbarukan. 

2. Pesan dalam komunikasi: Cara merancang pesan yang 
mengkomunikasikan berbagai nilai (value) energi 
terbarukan (antara lain kelestarian lingkungan, 
keamanan energi), kenyamanan (terkait dengan 
distribusi lokal), keterkaitan budaya/ kearifan lokal 
(penghormatan terhadap matahari, angin, bumi, air, 
yang bisa memperkuat pemanfaatan sumber daya 
secara berkelanjutan). Berbagai substansi pesan ini 
disampaikan kepada calon pengguna awal guna 
memperkuat motivasi dalam pemanfaatan dan 
mengajak anggota komunitas lainnya untuk 
mengikutinya. 

3. Fokus pada keunggulan energi terbarukan terhadap 
energi fosil perlu ditekankan guna meningkatkan 
penerimaan (acceptance) terhadap berbagai teknologi 
pemanfaatan energi terbarukan. 

4. Saluran komunikasi: merancang dan memilih cara 
menyampaikan pesan kepada berbagai target 
pemakai dan mendukungnya selama proses bertahap 
dimulai dari pengetahuan/kesadaran, ketertarikan, 
evaluasi, mencoba dan kemudian mengadopsi/ 


memakai. 


62 Rogers, E.M., 1995, Diffusion of Innovation, ed. ke-4, The Free Press, New 
York, bab 6 dan 7 
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Proses difusi teknologi memang bukan sekedar 
permasalahan pasokan berbagai alat teknis kepada orang 
atau komunitas. Lebih kompleks dari itu, dalam proses 
tersebut perlu diintegrasikan dengan aspek know-how, 
keterampilan dan budaya di wilayah di mana suatu 
teknologi akan dimanfaatkan/ dioperasikan. Pendekatan 
“user-perspective” perlu diterapkan sebagai penghubung 
antara teknologi dan (calon) pemakainya. Difusi teknologi 
harus mampu menjembatani antara teori dan praktik (yang 
kuat terkait dengan pengetahuan dan kemampuan lokal). 
Untuk itu perlu dipertimbangkan perlakuan adaptasi 
teknologi. Langkah tersebut merupakan usaha untuk 
mewujudkan berbagai potensi manfaat suatu teknologi 
yang akan dioperasikan®. Proses transfer teknologi tepat 
guna dalam proses ini menjadi salah satu inti tantangan. 
Perlu dipertimbangkan dua aspek dalam proses itu yaitu 
teknologi tepat guna dan penyerapan teknologi tersebut“, 
yang masing-masing memiliki kriteria penilaian evaluasi 
tersendiri. Sementara itu penyerapan teknologi bisa 
ditempuh dengan melalui delapan langkah sebagai berikut: 
1) Membangun visi bersama (shared vision), 2) Identifikasi 
peluang pertukaran pengetahuan, 3) Membentuk tim 
fasilitasi proyek (Project Design Team), 4) Menentukan tujuan 
pembelajaran dan perencanaan, 5) Mendemonstrasikan 
teknologi, 6) Mengidentifikasi agen perubah/ pelopor, 


63 Gustavsson, M., 2000, Biogas Technology - Solution in Search of Its Problem: 


A Study of Small-Scale Rural Technology Introduction and Integration, Human 


Ecology Reports Series, 2000:1, Dept. Interdisciplinary Studies Göteborg 


University, Goteborg 


64 GTZ - Kementerian Koord. Bid. Perekonomian, 2009, Evaluasi Terhadap 
Program DME, Jakarta 
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7) Monitoring dan evaluasi, serta 8) Menjamin teknologi 
yang berkelanjutan®. 


Analisis terhadap suatu program energi angin 
menunjukkan bahwa prakarsa komunitas yang mendorong 
transparansi, proses penyampaian pengetahuan (transfer of 
knowledge) yang terus menerus, dan rasa keadilan dalam 
berbagai prosedur yang dijalankan sejak perencanaan 
hingga persetujuan berkontribusi dalam menumbuhkan 
dukungan komunitas terhadap program energi terbarukan. 
Lebih jauh lagi, prakarsa aktif komunitas dalam proses 
perencanaan dan persetujuan tersebut tidak hanya akan 
menumbuhkan penerimaan di tingkat lokal, melainkan juga 
bisa memberi pengaruh di wilayah yang lebih luas. 


Sementara itu analisis dalam suatu program pemanfaatan 
energi surya terlihat teridentifikasi berbagai hal yang bisa 
membatasi dan menghalangi capaian inklusi energi 
terbarukan antara lain adalah 1) kekeliruan identifikasi atas 
prioritas dan kebutuhan, 2) tidak cukupnya pertimbangan 
terhadap aspek budaya, institusi dan masalah sosial di 
tingkat lokal, 3) kesalahan proses transfer teknologi pada 
masa lampau, 4) keterbatasan implementasi intervensi dan 
ketersediaan sumber daya, 5) tidak memadainya atau tidak 
adanya pelatihan di tingkat lokal dan 6) tidak adanya 
program pemeliharaan dan monitoring proyek®. 


6 Steve, T., 2007, Towards a Framework of Clean Energy Technology Receptivity, 
South North 
66 Escalante dkk., 2013 
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Kebutuhan Dukungan Mitra 


Berbagai tantangan dalam pengembangan sistem energi 
terbarukan (khususnya skala kecil) antara lain mencakup 
tidak memadainya kemampuan teknis di tingkat lokal, 
kurangnya keterpaduan antar pemangku kepentingan dari 
tingkat nasional hingga lokal, kurangnya komprehensivitas 
implementasi kebijakan, tidak memadainya dukungan 
sepanjang umur (lifetime) infrastruktur energi terbarukan 
yang dibangun”. 


Penggunaan PLTS di suatu lokasi diharapkan memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 1) Pemanfaatan energi setempat, 2) 
Terciptanya kegiatan produktif yang merupakan dampak 
kegiatan pemanfaatan energi setempat dan 3) Penyerapan 
tenaga kerja baru, baik langsung (menangani unit 
pembangkit energi) maupun tidak langsung (menangani 
kegiatan produktif yang ditumbuhkan). 


Berbagai kriteria tersebut perlu dipenuhi guna menjamin 
tercapainya tujuan antara lain 1) peningkatan pasokan 
energi bagi masyarakat, 2) penganekaragaman sumber 
energi masyarakat, 3) peningkatan produktivitas kegiatan 
ekonomi masyarakat desa, 4) peningkatan kesempatan 
kerja, dan 5) peningkatan kesejahteraan pada umumnya 
melalui penyediaan energi terbarukan yang terjangkau dan 
berkelanjutan. 


6 Pertiwiningrum, A. and Budiarto, R., 2011, Biogas in Indonesia to support energy 
self-sufficient villages, DFID Interdisciplinary Expert Workshop on the Potential 
of Small-Scale Biogas Digesters in Sub-Saharan Africa, Report, Addis Ababa 
University, Ethiopia 
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Fokus perlu diberikan utamanya pada komunitas lokal 
sebagai penerima manfaat langsung maupun tidak 
langsung pembangunan PLTS. Kecenderungan untuk lebih 
memilih pendekatan top down secara dominan perlu 
dikurangi. Paling tidak, inisiasi top down tersebut perlu 
sedini mungkin diseminasi secara komprehensif dan 
sistematis dengan betul-betul menyentuh pelaku/ penerima 
di tingkat lokal. 
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BAB III 
PERSIAPAN IMPLEMENTASI 


Rachmawan Budiarto 


Pengembangan pemanfaatan PLTS perlu dilakukan dalam 
tahapan runtut yang menjamin tercapainya seluruh kriteria yang 
dituju. Bab ini memaparkan alternatif tahapan kerja sebagai 
berikut: 


survei sumber energi terbarukan (matahari dan lainnya) 
survei jejaring pendukung 
survei UMKM 

. penetapan lokasi 


formulasi rancangan pemeliharaan 
pembentukan dan inisiasi organisasi pengelola 


a 

b 

c 

d 

e. desain instalasi PLTS 
f. 

8 

h. pelatihan 


ri 


pembangunan PLTS 


Guna implementasi suatu program di lapangan sesungguhnya, 
alternatif tahapan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai 
adaptasi. Adaptasi tersebut diperlukan guna menyesuaikan 
dengan berbagai kondisi yang masing-masing mempunyai 
karakter tantangan khas tersendiri. 
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3.1 Survei Sumber Energi Terbarukan 


Solusi berbasis pemanfaatan energi terbarukan lokal dipilih 
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini 
adalah matahari dengan menggunakan PLTS. Ini untuk 
meningkatkan diversifikasi energi pedesaan sehingga 
mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap energi 
fosil atau pasok energi dari luar. Selain itu, pemanfaatan 
energi terbarukan perlu dikembangkan untuk membuka 
lebar akses layanan energi modern pada masyarakat. 
Perbandingan opsi akan dilakukan dengan melakukan 
analisis kemampuan pasok berbasis sumber energi 
terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi di daerah 
yang menerima pasok. Berikut adalah beberapa hal inti yang 
akan direkam dalam tahap survei ini. 


e Macam sumber energi terbarukan (juga yang selain 
matahari) 

e Letak berbagai sumber energi terbarukan 

e Besar sumber energi terbarukan (intensitas, volume, 
debit, dll.) 

e Kontinuitas pasok sumber energi terbarukan 

e Perkiraan kelayakan teknis - ekonomis pembangunan 
instalasi energi 

e Kesederhanaan instalasi energi 

e Perbandingan kapasitas instalasi energi terhadap 
kebutuhan energi 


3.2 Survei Jejaring Pendukung 


Salah satu langkah guna menjamin keberlanjutan manfaat 
PLTS adalah dengan pembangunan jejaring pendukung bagi 
lokasi yang memanfaatkan PLTS. Jejaring pendukung akan 
berfungsi sebagai 1) organisasi pengelola PLTS dan berbagai 
fasilitas yang dipasok energinya, misalkan pompa air, 
2) lembaga penyedia layanan pelatihan, 3) lembaga penyedia 
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dukungan finansial, 4) lembaga penyedia layanan perbaikan 
dan pemeliharaan, dan 5) lembaga pemasok suku cadang. 


Jejaring pendukung dibentuk atas sinergi berbagai stakeholder 
terkait terutama di tingkat lokal. Para stakeholder tersebut 
antara lain adalah Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMk), Balai Litbang Daerah, bengkel-bengkel lokal 
serta UMKM atau usaha besar dengan jenis usaha dan 
kompetensi tertentu. Jejaring pendukung merupakan syarat 
vital keberlanjutan operasional dan perkembangan 
pemanfaatan energi terbarukan. Hal-hal utama yang direkam 
dalam survei ini adalah 


e Macam lembaga yang diprediksikan mampu 
diberdayakan dalam jejaring pendukung 

e Fasilitas dan kompetensi yang dimiliki lembaga 

e Lokasi lembaga terhadap lokasi PLTS 

e Fleksibilitas aspek formal kelembagaan 

e Potensi untuk dikembangkan sebagai laboratorium 
berbasis masyarakat 


Gambar 17 dan 18 memperlihatkan proses panjang 
komunikasi dialogis yang perlu dilakukan dengan segenap 
pemangku kepentingan. Langkah ini sangat diperlukan sejak 
awal program guna identifikasi berbagai aktor yang perlu 
dilibatkan sesuai dengan peran dan kepentingannya masing- 
masing. 


Termasuk dalam tahap ini adalah pemilihan model 
implementasi serta hal-hal yang terkait institusi. Perlu 
diidentifikasi integrasi / sinergi dengan berbagai 
proyek/ organisasi lain. Berbagai aspek terkait perlu berulang 
didiskusikan dengan berbagai mitra, termasuk juga 
konsultasi dengan para ahli. Berbagai hal perlu didiskusikan 


guna mencapai kesepakatan, antara lain tentang mekanisme 
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pemasangan, pemeliharaan, pembiayaan, kepemilikan dan 


lainnya. 


Gambar 16 Pertemuan dengan Organisasi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Solok Selatan yang dimotori oleh Bappeda (kiri) dan 
koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Nagari (kanan) 


Gambar 17 Forum Konsultasi dengan Pemerintah Daerah 
dan Tokoh Masyarakat 
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3.3 Survei UMKM dan Kebutuhan PLTS 


Pemanfaatan PLTS (dan energi terbarukan setempat) 
ditujukan salah satunya agar mendorong kegiatan produktif 
yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik 
langsung (menangani unit PLTS) maupun tidak langsung 
(menangani kegiatan produktif yang ditumbuhkan). Artinya, 
idealnya, PLTS tidak dimanfaatkan terbatas pada pemenuhan 
kebutuhan rumah tangga saja. Jika dapat terwujud, 
penguatan kegiatan ekonomi di pedesaan yang didukung 
pengembangan PLTS akan memberikan daya tarik bagi 
masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai alternatif 
kegiatan ekonomi baru. Ini akan ikut menekan laju 
urbanisasi. 


Sejumlah studi memaparkan tantangan besar dalam 
memanfaatkan PLTS (terfokus pada konfigurasi SHS) 
terhadap peningkatan aktifitas ekonomi. SHS memang 
mampu menggantikan atau mengurangi konsumsi bahan 
bakar minyak, serta berpengaruh positif dalam menyediakan 
lingkungan baik untuk pendidikan anak-anak. Hal tersebut 
dalam berbagai keadaan mampu meningkatkan jumlah jam 
layanan penerangan dan memperbaiki kualitas lingkungan 
dalam ruang. SHS mampu membantu meningkatkan kualitas 
hidup. Namun demikian SHS belum bisa diandalkan dalam 
mengembangkan berbagai aktifitas yang mampu 
meningkatkan penghasilan keluarga. Oleh sebab itu SHS 
tidak bisa diperankan sebagai strategi generik dalam usaha 
pengentasan kemiskinan/peningkatan kesejahteraan di 
perdesaan®. Jelas bahwa untuk mendapatkan manfaat 
berupa pengembangan usaha kecil di pedesaan, SHS tidak 


68 Mondal, A. H. dan Klein, D., 2011, Impacts of solar home systems on social 
development in rural Bangladesh, Energy for Sustainable Development, vol. 15 (1), 
hlm. 17-20 
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boleh hanya dipakai untuk tujuan penerangan”. Jika berbagai 
manfaat di atas tidak bisa diwujudkan, maka SHS 
dikhawatirkan hanya untuk memfasilitasi hiburan atau 
sekedar sebagai simbol status sosial”. 


Survei dilakukan untuk memetakan potensi manfaat PLTS 
terhadap perkembangan UMKM setempat. Sistem integrasi 
UMKM dengan PLTS dari sini dapat dibangun. Selain itu 
akan dipetakan kompetensi dan jenis usaha UMKM yang 
mampu mendukung rantai pasok (supply chain) instalasi 
energi dan mampu mengembangkan usaha baru di bidang 
energi. Masyarakat pedesaan diharapkan dapat menjual 
energi dalam bentuk listrik maupun bahan bakar sebagai 
sumber pendapatan baru. 


Survei UMKM ini akan banyak mengandalkan data sekunder. 
Hal-hal utama yang menjadi perhatian dalam survei adalah 
sebagai berikut: 


e Jumlah UMKM 

e Macam usaha UMKM 

e Macam energi listrik dan bahan bakar yang 
dikonsumsi UMKM untuk kegiatan usaha 

e Lokasi. 


Selain kebutuhan untuk UMKM, tahap ini perlu 
mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang akan didukung 
oleh PLTS; kebutuhan untuk rumah tangga dan berbagai 
fasilitas layanan umum. Tahap ini memerlukan perhitungan 
rinci per satuan komponen layanan yang membutuhkan 


69 Chakrabarty, S. dan Islam, T., 2010, Financial viability and eco-efficiency of 


the solar home systems (SHS) in Bangladesh, Energy, vol. 36 (8), hlm. 4821-4827 
70 Rahman, S. M. dan Ahmad, M. M., 2013, Solar Home System (SHS) in rural 
Bangladesh: Ornamentation or fact of development, Energy Policy, vol. 63 
(2013), hlm. 348-354 
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PLTS, sebagai contoh jumlah alat, daya per alat dan jam 
operasional alat tersebut. Berbagai data tersebut akan 
menghasilkan daftar tentang kebutuhan PLTS beserta level 
prioritasnya. Berbagai kebutuhan PLTS pada sekian banyak 
keadaan tidak semuanya bisa dipenuhi. Berbagai standar 
layanan yang berlaku (nasional maupun internasional) bisa 


membantu dalam penghitungan. 


Gambar 18 PLTS untuk mesin penetas telur 
(Gambar atas menunjukkan Kader Hijau 
sedang memeriksa mesin penetas ayam 

dan bagian bawah telur yang baru menetas) 
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Gambar 19 UMKM yang Diberi Dukungan PLTS, 
(Gambar atas proses pengolahan produk makanan, 
dan bagian bawah salah satu hasil produk makanan hasil binaan) 
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3.4 Penetapan Lokasi 


Survei dilakukan di lokasi yang diusulkan oleh pemerintah 
daerah dan para tokoh masyarakat. Berdasarkan survei 
tersebut dilakukan analisis untuk menentukan pilihan lokasi 
tempat pemanfaatan PLTS. Kriteria penilaian yang menjadi 
pertimbangan penentuan lokasi diuraikan dalam tabel 6 


Tabel 6 Kriteria Penentuan Lokasi Pemanfaatan PLTS 


Kriteria Keterangan 
Kebutuhan Terdapat kebutuhan energi, baik sektor rumah 
energi tangga maupun usaha (UMKM) 


Daerah yang belum mendapat layanan jaringan 


Status energi na ai cas Anna i 
listrik PLN menempati prioritas lebih tinggi 


Mempunyai sumber energi terbarukan dengan 
kesinambungan kualitas dan kuantitas pasok yang 
memadai. Daerah dengan lebih dari satu sumber 
energi terbarukan dengan kelayakan teknis- 
ekonomis mendapat prioritas lebih tinggi. 
Pemanfaatan PLTS, khususnya di sisi instalasi 
energi terbarukan menuntut kemampuan 
kelembagaan/ kemampuan SDM yang bisa 
dijadikan basis inisiasi, operasional dan 
pengembangan organisasi pengelola. 

Lokasi terletak tidak jauh dari berbagai institusi 
atau fasilitas yang bisa menjadi jejaring pendukung 
PLTS. 

Terdapat potensi peningkatan kegiatan UMKM 
sebagai dampak pengembangan energi lokal. 
Daerah dengan UMKM dengan jenis dan 
kompetensi yang layak dikembangkan sebagai 
usaha berbasis energi mendapat prioritas lebih 
tinggi. 

Dukungan Mendapat dukungan pemerintah daerah setempat 


Sumber energi 
terbarukan 


Kesiapan 
pengelolaan 


Jejaring 
pendukung 


UMKM 


Tahap ini perlu melakukan analisis terhadap keterangan 
lengkap dan rinci tentang karakter dan lokasi berbagai titik 
yang membutuhkan PLTS (jenis dan besar kebutuhan energi) 
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beserta sejumlah institusi/ person pendukungnya. Koordinat 
tiap titik menjadi sangat penting untuk diintegrasikan ke 
dalam peta. Akan sangat membantu jika semua data bisa 
diintegrasikan ke dalam konfigurasi Geographic Information 
System (GIS). Bisa terjadi bahwa hingga batas waktu tahapan 
tertentu dan pada berbagai kondisi tertentu belum diperoleh 
data yang dibutuhkan. Analisis ahli dalam kasus seperti itu 
diperlukan guna mengatasi kekurangan data tersebut, sambil 
secara serempak terus mengusahakan kelengkapan data. 


Data dalam tabel 6 tersebut perlu dianalisis secara mendalam 
dan juga memprediksikan dampak positif dan negatif yang 
bisa muncul. Analisis tersebut akan menghantarkan pada 
penyusunan prioritas layanan dan prioritas lokasi. Lokasi 
mana yang akan menjadi pilihan pemanfaatan PLTS dalam 
suatu program atau proyek dari sini dapat ditetapkan. 


Semua pertimbangan yang terkait dalam pemilihan lokasi, 
antara lain gambaran kebutuhan, kondisi fisik lokasi dan 
lainnya yang akan berguna dalam desain instalasi PLTS perlu 
didokumentasikan rapi dalam suatu checklist. Gambar 21 
memperlihatkan contoh yang diberikan oleh EBTKE - GIZ 
Endev. Tentu saja apa saja substansi dalam daftar tersebut 
bisa/perlu disesuaikan dengan  kebutuhan/karakter 
program. 


3.5 Desain Instalasi PLTS 


Sebagai persiapan pembangunan instalasi PLTS di lokasi 
yang ditetapkan, dilakukan langkah perancangan sesuai 
dengan hasil survei. Perancangan sebisa mungkin 
menghasilkan detail engineering design (DED) yang siap 
diimplementasikan. Perancangan ini bisa mencakup berbagai 
opsi skema PLTS untuk skenario pemanfaatan di lokasi yang 
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ditetapkan. Perancangan juga bisa mencakup pilihan hibrid 
PLTS dengan teknologi energi terbarukan lain yang bisa 
dimanfaatkan di lokasi yang dipilih. 


Semua pertimbangan yang terkait dalam pemilihan lokasi, 
antara lain gambaran kebutuhan, kondisi fisik lokasi dan 
lahannya yang akan berguna dalam desain instalasi PLTS 
perlu didokumentasikan rapi dalam suatu checklist. Gambar 
berikut memperlihatkan contoh yang diberikan oleh EBTKE 
- GIS Endev. Tentu saja apa saja substansi dalam daftar 
tersebut bisa/ perlu disesuaikan dengan kebutuhan/karakter 
program. 


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERYASI ENERGI 
JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1A CIKINI JAKARTA — 10320 


Telegon: (021) 39830077 Faksirrile: (021) 31901097 Website: www.ebtke.esdm.goid Emai: infe@ebike.esdm.go.id 


PLTS Site Selection Checklist 


Village Name Regency 
Subdistrict Province 
Date of initial survey [Contact persan: ‘Coniacl number 
+. Number of connections: a. Private houses Id. Health Centre 
b. Warung and smal businesses le. Religious Buildings 
ie Schoot If. Other (Pease spect) 


2. Ownership of the land for PLTS installation is {ctesse tc) ja. Private jc. State 
lb. Community jd. Other (Prass specty) 


. Available area for PLTS installation Width (m)| m Length (m) 
. Access lo village (please sex) la. by foot c. by motorcycle 

b. by truck d. by boat CG ri 

Nearest PLN grid connection: (Narre Distance ken 

. Nearest subdisticl capitol: Nama. Distance km 


Distance of vilage to PLTS area en 
Plan te canneci village to PLN grid (pease tick) a. in less than 5 years b. in more than 5 year Ic. no plan 
& Available electricity sources in the village (cesso s0 a. Diesel genset e. PLTS e. nane 


d. PLN d. PLTMH f. Other 


10. The immediate area is (bok at mat app) 
la. Surrounded by high trees Ir. Next to an ocean beach 
b. Surrounded by tall buildings 9. Next to a river bank 
C Situated in a small narrow valley Ih. Frequently very windy 
d. Frequenity Noaded in the rainy season i. Located on a meunlain with regular cloud cover and rist 
e. Localed on a slope with signs of soil erosion lj. Other (Pease spocëy): 


11. Site photographs 
+ Minimum four (4) site photographs, each from different rection (Narih, East, Sculh and West) aiming into centre af area. 
* Place person in centre af area, for size reference x igm North 


Addiliana! information: 


d. From West D b. Fram East 


¢. From South 


Sumber: EBTKE - GIZ Endev 


Gambar 20 Contoh Checklist Pemilihan Lokasi 
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Analisis berbagai data terkait kebutuhan energi, koordinat 


lokasi yang membutuhkan tersebut dan opsi konfigurasi serta 


besar/kecilnya PLTS dilakukan dalam tahap ini. Perlu 


dilakukan literasi dan pembandingan, antara lain dengan 


berbagai praktik baik (best practices) lokal, nasional maupun 


internasional, agar bisa diperoleh pilihan yang optimal. 


Tahap ini membutuhkan rincian perhitungan teknis. Sebagai 


contoh untuk rancangan sistem pompa bertenaga PLTS perlu 


dilakukan perhitungan dan analisis terhadap sejumlah data 


sebagai berikut: 


1. 


Macam kebutuhan air yang akan dilayani (sebagai 
contoh air bersih untuk rumah tangga, air untuk 
keperluan pertanian atau peternakan) 


. Kebutuhan air harian untuk seluruh titik yang akan 


dilayani (bisa dibantu dengan standar nasional 
kebutuhan air), 


. Beda tinggi vertikal (yang merupakan salah satu 


komponen penghitungan head system) dan jarak 
horizontal antara sumber air dengan titik layanan yang 
harus diatasi oleh sistem pompa, 


. Perkiraan rugi-rugi (losses) sistem (nilai sekitar 25% dari 


head bisa dipakai sebagai perkiraan)”, 


. Kemampuan sumber air untuk mencukupi kebutuhan 


(atau kemampuan pompa) dalam jangka panjang (ini 
perlu literasi agar mendapatkan titik optimal antara 
ketersediaan air dengan rancangan debit air yang akan 
diambil), 


. Ukuran dan konfigurasi PLTS dan komponen penting 


lainnya (misalkan tampungan air) yang dibutuhkan. 


71 AFREA, 2010 
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Desain instalasi PLTS ini mempertimbangkan konsekuensi 
biaya yang diperlukan: untuk investasi (hingga pemasangan 
dan penyerahan), operasional dan pemeliharaan. Termasuk 
pula pembandingannya dengan opsi selain PLTS. 


3.6 Formulasi Rancangan Pemeliharaan 


Rancangan implementatif mekanisme pemeliharaan yang 
matang dan kuat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan 
manfaat PLTS. Perlu diformulasikan dengan jelas, bagaimana 
mekanisme pembiayaan guna penggantian baterai. 
Dirumuskan pula skema kepemilikan dalam tahap ini. Skema 
kepemilikan akan sangat berpengaruh pada pembagian 
kewajiban pemeliharaan PLTS dengan segala konsekuensi- 
nya. 


Pemeliharaan PLTS sebenarnya relatif sederhana. Namun 
demikian tetap saja dibutuhkan perhatian pada hal-hal terkait 
skema pemeliharaan. Rancangan tatakelola pemeliharaan 
perlu mencakup, rencana implementasi: pembagian secara 
jelas peran dan tanggung jawab setiap pihak terkait 
pemeliharaan serta jadwal pemeliharaan. Mekanisme formal 
kesepakatan pembagian peran dalam pemeliharaan PLTS 
dalam jangka panjang juga perlu direncanakan pada kondisi 
tertentu. Rancangan pemeliharaan menuntut antara lain 


e inspeksi/ pemeriksaan rutin PLTS, 

e penggantian berbagai komponen yang rusak, misalnya 
lampu mati atau kerusakan inverter atau controller. 
Kerusakan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, 
misalnya sambaran petir atau kesalahan pemakaian, 

e penggantian baterai sesuai dengan prediksi umur 
baterai 
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e kemampuan troubleshooting yang diperlukan guna 
mengatasi berbagai gangguan selama pemanfaatan 
PLTS 

e kemampuan membentuk dan mengoptimalkan jejaring 
layanan pasok suku cadang 

e tatakelola komponen (termasuk baterai) yang tidak lagi 
terpakai dan 

e mekanisme peningkatan kemampuan (capacity building) 
dan penyegaran bagi sumber daya manusia yang 
berperan dalam pemeliharaan. 


3.7 Perhitungan Pembiayaan 


Analisis pembiayaan yang memasukkan semua unsur yang 
menjamin keberlanjutan manfaat PLTS diperlukan. 
Perhitungan investasi perlu memasukkan variabel harga 
komponen PLTS, pengiriman ke lokasi (yang tidak jarang 
harus mengatasi medan yang jauh dan sulit untuk sampai di 
titik pemasangan PLTS yang direncanakan), pajak, logistik 
sebelum pemasangan, pemasangan (yang antara lain 
mencakup tenaga dan peralatan), pemeliharaan serta 
perbaikan dan penggantian komponen PLTS. Termasuk yang 
perlu diperhitungkan adalah konsekuensi prosedur 
pengadaan barang dan jasa yang dalam beberapa kondisi 
program merupakan tambahan syarat yang harus dipenuhi. 
Hal ini tentunya akan dipengaruhi oleh hasil literasi 
pencarian opsi terbaik pemasangan serta mekanisme 
operasional dan pemeliharaan. 


Kesuksesan dan keberlanjutan investasi serta pencapaian 
target energi terbarukan nasional sangat bergantung pada 
kualitas, kinerja dan keamanan sistem energi yang dibiayai, 
misalnya pembangkit listrik berbasiskan panel surya. Oleh 
karena itu, kriteria kualitas dan keamanan yang memadai 
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harus dipertimbangkan sejak dalam persiapan proyek, proses 
tender dan seleksi terjamin selama pelaksanaan proyek oleh 
lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Namun 
pengalaman menunjukkan bahwa dalam praktiknya, 
masalah kualitas dan keamanan masih terjadi dalam 
pemasangan dan pengoperasian sistem energi terbarukan. Ini 
dapat mempengaruhi kelayakan finansial dari investasi dan 
tentu mengakibatkan risiko keselamatan. 


Masalah kualitas dan keselamatan timbul pada banyak 
proyek panel surya di seluruh dunia, dengan sekitar 30% 
instalasi panel surya memiliki cacat serius, terutama 
disebabkan oleh kesalahan instalasi”. Juga di India dan 
Indonesia, di mana pengembangan panel surya secara masif 
masih relatif baru, masalah yang berkaitan dengan kualitas 
dan keamanan terjadi pada proyek panel surya”. 


Oleh karena itu, aspek kualitas dan keamanan perlu 
dipertimbangkan dalam skema pembiayaan untuk 
menghindari masalah seperti kehilangan daya, masalah 
keselamatan, risiko kebakaran dan penurunan keandalan 
sistem panel surya, yang dapat berdampak negatif terhadap 
kinerja proyek bersangkutan, reputasi sektor panel surya dan 
secara lebih luas pencapaian tujuan nasional dan 
internasional untuk pengembangan energi terbarukan. 
Termasuk yang perlu diperhatikan adalah target pencapaian 
tingkat rasio elektrifikasi dan komposisi bauran energi 
nasional, tujuan untuk mengurangi emisi CO» dan polusi 
udara di tingkat nasional, serta target-target lain yang telah 


72 TUV Rheinland, 2015, Quality Monitor 2015 - Quality Assurance and Risk 
Management of Photovoltaic Projects, TUV Rheinland, Cologne 

73 Ferdinand, N., Lutz, F. dan Telfser, K., 2016, Quality and safety criteria applied 
in financing photovoltaic projects - A practical appraisal of information on the examples 
of India and Indonesia, PTB’s International Technical Cooperation - BSD 
Consulting 
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disepakati secara internasional (Sustainable Development 
Goals). Perlu terus diperhatikan bahwa kesuksesan dan 
keberlanjutan investasi serta pencapaian target energi 
terbarukan nasional sangat bergantung pada kualitas, kinerja 
dan keamanan sistem energi yang dibiayai”. 


3.8 Pembentukan dan Inisiasi Organisasi Pengelola 


Energi komunitas (community energy) merupakan opsi yang 
berkembang di banyak tempat di dunia. Masyarakat 
menerima dan memanfaatkan teknologi energi berkelanjutan 
dengan berbagai strategi yang terkait dengannya (energi 
terbarukan dan efisiensi energi) dalam suatu kelompok/ 
komunitas tertentu. Ini tentu berbeda dengan cara adopsi 
teknologi oleh individu. Prakarsa energi komunitas ini dapat 
ditinjau dari berbagai hal, antara lain partisipasi publik, cara 
tatakelola, porsi energi lokal yang dikonsumsi secara lokal, 
struktur kepemilikan, dan teknologi yang diadopsi. Kondisi 
proyek komunitas yang ideal dapat dicapai jika suatu 
kelompok warga mengorganisasikan dan mengoperasikan 
proyek serta menerima manfaat dari proyek tersebut. Proyek 
energi komunitas yang ideal menuntut berlangsungnya 
proses partisipatoris terbuka yang menghasilkan manfaat 
lokal dan kolektif”. 


Keberlanjutan jangka panjang pemanfaatan PLTS akan 
terwujud dengan makin banyaknya desa yang melakukan 
adopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau, mengembangkan 
berbagai alternatif aktifitas ekonomi berbasis rakyat, 


74 Ibid 


75 Klein, S.J.W. dan Coffey, S., 2016, Building a sustainable energy future, one 
community at a time, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 60 (2016), 
hlm. 867-880 
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meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan 
sambil terus menjaga kualitas daya dukung lingkungan. Ini 
menuntut adanya sebuah organisasi pengelola di tingkat desa 
yang memiliki kemampuan mendayagunakan sumber daya 
lokal (fisik, manusia, dan jejaring) untuk mengelola 
operasional dan kebutuhan pemeliharaan instalasi PLTS. 
Lebih lanjut lagi, kemampuan organisasi lokal tersebut 
diharapkan terus meningkat hingga dapat memberi layanan 
energi ke daerah lain serta bahkan dapat mengembangkan 
kemampuan untuk memproduksi unit instalasi energi 
sebagai respons perkembangan kebutuhan energi. 


Pembentukan, inisiasi, operasional dan pengembangan 
organisasi pengelola akan sangat tergantung pada 
kemampuan mengelola karakter dan dinamika masyarakat 
lokal. Selain itu, operasional organisasi pengelola harus 
terintegrasi dengan susunan kelembagaan di tingkat lokal. 


Perawatan rutin serta pengumpulan dan pengelolaan uang 
iuran dalam kondisi tertentu perlu dibentuk unit pengelola 
PLTS di masing-masing lokasi (misal desa). Salah satu cara 
yang bisa ditempuh untuk pembelian komponen PLTS, 
antara lain baterai ini adalah masyarakat pengguna PLTS 
melakukan iuran dengan cara mengangsur pembayaran 
setiap bulan. Angsuran ini dikumpulkan oleh pihak yang 
dipercaya untuk itu. Oleh karena uang angsuran iuran ini 
baru akan dimanfaatkan misal pada tahun keempat, saat 
harus membeli baterai. Uang angsuran yang terkumpul 
sebelum digunakan untuk membeli baterai tersebut bisa 
diinvestasikan terlebih dahulu untuk usaha produktif agar 
bisa berkembang, sepanjang dicapai kesepakatan di antara 
masyarakat lokal pengguna. 
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Gambar 21 Musyawarah Kader Hijau (Kader Binaan) dan Masyarakat 
di Jorong Tandai Bukik Bulek, Solok Selatan, Sumbar 
Diperlukan proses panjang musyawarah sebelum dicapai 
kesepakatan tentang berbagai hal terkait. Antara lain yang 
perlu disepakati adalah penentuan iuran (misal sebagai 
tabungan guna penggantian baterai): besarnya iuran, 
mekanisme pengumpulan dan pengelolaan. Proses 
musyawarah harus betul-betul memperhatikan kondisi nyata 
masyarakat, antara lain budaya, tatanan struktur sosial dan 
birokrasi, latar belakang yang berpotensi memberi kekuatan 
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atau melemahkan, psikologi massa serta perorangan serta 
tentunya kondisi ekonomi masyarakat. 


3.9 Pelatihan 


Diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat lokal 
untuk mampu menjaga keberlanjutan dan perkembangan 
desa mereka sebagai DME. Pelatihan menjadi salah satu 
alternatif yang dapat dijalankan. Tahap permulaan dalam 
kegiatan pelatihan akan difokuskan pada 1) operasional 
organisasi pengelola dan 2) operasional dan pemeliharaan 
instalasi energi. Tabel 7 memberikan contoh garis besar 
materi yang diberikan. Materi ini berfokus pada tiga hal: 1) 
tata kelola, 2) teknis dasar PLTS dan 3) berbagai manfaat yang 
bisa diperoleh dari pemanfaatan PLTS. Pelatihan yang 
disertai dengan pendampingan dalam intensitas dan waktu 
cukup akan memperbesar keberhasilan dan keberlanjutan 
pengembangan energi terbarukan di lokasi DME yang 
dipilih. 


Tabel 7 Contoh Garis Besar Materi Pelatihan 


Organisasi Pengelola PLTS 


e Komponen dasar instalasi 
PLTS dan cara kerjanya 

e Instalasi listrik sederhana 
Pemeliharaan komponen 

e Pemasangan instalasi PLTS 

e Contact person pemasok 
komponen 

e Pemanfaatan PLTS untuk 
berbagai alat usaha mikro 


e Dasar manajemen organisasi 

e Dasar perilaku organisasi 

e Dasar akuntansi organisasi 

e Penentuan harga energi 

e Penyusunan borang 
pengelolaan 

e Manajemen konflik 

e Optimalisasi kearifan lokal 

e Dasar lembaga keuangan 
mikro 


85 


Materi pelatihan tentu perlu dirancang agar sesuai betul 
dengan kondisi lokal serta berbagai target yang dicanangkan, 
yang akan ditempuh melalui serangkaian aktifitas. Pelatihan 
dapat dijalankan secara berjenjang dalam keadaan tertentu, 
mulai dari pelatihan tingkat dasar hingga lanjut. Tiap jenjang 
tentu memiliki substansi dan metodologi yang berbeda. 


Gambar 23 Kunjungan Kader Hijau ke Lokasi PLTS 
yang Telah Terbangun, Kunjungan Kader Hijau ke PLTS 
dengan sistem SWPS (Solar Water Pumping System) 
di Dusun Banyumeneng, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul, DIY. 
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Sebagai contoh adalah program peningkatan kapasitas yang 
dijalankan Konsorsium Kemala. Program ini terutama 
dijalankan guna membangun kesadaran kolektif dan 
partisipasi warga. Program ini menjalankan pendekatan 
sebagai berikut 1) pengembangan partisipasi masyarakat dan 
instansi terkait, 2) penguatan kelembagaan di tingkat 
masyarakat, dan 3) optimalisasi fungsi dan manfaat sumber 
daya alam. Dalam program Kemala pengembangan 
kelembagaan dimaksud adalah pengembangan “Sekolah 
Hijau” yang menjadi inti berbagai aktivitas pengelolaan 
pengetahuan, pengembangan kapasitas dan pendampingan 
teknis. Sekolah Hijau merupakan lembaga masyarakat 
mandiri yang terus bergerak untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan teknis, produktifitas dan 
kesejahteraan para anggota dan pegiatnya. Sekolah Hijau 
merupakan wahana untuk 1) belajar-mengajar, 
2) membangun kemampuan mengidentifikasi masalah dan 
pengambilan keputusan bersama, 3) mobilisasi sumber daya, 
dan 4) mengembangkan komunikasi dengan pihak lain. 


Tidak seperti sekolah formal/reguler yang menuntut 
persyaratan akademik tertentu, Sekolah Hijau berbentuk 
lembaga pendidikan alternatif/ informal yang dapat diakses 
oleh setiap lapisan masyarakat. Peserta didik Sekolah Hijau 
adalah para pemangku kepentingan dalam pembangunan 
desa, yang mencakup antara lain para perangkat desa, 
petani/ peternak/nelayan, pelaku usaha mikro, kaum 
perempuan, pemuda, pelajar, dan warga miskin 76 


76 Arruzzi, R.K., 2016, Solusi Permasalahan Krisis Sosial Ekologi Dengan Konsep 
Gerakan Sosial Sekolah Hijau dalam Melanjutkan Mubyarto, Kumpulan Tulisan 
Pemikiran, Mubyarto Institute, Yogyakarta 
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3.10 Instalasi Fasilitas Energi Terbarukan 


Pekerjaan instalasi PLTS dalam tahap ini dijalankan. 
Langkah ini pada dasarnya baru bisa dimulai setelah 
prasyarat kondisi terpenuhi. Sebagai catatan, 
pengembangan UMKM dan pelatihan bisa pula dilakukan 
pararel dengan instalasi. 


Pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan PLTS 
beserta berbagai sistem terkaitnya mempunyai arti yang 
sangat penting. Ini merupakan salah satu wujud nyata 
dalam penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak 
langsung dalam pemanfaatan PLTS (green jobs creation). 
Melalui pelibatan langsung dalam pemasangan ini, maka 
masyarakat lokal yang telah mendapatkan berbagai materi 
pelatihan bisa langsung mempraktikkan ilmu yang 
diperolehnya. Tentu saja hal ini bisa mencapai hal yang baik 
(penumbuhan kompetensi PLTS) jika diimplementasikan 
mekanisme supervisi yang baik. Supervisi yang baik, di lain 
pihak, merupakan mekanisme penjaminan kualitas PLTS. 
Lebih lanjut, masyarakat bisa memperoleh manfaat panjang 
dari kompetensi PLTS yang dikuasainya. Bisa tumbuh 
layanan jasa guna mengatasi berbagai gangguan dan 
kerusakan pada PLTS di daerah sekitar. Sejumlah foto pada 
Gambar 24 diperlihatkan berbagai aktifitas yang bisa 
dijalankan dalam program pengembangan PLTS. 
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Tim Instalasi dari PSE UGM memberikan pelatihan dalam bentuk praktik 
instalasi SHS di Jorong Bukik Bulek, Solok Selatan, Sumatera Barat. 


Tim Instalasi PSE UGM juga memberikan pelatihan praktik instalasi SHS dan 
PLTS Terpusat di Desa Sungai Rambut (kanan) dan Desa Rawasari (kiri), 
Tanjung Jabung Timur, Jambi. 


Gambar 24 Instalasi PLTS Bersama Kader Hijau 


Masyarakat lokal dilibatkan sejak tahap awal, yaitu 
transportasi dan distribusi berbagai komponen PLTS yang 
akan dipasang di desanya. Selanjutnya, di bawah supervisi 
ketat, masyarakat dilibatkan dalam instalasi PLTS 
(utamanya berkonfigurasi SHS). Pelibatan masyarakat juga 
dilakukan dalam instalasi berbagai peralatan lain yang 
dipasok listriknya oleh PLTS, semisal sistem pompa air. 
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Pelibatan warga masyarakat sebagai calon pengelola PLTS dalam 
mobilisasi peralatan dengan menerapkan SOP khusus, menjadi bagian 
penting dari pengembangan kemampuan dan disiplin masyarakat 
sebagai calon pengelola PLTS. 


Gambar 25 Pemasangan Sistem Pompa oleh Masyarakat 
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BAB IV 
ADVOKASI PERUBAHAN 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN 


Derajad S. Widhyharto 
Agus Prasetya 

Jagad Jati Hidayat 
Rachmawan Budiarto 


4.1 Kajian Sosial dan Ekonomi Desa 


Saat mengimplementasikan programnya di lapangan, 
Konsorsium Kemala melakukan berbagai riset dan kajian 
awal secara menyeluruh terhadap masyarakat di tiga 
wilayah. Merespons hasil kajian awal tersebut participatory 
action research (PAR) dipilih sebagai basis metodologi 
Konsorsium dalam melakukan kajian lapangannya. Proses 
sosial ini dimaksudkan untuk membuka ruang pikir dan 
diskusi di antara peneliti lapangan baik dari konsorsium 
mau pun periset setempat untuk berjalan dalam persepsi 
yang sama. Participatory action research (PAR) mempunyai 
sifat partisipatif, di mana selain melibatkan masyarakat 
setempat dalam proses riset para periset Konsorsium Kemala 
juga secara intensif turun langsung di lapangan untuk 
melakukan diagnosis berbagai masalah, kebutuhan, dan 
potensi yang ada. Periset mencoba menempatkan dirinya 
dan terlibat sebagai bagian dari permasalahan lapangan dan 
masyarakat setempat, sehingga masyarakat bukan hanya 
menjadi objek semata. Konsorsium berharap dapat 
merencanakan program yang dibangun atas dasar 
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kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan mengikuti denyut 
nadi sosial masyarakat. Bisa dibilang bahwa participatory 
action research (PAR) yang partisipatif ini adalah sebuah 
proses riset bersama, belajar bersama, dan kerja bersama”. 


Keterlibatan masyarakat desa setempat untuk menjadi 
periset lokal merupakan fenomena yang menarik, hal ini 
menunjukkan kepekaan sosial dan representasi dari 
kehidupan desa yang menjadi lokasi kajian. Mereka tak 
hanya didekati sebagai agen konsorsium saja namun juga 
diharapkan menjadi penggerak kelembagaan sosial 
setempat. Salah satu periset lokal utama dalam proses 
bersama ini adalah Kader Hijau di masing-masing desa atau 
jorong. Kader Hijau tak hanya ikut bertugas dalam 
pengumpulan data, namun juga membangun pondasi kerja 
bersama dalam proyek pengembangan usaha hijau berbasis 
energi terbarukan untuk menanggulangi kemiskinan. Periset 
setempat dan periset ahli dari Kemala bersama-sama 
menggali substansi isu, indikator, instrumen, dan responden 
kunci di lapangan untuk mencapai hal tersebut. 


Hal-hal yang digali ini menyebar pada delapan bidang 
pokok, yakni: 1) Sosial Ekonomi Perdesaan dan Penerapan 
UU Desa, 2) Sistem Energi Yang Berkelanjutan, 3) PLTS dan 
Teknologi Energi Terbarukan, 4) Pertanian Berkelanjutan 
dan Konservasi Lingkungan, 5) Teknologi Pertanian dan 
Ketahanan Pangan, 6) Kehutanan Sosial dan Perekonomian 
Rakyat Desa Hutan, 7) Kearifan Lokal dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan 8) Penyetaraan Gender dan Inklusi 
Sosial”. 


7 Sarah, T.J., 2013, Qualitatife Reasearch Methods: Collecting Evidence, Crafting 


Analysis, Communicating Impact, Wiley-Blackwell, West Sussex UK, hlm. 56-57; 
Buku Panduan Rapid Assestment dalam Kerangka Action Research. hlm. 8 
78 Buku Panduan Rapid Assestment dalam Kerangka Action Research. hlm. 9 
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Pendekatan dalam PAR yang digunakan oleh para periset 
untuk menggali bidang-bidang pokok tersebut adalah 
pendekatan historis-struktural, lanskap, spasial, 
kelembagaan, serta berbasis kebutuhan dan masalah sosial, 
ekonomi, ekologi. Instrumen yang dipakai beragam mulai 
dari observasi, survei, indept-interview, hingga Focus Group 
Discussion (FGD). Menggunakan pendekatan dan instrumen 
tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan hasil refleksi 
bersama, diagnosis, dan pemetaan yang dianalisis 
menggunakan analisis LL (Landscape dan lifescape), ESMS 
(Environmental and Social Management System), dan SGIP 
(Social and Gender Integrated Plan). Hasil analisis dan 
pemetaan masyarakat khususnya dalam lingkup sosio- 
ekonomi juga terangkum dalam sebuah Kajian Sosial dan 
Ekonomi Desa (KSED) yang menjadi dasar kajian 
selanjutnya ataupun didiskusikan bersama. Diskusi dalam 
workshop di tingkat desa itulah yang menjadi pijakan 
perencanaan pengembangan usaha hijau berbasis energi 
terbarukan untuk menanggulangi kemiskinan di desa lokasi. 


Sifat partisipatif sengaja dipilih sebagai refleksi dari 
kegagalan program pengentasan kemiskinan yang 
sebelumnya dilakukan oleh pemerintah dan LSM di salah 
satu tempat yang jadi lokasi program Konsorsium yaitu Desa 
Sungai Rambut. Banyak program terdahulu yang gagal dan 
akhirnya tidak mampu membawa perubahan yang 
signifikan di Desa Sungai Rambut. Perancangan program 
secara top down dan berorientasi pada material project, bukan 
pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan 
sumberdaya manusia disinyalir menjadi penyebabnya. 
Kemudian juga tidak adanya perencanaan yang baik setelah 
program. Begitu program usai diimplementasikan dianggap 
sudah berhasil dan selesai, aktivitas pun terhenti. Padahal 
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saat program berakhir merupakan proses transisi bagi warga 
untuk terus berjalan menghadapi kenyataan sesungguhnya 
secara mandiri tanpa bergantung dengan pemerintah atau 
donor. Pelibatan warga dalam memahami kemiskinan di 
desa dengan menggunakan sudut pandang warga lokal 
sendiri menjadi suatu hal penting. Bukannya malah 
membangun dari sudut pandang pemerintah atau LSM 
semata, tanpa memperhatikan kondisi, kebutuhan dan 
aspirasi warga. Jangan sampai terulang kejadian di mana 
harapan dan kenyataan menjadi terabaikan karena mereka 
yang miskin hanya dijadikan objek pembangunan itu 


sendiri. 


Membahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi di ketiga 
desa dan jorong, secara umum para penduduknya 
mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Bahkan di 
Jorong Tandai Bukik Bulek, Kabupaten Solok Selatan, 
masyarakatnya 100% bergantung dari hasil sektor pertanian 
di samping melakukan cocok tanam di wilayah perladangan. 
Komoditas pertanian yang mereka garap adalah dua jenis 
padi, yaitu Padi Gogo atau yang dipanen selama enam bulan 
ataupun padi yang dipanen selama tiga bulan. Perbedaan 
jenis padi ini dikarenakan terdapat beberapa lokasi yang bisa 
mendapatkan air dari sungai tapi ada juga lahan yang hanya 
mendapatkan air dari air hujan. Untuk tanaman padi ini 
warga jorong tidak menjualnya namun disimpan dan 
dikonsumsi. Harapan mereka dapat disimpan hingga musim 
tanam lagi. Sedangkan komoditas yang banyak dijual berasal 
dari bercocok tanam secara tradisional di tanah perkebunan. 
Mereka menanam beberapa jenis tanaman, yaitu pinang dan 
coklat lalu yang paling terkenal adalah jagung dan kopi. 
Pengolahan untuk peningkatan nilai tambahnya sendiri 
belum dilakukan karena minimnya infrastruktur dan akses 


94 


energi untuk mengolah. Lokasi desa yang masuk dalam zona 
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membuat gerak- 
gerik kehidupan sehari-hari mereka terbatas. Peningkatan 
jumlah penduduk dan kebutuhan hidup berpotensi akan 
mengakibatkan penggunaan lahan sekitar hutan, bahkan 
hutan di taman nasional dalam batas larangan. 


Lahan milik warga Jorong Tandai Bukik Bulek terbatas pada 
cakupan 2 hektar, di mana rata-rata 1 hektar ditanami jagung 
lalu 1 hektar lainnya kopi. Tidak sedikit pula yang memiliki 
lahan jauh di bawah cakupan tersebut, salah satunya adalah 
warga yang bisa disebut sebagai Pak PR. Sabagai warga 
lokal, Pak PR mengatasi masalah keterbatasan lahan dengan 
menggunakan sistem tumpang sari untuk menanam. 
Teknisnya, lahan yang tidak terlalu luas itu ditanami kopi 
dengan jarak 2x3 meter kemudian di sela-selanya ditanami 
padi atau jangung. Ketika musim hujan Pak PR menanam 
padi dan ketika musim kemarau menanan jagung. 
Pemasaran dan penjualan hasil panen jagung dan kopi 
selama ini dijual ke tengkulak atau disebut sebagai 'toke'. 
Warga yang bertani begitu bergantung pada toke, karena 
modal penanaman terutama biaya pupuk didapatkan 
terlebih dahulu oleh mereka dengan cara berhutang pada 
toke. Tidak adanya subsidi pupuk dan racun dari dinas 
terkait diperparah dengan kondisi mereka sendiri yang tidak 
punya modal. Akhirnya mereka terlebih dahulu hutang ke 
toke dengan pembayaran hasil panen. Ketika seorang petani 
sudah berhutang ke toke maka ketika panen, hasilnya harus 
diserahkan atau dijual ke toke tersebut sebagai pembayaran 
hutang. Lingkaran setan inilah yang sejak dulu menjerat 
petani di Bukik Bulek. Ketika petani tidak mempunyai 
modal mereka pinjam dan menjual ke toke, sehingga modal 
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atau keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Lalu ketika 
masuk masa tanam mereka terpaksa mengambil hutang lagi. 


Kondisi ekonomi masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek 
bisa dibilang menempati posisi menengah kebawah 
dibanding kondisi 17 jorong lainnya yang ada di Nagari 
Lubuk Gadang Timur. 131 KK yang ada, 50 di antaranya 
berada di bawah garis kemiskinan atau bisa dibilang 38,16%. 
Pendapatan rata-rata masyarakatnya sendiri dari jagung 
berkisar Rp 2.700.000 s/d Rp 5.400.000 selama empat bulan. 
Padahal kebutuhan setiap bulannya mulai dari makanan 
pokok, minuman, minyak, dan non makan menuntut mereka 
untuk menghabiskan uang Rp 2.994.000. Selain menunggu 
empat bulan untuk dapat pendapatan, di sisi lain mereka 
juga harus menunggu 2 - 3 tahun untuk panen raya kopi 
yang menghasilkan Rp. 1.800.000. Jadi untuk menutup 
kebutuhan sehari-harinya warga Jorong Bukik Bulek 
melakukan pekerjaan sambilan dengan mencari buah rotan 
yang ada di hutan, membantu tetangga untuk menebas 
tanaman di hutan, dan lain-lain. 


Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak 
mempunyai perbedaan rutinitas dalam kegiatan sehari-hari. 
Aktivitas mereka sehari-hari dihabiskan di ladang pertanian 
atau di lingkungan sekitar jorong. Aktivitas laki-laki dimulai 
dari pukul 07.00 setelah menyelesaikan rutinitas di pagi hari 
seperti mandi cuci kakus (MCK) dan makan pagi. Lalu 
aktivitas selanjutnya dilanjutkan dengan pergi ke ladang 
pertanian mereka. Moda transportasi yang biasa digunakan 
untuk menuju ke ladang pertanian menggunakan motor 
dengan jarak 2 sampai 3 km. Mereka bekerja selama satu jam 
kemudian istirahat, lalu dilanjutkan lagi dengan ritme yang 
sama. Segala kebutuhan bahan makan dan alat masak sudah 
disediakan sejak awal. Setelah waktu menunjukkan pukul 


96 


17.00 di mana matahari hampir terbenam, mereka baru 
kembali ke rumah dan berinteraksi sebentar dengan tetangga 
atau anggota rumah lainnya. Baru akhirnya diteruskan 
dengan tidur. Sebagai penerangan di malam hari sejak 2007 
masyarakat menikmati listrik dari Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), tetapi masih banyak pula 
rumah yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan hanya 
menggunakan pelita (lampu minyak). 


Posisi kepala keluarga di masyarakat Jorong Bukik Bulek 
mempunyai tanggung jawab yang penting. Mereka harus 
bertanggung jawab dalam segala pemenuhan kebutuhan 
keluarga. Termasuk membiayai pendidikan anak 
tanggungannya. Berbicara mengenai masalah pendidikan, 
mayoritas masyarakat Bukik Bulek pada awalnya hanya 
tamatan SD atau bahkan ada yang tidak tamat sama sekali”. 
Hal ini dikarenakan pada waktu itu masih sedikit sekolah 
yang ada. Seiring berkembangnya waktu, saat ini banyak 
warga Bukik Bulek yang tamat SMP dan bahkan ada yang 
hingga lulus kuliah. Menurut salah seorang warga, hanya 
ada 10 orang yang kini sedang kuliah ataupun sudah lulus 
kuliah. Ketika mereka sudah lulus kuliah, memilih untuk 
bekerja di Bukik Bulek untuk menjadi guru di Madrasah 
Ibtidaiyah Swasta (MIS), Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), dan Sekolah Dasar. 3.696 penduduk usia kerja di 
Nagari Lubuk Gadang Timur terdapat 380 orang di 
antaranya berstatus sebagai pengangguran. Namun di Bukik 
Bulek sendiri tidak ada warga yang benar-benar 
menganggur. Hal ini dikarenakan bila mereka tidak ada 
pekerjaan mereka bisa menggarap lahan pertanian mereka 
yang lumayan luas yaitu satu hingga dua hektar. 
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Berpindah ke dua desa lainnya yaitu Desa Sungai Rambut 
dan Rawasari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
keduanya punya nilai lebih sebagai kawasan budidaya ikan 
air tawar dan diarahkan untuk menjadi industri pengolahan 
makanan. Desa ini juga bersinggungan dengan Taman 
Nasional yaitu Taman Nasional Berbak (TNB). Desa Sungai 
Rambut sebagian besar lahannya berjenis gambut dengan 
ketersediaan air berfluktuasi dari kering sampai banjir. 
Komoditas utama pertanian yang diusahakan masyarakat 
adalah padi dengan luas sekitar 350 ha. Kondisinya sendiri 
problematik karena hanya bisa dipanen sekali setahun. 
Olehkarena itu masyarakat juga mengandalkan komoditas 
lain seperti kelapa sawit, karet, dan pembibitan kayu 
jelutung. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan 
ikan di sungai dan ada yang mengembangkan kolam ikan air 
tawar. Masalahnya saat produksi ikan tinggi pemasaran 
sangat terbatas sehingga terjadi kelebihan produksi hingga 
kelebihannya tidak dapat dimanfaatkan. 


Desa Sungai Rambut, Kecamatan Berbak menyumbang 
jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Intervensi program 
pengentasan kemiskinan dari pemerintah di sana selalu 
gagal. Indikator kemiskinan di sana bukan makanan, karena 
semua makanan bisa dipenuhi oleh warga yang mana 
makanan tersebut bisa dicari di daerah sekitar. Hal utama 
yang jadi indikator kemiskinan justru adalah tempat tinggal 
layak, penghasilan, pendidikan, kemampuan berobat, air 
bersih, penerangan, dan kayu masak. Semua warga di 
Sungai Rambut terhitung bekerja, mulai dari sektor 
pertanian (40%), perkebunan (26%), dan nelayan (15%). 
Mereka bekerja secara lintas sektoral, ada yang mengerjakan 
sektor ganda baik di ladang, sekolah, warung, atau mencari 
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ikan di sungai. Namun banyaknya warga yang berada pada 
ambang kemiskinan disinyalir karena pendapatan yang pas- 
pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata 
pendapatan dari sektor pertanian sendiri adalah Rp. 
1.136.667 per bulan, lalu sektor perikanan sekitar Rp. 
1.000.000 per bulan. Pengeluaran makanan dan non 
makanan rata-rata pengeluaran warga setiap bulan adalah 
sekitar Rp 1.718.000. Pendapatan yang pas-pasan sejalan 
dengan gaya hidup sederhana. Pendapatan cukup dapat 
memenuhi kebutuhan makan, jajan anak, biaya transportasi, 
dan membayar penerangan. Selebihnya, mereka tidak punya 
uang simpanan untuk keperluan di luar itu. Rumah tetap 
dari kayu, tidak makan daging dan minum susu, dan 
membeli pakain setahun sekali. 


Paling tidak ada enam sektor ekonomi yang ada di desa yaitu 
pertanian, perkebunan, perikanan, dagang-industri, usaha 
kelompok, pemasaran. Rata-rata warga punya lahan seluas 1 
ha per orang yang mana setengahnya digunakan untuk 
bercocok tanam padi. Orientasi utamanya pun untuk 
dimakan bukan dijual (sub sisten). Jadi mereka memang 
lebih mengandalkan sektor-sektor lainnya untuk hal 
pendapatan. Misalnya, perkebunan yang menghasilkan 
pinang, sawit, pisang, dan karet. Ada juga sektor peternakan 
meskipun jumlah ternak yang ada tidak begitu banyak di 
antaranya untuk bisnis ada 40 sapi dan 80 kambing, untuk 
dikonsumsi ada 500 ayam dan 400 bebek, dan untuk hobi ada 
50 merpati. Ada lima orang di desa ini yang mempunyai 
sarang burung walet yang mana rata-rata terdapat sekitar 
500 sarang. Terdapat warga di sektor perikanan dan industri 
rumahan yang terlibat dalam industri kerupuk ikan aro mata 
merah. Untuk memasarkan hasil produksi sektor-sektor tadi 
menjadi permasalahan yang sulit bagi warga mengingat 
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jarak pasar yang jauh dari desa. Pasar terdekat ada dua, 10 
km dan 20 km dengan 45 - 120 menit perjalanan. Selain pasar 
yang jauh, warga juga tidak punya jaringan pemasaran. 
Hasil bertani, beternak, dan mencari ikan bisa dijual dengan 
dua cara. Langsung dijual ke warga, atau dijual ke tengkulak. 
Sebenarnya ada sepuluh kelembagaan kelompok tani yang 
bisa saling membahu memecah permasalahan sayangnya 
tidak satu pun dari lembaga tersebut berjalan. 


Selanjutnya, dari sektor penerangan desa sebagian besar 
warga di Sungai Rambut telah melepaskan diri dari lampu 
minyak tanah atau pelita. Terdapat 93% warga yang sudah 
mengandalkan diesel sebagai pembangkit listrik rumah 
warga dikala matahari terbenam. Meski begitu masih ada 
sebagian kecil warga yang masih mengguakan penerangan 
berbahan bakar minyak tanah sebanyak 7% atau 4 rumah 
warga dari keseluruhan warga. Mereka melakukan ini 
karena faktor ekonomi membuat mereka tidak mampu 
membayar iuran, juga karena jarak tiang kabel Pembangkit 
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terlalu jauh dari 
rumahnya. Diesel untuk penerangan rumah warga dan 
fasilitas umum menyala terbatas dari pukul 18.00 sampai 
23.00 WIB. Warga yang menggunakan tenaga diesel 
dikenakan biaya Rp. 3000-6000/hari. Sistem penerangan 
seperti ini tak jauh berbeda dengan desa tetangga yang juga 
menjadi lokasi sasaran program Konsorsium Kemala yakni 
Desa Rawasari. Desa yang terbagi menjadi tiga Blok N, O, 
dan P tersebut ada PLTD yang digunakan secara kolektif 
oleh masyarakat Blok O dengan membayar Rp 100.000 - Rp 
125.000 setiap bulan dengan waktu operasi yang sama 
dengan di Desa Sungai Rambut. Sementara sistem energi di 
Blok N dari 21 rumah mayoritas memiliki genset di 
rumahnya sendiri dengan jam operasi serupa. Lalu Blok P 
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memiliki sistem energi penerangan yang variatif, mulai dari 
genset, Solar Home System (SHS), sampai yang menggunakan 
pelita juga masih ada. 


Desa Rawasari sebagian besar wilayahnya berada pada 
kawasan penyangga Taman Nasional Berbak dan sebagian 
kecil wilayahnya masuk dalam Kawasan Taman Nasional 
Berbak. Kondisi ketersediaan air dan jenis lahannya sama 
dengan Desa Sungai Rambut. Pekerjaan utama 
penduduknya banyak yang berprofesi sebagai petani, lalu 
sebagian lainnya adalah buruh tani dan pekebun jelutung. 
Luas tanaman padi yang ada sekitar 500 Ha dengan dikelola 
140 keluarga. Seperti di desa tetangga, mereka juga harus 
ikhlas merima bahwa padinya memang hanya bisa dipanen 
sekali setahun. Penghasilan dari pertanian yang berkisar 15 
karung gabah (625 Kg beras: netto) sampai 100 karung gabah 
(2.500 Kg beras: netto) per tahun dengan harga beras sebesar 
Rp 8.500/kg - Rp 9.500/kg dirasa tidak mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. Apalagi warga yang menjadi buruh 
tani hanya dengan upah Rp. 80.000 per hari, di mana buruh 
tani hanya bekerja 10 - 15 hari dalam sebulan dengan resiko 
tidak bekerja selama 1 - 2 bulan di bulan berikutnya. 


Memang belum ada penghasilan yang stabil di desa ini 
karena tidak ada lapangan pekerjaan di Desa Rawasari selain 
pada sektor pertanian dan perkebunan. Penghasilan 
tambahan lainnya didapatkan dari berkebun sawit. Beberapa 
responden yang ditemui dan memiliki kebun sawit mereka 
bisa mendapatkan 2 - 5 pikul (1 pikul - 50 Kg) dalam setiap 
2 minggu sekali. Harga rata-rata Rp 90.000/ pikul atau ada 
yang dihargai Rp 9.500/ kg - Rp 1.000/ kg. Ada lagi fenomena 
bertanam Jelutung yang menjadi penghasilan tambahan 
yang pernah didapatkan oleh warga Desa Rawasari 
beberapa tahun lalu (2010 - 2014). Menurut pengakuan 
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warga, ada warga yang mendapatkan penghasilan Rp 
10.000.000 - Rp 100.000.000. Jumlah penghasilan warga dari 
Jelutung ini tergantung jumlah bibit yang disemainya. Tapi 
kemudian pasar Jelutung ini tidak ada lagi dan tidak menjual 
sama sekali sejak tahun 2015 - 2016. Selain bertani dan 
berkebun penduduk juga banyak mengembangkan kolam 
ikan air tawar dengan jumlah kurang lebih 70 kolam. Secara 
garis besar ada enam sektor ekonomi mirip di Sungai 
Rambut yang bisa digarap oleh warga Rawasari yaitu 
pertanian, peternakan, perikanan, lembaga ekonomi, 
pemasaran, dan sektor Non-3P (Pertanian-Peternakan- 
Perikanan) berupa industri rumahan pengolahan tempe 
yang dikerjakan sekitar 4 RT. Ada dua di Blok O dan dua di 
Blok P. 


Blok N, O, P di Desa Rawasari adalah pola pembagian 
wilayah bekas Pemukiman Transmigrasi tahun 1978/1979. 
Mereka yang tinggal diketiga blok saat bertransmigrasi 
diberi aset tanah yang diperoleh sejak awal sebesar 2 Ha. 
Aset ini bisa bertambah atau berkurang tergantung 
penambahannya seperti membeli dari warga lainnya, atau 
pengurangan karena dijual untuk kebutuhan yang biasanya 
berkisar pada masalah hutang atau keperluan mendadak. 
Seperti dalam penuturan seorang Ibu di Blok O, orang 
tuanya menjual tanahnya secara keseluruhan demi 
membayar biaya perobatan dikerenakan sakit sekitar tahun 
2000an lalu. Hal ini mengakibatkan keluarganya tidak lagi 
memiliki tanah garapan pertanian seluas 2 Ha yang 
diperoleh sejak transmigrasi dulu. Keluarga ibu tersebut 
tidak bernasib sendirian, ada sebagian warga lain yang juga 
tidak memiliki tanah sendiri untuk tempat tinggal. Mereka 
menyewa lahan tanah desa sebesar Rp 20.000/tahun sebagai 
biaya administrasi. Kepemilikan tanah desa ini tidak bersifat 


102 


tetap karena peruntukannya bisa saja sewaktu-waktu 
dibutuhkan, dan warga yang mendirikan bangunan di 
atasnya harus bersiap untuk berpindah. Selain lahan aset 
rumah tangga paling umum yang dimiliki hampir seluruh 
warga adalah ternak ayam. Jika punya kelebihan uang warga 
biasanya akan membeli ayam sepasang atau sampai 
beberapa pasang ayam untuk diternakkan. Ternak ayam 
dimiliki hampir seluruh rumah tangga, biasanya untuk 
dikonsumsi dagingnya, sambil sesekali ada yang dijual 
untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tertentu seperti 
biaya acara khitanan anak. Rata-rata warga memiliki 5 - 30 
ekor anak ayam. Sedangkan untuk aset ternak lainnya 
seperti kambing dan sapi hanya dimiliki oleh beberapa 
rumah tangga saja. Total dalam angka ada 2.300 ayam ternak 
di kampung secara liar, 16 ekor sapi oleh tujuh warga, 155 
kambing oleh 31 warga. 


Walau ada aset-aset lain yang dimiliki rumah tangga, namun 
bagi warga Rawasari aset yang menjadi tolak ukur 
kemiskinan tetap kepemilikan lahan terutama lahan 
pertanian. Orang miskin terlihat dari punya atau tidaknya 
aset tersebut. Situasi kemiskinan di Desa Rawasari didorong 
oleh kurangnya sumber pendapatan yang masuk ke dalam 
Desa Rawasari. Sementara konsumsi warga banyak beralih 
keluar desa. Kemiskinan di Desa Rawasari cukup erat 
hubungannya dengan kemiskinan struktural karena 
banyaknya batasan yang dialami. Peningkatan produksi di 
Desa Rawasari terkendala pada batasan aspek-aspek 
geografi, ekologi, teknologi dan demografi. Letak desa yang 
terpencil membuatnya harus dicapai dengan melampaui 
kondisi jalanan yang rusak parah kemudian juga harus 
menggunakan perahu besar (pompong) untuk menyeberang 
masuk ke dalam desa. Listrik pun hanya ada untuk 
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penerangan terbatas. Belum ada akses listrik sebagai sumber 
energi pemanfaatan teknologi. Kondisi pasang surut Sungai 
Batanghari dan keadaan krisis ekologis dengan bentuk banjir 
juga menyumbang menjadi faktor penghambat 
bertumbuhnya Desa Rawasari. Warga pun jadi kesulitan 
untuk memasarkan hasil sektor-sektor ekonominya karena 
akses yang seperti ini. Meski dahulu sempat ada pasar tiap 
hari selasa di Dusun 2 Bangun Sari Blok O. Tapi aktivitas 
pasar ini tidak berlangsung lama. Tidak sampai 1 tahun dari 
sekitar tahun 2013 - 2014 saja sudah bubar karena terkendala 
akses transportasi. 


Selain persoalan struktural, ada persoalan lain terkait 
kebiasaan warganya yang penting dicermati menjadi 
penyebab kemiskinan. Hal tersebut adalah gaya hidup yang 
konsumtif. Tumbuh benih mental konsumtif di antara warga 
yang mana ada skala prioritas yang agak berbeda di benak 
warga soal keinginan dan kebutuhan. Seperti kepemilikan 
sepeda motor dan televisi lebih seperti menjadi utama 
ketimbang membuat jamban dan kamar mandi yang sehat 
kondisi sanitasinya. Walau memang tidak dipungkiri 
memang sepeda motor dan televisi sudah menjelma menjadi 
kebutuhan primer tak hanya keinginan sekunder. Hal ini 
dirasa kurang sesuai mengingat bahwa sepeda motor sangat 
terbatas fungsinya dalam kawasan pasang surut, rawan 
banjir, tanah bergambut dan banyak jalan rentan hujan dan 
rusak parah seperti Desa Rawasari. Pemanfaatan listrik 
diesel yang dibayar cukup mahal perbulannya Rp 55.000 - 
Rp 105.000 juga tidak digunakan secara produktif. Warga 
hanya menggunakannya di malam hari untuk penerangan 
dan mengkonsumsi tayangan televisi. Belum ada prasarana 
energi listrik yang dimanfaatkan sebagai penunjang untuk 
industri rumah tangga. 
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Lingkaran kemiskinan yang ada kerap kali membuat warga 
yang masih memiliki kesempatan untuk keluar desa seperti 
para anak muda yang bekerja keluar atau lazim disebut 
merantau. Kegiatan merantau mencari nafkah keluar desa 
biasanya dilakukan selama 1 - 3 bulan. Setelah itu akan 
kembali lagi ke desa, jika sampai tidak ada pekerjaan bertani, 
berkebun dan kerja upahan lainnya, mereka pergi lagi 
merantau ke luar desa. 


4.2 Kajian Sosial Budaya Lokasi Kegiatan 


Bercermin dari pengalaman institusi lain di Desa Sungai 
Rambut, kegagalan sebuah program pengentasan 
kemiskinan disebabkan oleh sudut pandang yang 
menjadikan masyarakat hanya sebagai objek. Program yang 
ada hanya terkesan sekedar memberi atau berorientasi 
bantuan (charity). Padahal konsorsium ingin lebih jauh 
melangkah dari hal itu. Konsorsium tak hanya memberi dan 
sekadar menjalankan program tanpa berkelanjutan. Namun 
secara menyeluruh Konsorsium ingin mengadvokasi 
seluruh warga pada tiga desa dan jorong untuk keluar dari 
lingkaran kemiskinan. Tindakan mengadvokasi di sini 
adalah suatu tindakan pemihakan, pengorganisasian, 
pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, penguatan, 
penyadaran, dan pencerahan terhadap pihak yang ditunjuk. 
Dua unsur penting yang harus dilakukan untuk 
mencapainya adalah, pertama advokasi harus ditujukan 
untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin 
dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang 
seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (social 
transformation). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan 
untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi 
masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi 
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dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan 
pengalaman yang mereka miliki®°. Advokasi seperti ini yang 
dirumuskan sebagai praktik perjuangan secara sistematis 
dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial 
melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik®!. 


Keseluruhan program konsorsium bersifat partisipatif agar 
sejalan dengan prinsip advokasi keadilan sosial tersebut. 
Konsorsium harus merangkul setiap masyarakat secara 
langsung, terlebih pihak yang paling terpinggirkan atau 
inklusif. Konsekuensinya konsorsium harus menggali lebih 
dalam seluk beluk struktur masyarakat demi mengetahui 
secara rinci bagaimana kondisi sosial dan budaya 
masyarakat di ketiga desa atau jorong. Mulai dari adat, 
agama, dan pemerintah setempat. Kemudian para 
pemangku kepentingan juga harus ditelisik bagaimana 
perannya. Tidak kalah penting kelompok marginal seperti 
perempuan dan kelompok-kelompok rentan yang sejak awal 
tersisihkan mulai dirangkul keberadaannya. Tantangan 
tambahan bagi konsorsium adalah adanya beberapa konflik 
di masyarakat yang berasal dari masa sebelumnya, sehingga 
perlu ada proses mitigasi khusus untuk menghadapi kondisi 
tersebut agar proses advokasi bisa berjalan lancar. 


80 Makinuddin dan Sasonko, 2006, Analisis sosial bersaksi dalam advokasi irigasi, 
Akatiga, Bandung, hlm. 24 


81 Zulyadi, T., 2014, Advokasi Sosial, Jurnal Al-Bayan, vol. 21, no. 30, Juli - 
Desember 2014, hlm. 65 
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Struktur Sosial Lokasi Kegiatan 


Sore hari saat menelusuri jalanan Jorong Tandai Bukik 
Bulek, kita bisa menyapa masyarakatnya yang berasal dari 
dua etnis. Mereka senang berkumpul dan bercanda akrab di 
pelataran rumahnya masing-masing. Dua etnis mayoritas 
tersebut adalah Etnis Minang dan Jawa. Etnis Minang di 
Bukik Bulek masih terbagi lagi menjadi lima sub etnis atau 
biasa mereka sebut sebagai suku, di antaranya ada 
Chaniago, Tanjung, Kutianye, Melayu, dan Panai. Mereka 
berada dalam payung adat yang sama di mana setiap 
sukunya memiliki kepala suku dengan sebutan mamak. 
Mamak biasa menjadi mediator atau pelindung bila ada 
anggotanya memiliki permasalahan dengan sesama sub 
etnis atau berbeda. Selain itu mamak juga dijadikan panutan 
para anggotanya karena setiap apa yang diucapkan akan 
selalu dilakukan. Salah satu yang cukup disegani adalah 
mamak berinisial BI. Mamak BI yang menjadi salah satu 
mamak dari sub etnis yang ada di Bukik Bulek dijadikan 
panutan karena suskes dalam hal pertanian dan 
perekonomian. Sedangkan etnis Jawa di sini adalah 
pendatang dari program transmigrasi. Salah satu penduduk 
sebut saja Pak SP, mengungkapkan bahwa daerah asal etnis 
Jawa kebanyakan dari Lampung, Jambi, atau langsung dari 
Jawa. Sebagai pendatang para etnis Jawa di Bukik Bulek 
sebisa mungkin menyatu masuk ke bawah payung adat 
Minang. Mereka mengikuti mamak karena butuh 
perlindungan juga di masyarakat. 


Pola pemukiman penduduk di Bukik Bulek yang secara 
umum berjauhann dengan jarak sekitar 200 meter tiap 
rumah tidak menghalangi mereka untuk berkumpul. Selain 
di depan rumah, ada beberapa fasilitas publik yang bisa 
menjadi tempat berkumpul mereka. Mulai dari lapangan 
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voli, pos ronda, surau, dan masjid. Surau atau mushola dan 
masjid di sini sering digunakan untuk berjamaah, 
masyarakat pun sering berkumpul untuk menunaikan 
pengajian atau mengadakan acara perkumpulan simpan 
pinjam. Penduduk di Jorong Tandai Bukik Bulek memang 
100% menganut agama Islam. Jadi tidak heran bila dari tiga 
korong yang ada di dalam jorong, pada awalnya terdapat 
dua masjid yang terletak di korong Sungai Berangin dan 
Dataran. Bagi masyarakat di korong Pasar Lamo mereka 
akan pergi ke korong Dataran atau Sungai Berangin untuk 
pergi ke masjid. Seiring perkembangan waktu, kini 
musholla yang terletak di korong Pasar Lamo menaikkan 
statusnya menjadi masjid. Kini masing-masing korong 
memiliki masjid dan warga Pasar Lamo tidak perlu jauh- 
jauh ke korong lainnya untuk menunaikan shalat jumat, 
pengajian, atau acara keagaman lainnya. 


Pola pemerintahan di sini masih menjunjung tinggi adanya 
musyawarah. Hal ini terbukti saat ada agenda-agenda desa 
yang perlu dibahas, seluruh masyarakat ikut andil 
berpartisipasi. Misalnya ketika ada proses penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari 
Lubuk Gadang Timur. Perencanaan pembangunan Nagari 
ini adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 
wilayah/Nagari dalam jangka waktu tertentu. Tingkat 
jorong kemudian ada Forum Musyawarah Perencanaan 
yang membahas pula mengenai perencanaan tersebut di 
tingkat akar. Partisipasi warga Bukik Bulek dalam 
perencanaan RPJMDes ini menurut kepala Jorong sangatlah 
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antusias. Saat kepala Jorong meminta semua warga 
masyarakat untuk datang, banyak masyarakat yang 
menurutinya agar dapat menyampaikan semua usulan baik 
itu laki-laki atau perempuan, tokoh masyarakat ataupun 
warga biasa. Namun memang kebanyakan warga yang 
datang biasanya adalah pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan 
pihak ibu-ibu terkendala dengan anak kecil. Hasil dari 
rembug warga Jorong semacam ini akan dikirim ke tingkat 
atas kemudian dibuat skala prioritas program mana yang 
akan dilaksanakan. 


Beranjak ke desa lain yang bertetangga, Sungai Rambut dan 
Rawasari, keragaman etnis lagi-lagi bisa kita temukan di 
sana. Walau masing-masing desa ada etnis yang 
mendominasi yaitu Etnis Jawa di Rawasari dan Etnis 
Melayu di Sungai Rambut. Etnis Jawa di Desa Rawasari 
dulunya adalah transmigran penempatan antara tahun 1978 
dan 1979 yang pada awalnya berjumlah 354 kepala keluarga 
yang terdiri dari 1.120 jiwa. Mereka sebagian besar adalah 
penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dengan Etnis 
Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Betawi. Namun 
seiring waktu banyak transmigran berpindah keluar desa 
dan sebagiannya kembali ke Pulau Jawa. Mereka menjual 
tanahnya kepada orang lain atau perantau yang ingin 
tinggal bermukim di Desa Rawasari. Jumlah warga 
transmigran yang sejak semula menempati Desa Rawasari 
kini tinggal berkisar pada 30% saja. Hal ini berbeda dengan 
Desa Sungai rambut yang hanya ada dua orang yang berasal 
dari Etnis Jawa. Ada 570 orang penduduk lainnya atau 
sebanyak 97% yang berasal dari Etnis Melayu. Sisanya yang 
lain adalah keragaman minor dari Etnis Bugis, Sunda, dan 
Batak. 
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Dominannya Etnis Melayu di Desa Sungai Rambut 
membuat adat yang digunakan adalah adat Melayu. 
Struktur adatnya sendiri walau dipimpin oleh ketua adat 
dari Melayu, namun anggota kepengurusan yang lainnya 
tercampur oleh etnis lain seperti Jawa. Lembaga adat 
setempat bertugas mengeluarkan dan menjaga peraturan 
yang harus ditaati oleh seluruh warga Sungai Rambut. Ada 
tiga pokok aturan adat yang mengatur tentang perkawinan 
dan perzinahan, miras dan narkoba, serta tindakan 
kekerasan fisik. Struktur dan peraturan adat yang secara 
eksplisit menjadi payung bagi masyarakat seperti ini tidak 
ditemukan di Desa Rawasari. Hanya ada norma-norma 
implisit dari masing-masing etnis, seperti Etnis Jawa yang 
mendominasi dua blok dusun dan Etnis Bugis di satu blok 
dusun. Blok N, O, P bisa ditemukan pada Blok N/Dusun 
Karya Sari ada 18 orang Suku Jawa dan 87 Suku Bugis. 
Kemudian di Blok O/Dusun Bangun Sari ada 357 orang 
Suku Jawa dan 63 sisanya Sunda. Sedangkan di Blok 
P/Dusun Pingai Rejo seluruhnya 289 jiwa adalah Etnis 


Jawa. 


Muncul stereotip antar etnis di Desa Rawasari yang kerap 
muncul di antara keseharian warganya. Warga Bugis yang 
datang ke Blok N awalnya memang menjadi warga yang 
menggantikan para transmigran yang bermukim pertama 
kali. Warga transmigran dari Jawa Barat dan Jawa Tengah 
di Blok N tersebut banyak tidak mampu bertahan karena 
kondisi geografis yang sulit dan sering dilanda banjir. 
Akhirnya warga dari Jawa banyak yang migrasi keluar dari 
desa dan menjual tanahnya ke warga luar desa yang ingin 
bermukim dan bertani di Rawasari. Berpindahnya Suku 
Bugis ke Blok Nini memunculkan persepsi kurang baik dari 
warga dari dusun lainnya. Suku Bugis dianggap jarang 
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berinteraksi karena hanya suka berkumpul sesama rumpun 
sukunya sendiri. Hal ini juga dikarenakan mereka lebih 
memilih tinggal menyendiri dekat laut atau daerah tertentu. 
Stereotip seperti ini bertahan di benak warga karena kondisi 
geografis Blok N yang jauh dari dusun atau blok lainnya. 
Kondisi jalanan yang terbatas membuat aktivitas antar blok 
menjadi terbatas dan turut melanggengkan stereotip ini di 
blok lain. 


Selain itu ada juga stereotip terhadap Etnis Jawa di Blok P 
yang terdiri dari warga Jawa Timur. Warga dari luar sana 
mengatakan bahwa watak orang Jawa Timur di Blok P 
cukup keras. Hal ini terjadi karena warga antar dusun jarang 
bertemu dan membuat warga banyak yang tidak saling 
kenal. Kurangnya interaksi bersama dalam satu desa ini 
memang tak jarang memunculkan stereotip seperti itu saat 
ada persoalan tertentu. Ada stereotip yang lebih besar 
dalam skala desa terhadap kawasan Blok O. Ada tendensi 
negatif yang sering dilontarkan warga dari Blok N Dusun 
Karya Sari dan Blok P Dusun Pingai Rejo terhadap blok 
tersebut. Warga dari kedua dusun ini menganggap pihak 
desa hanya memperhatikan warga yang ada di Dusun Blok 
O saja. Motif kecemburan sosial antar dusun ini muncul 
karena imbas dari bantuan pemerintah yang terdakang 
tidak didapat secara merata. 


Bermacam-macam stereotip tadi Konsorsium menemukan 
bahwa yang paling tersisihkan kehadirannya di Desa 
Rawasari adalah warga dari Suku Bugis. Maka konsorsium 
kemudian mengadvokasinya dengan cara kegiatan 
sosialisai program yang inklusif. Sosialisasi inklusif ini 
dilakukan pada kuartal pertama kehadiran Konsorsium di 
desa. Prosesnya menggunakan pemetaan kluster 


permukiman secara teliti di mana rumah-rumah yang 
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berada dalam kluster yang sama/berdekatan akan 
disatukan dalam kegiatan sosialisasi. Dipastikan juga tidak 
ada satu unit rumahpun yang tidak terjaring dan diundang 
dalam kegiatan sosialisasi PLTS. Masyarakat termasuk Etnis 
Bugis dengan begitu secara detail memahami rencana 
pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Mulai dari 
keterlibatannya dalam instalasi dan pengelolaan, iuran, 
serta keberlanjutannya dalam melibatkan desa dan 
regulasinya, termasuk peluang pemanfaatan anggaran. 
Alhasil, tiap warga bisa mengetahui dengan benar 
bagaimana sistem dijalankan dan resiko yang akan diterima. 


Desa Rawasari dan Sungai Rambut masing-masing 
memiliki penganut agama Islam yang mencapai persentasi 
100% seperti di Jorong Tandai Bukik Bulek. Bedanya kedua 
desa ini di dalamnya ada aliran agama yang jadi separasi. 
Ada anggapan di Desa Rawasari bahwa warga di Dusun 
Pingai Rejo Blok P adalah penganut Islam Abangan yang 
tidak terlalu aktif menjalankan ritual keagamaan sehari- 
harinya bila dibanding warga lainnya. Sedangkan di Desa 
Sungai Rambut ada dua aliran Islam yang kini dianut 
warga, yaitu Islam Sunni dan Islam Salafi ala Jamaah 
Tabligh. Dulu awal mulanya semua penduduknya 
berpaham Sunni dengan menggunakan amaliyah ala 
Nahdlatul Ulama (NU). Namun lima tahun terakhir ada dua 
Kepala Keluarga masuk ke dalam Jamaah Tabligh. Mereka 
dan keluarganya yang menganut aliran ini kerap 
berpakaian seperti orang Arab: laki-laki memakai gamis dan 
perempuan memakai cadar. Terhadap masyarakat yang 
lainnya, dakwah mereka kurang mendapat respons dari 
warga karena warga merasa cara beragama mereka tidak 
sesuai dengan budaya Melayu dan terlalu memaksakan diri 
harus berpenampilan seperti orang Arab. 
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Meski terdapat warga yang berbeda aliran kepercayaan, 
namun secara umum warga di kedua desa tetap damai dan 
sering berkumpul di masjid secara rutin untuk 
melaksanakan kegiatan beribadah serta ritual agama 
lainnya. Ada satu masjid di setiap Blok N, O, P Desa 
Rawasari serta masing-masing satu mushola di Blok O 
Dusun Bangun Sari dan Blok P Dusun Pingai Rejo. Masing- 
masing masjid tersebut difungsikan juga sebagai tempat 
Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Selain untuk Jum'atan, 
di musholla Nurul Hidayah Blok O biasanya dilaksanankan 
kegiatan yasinan ibu-ibu paska Jum'atan selesai bagi warga 
sekitar RT 3 dan RT 4 Blok O Dusun Bangun Sari. Kegiatan 
keagamaan di Desa Rawasari memang selalu ada setiap 
minggunya. Selain kegiatan tadi ada juga kelompok yasin 
bapak - ibu, yasinan dusun dilakukan tiap malam Jum'at, 
dan beberapa acara peringatan hari besar. Dulu sempat ada 
pula acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang pernah 
digelar di desa namun belum menjadi rutinitas. Sebagai 
kelembagaan keagamaan, desa mengatur dan membuatkan 
SK bagi para guru ngaji dan pengurus masjid. 


Kegiatan yasinan yang sama juga bisa ditemukan di Desa 
Sungai Rambut. Ada yasinan untuk bapak-bapak setiap hari 
kamis malam dan yasinan untuk Ibu-ibu di kamis siang. 
Ritual keagamaan lain juga masih berjalan seperti shalat 
jemaah rutin, tahlilan, peringatan hari besar, sekolah 
diniyah di madrasah, hingga selamatan sebelum masa 
tanam. Desa Sungai Rambut memiliki satu masjid dan dua 
surau atau mushola di mana masing-masing dusun punya 
satu surau. Ada dua organisasi keagamaan di dalamnya 
yang bernaung yaitu Takmir Masjid dan Lembaga Adat. 
Tidak ada perempuan yang masuk dalam struktur 
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kepengurusan di kedua organisasi tersebut. Perempuan 
hanya terlibat sebagai penyedia konsumsi. 


Struktur kepengurusan desa di Sungai Rambut terbilang 
sederhana. Hanya ada lembaga pemerintahan saja dengan 
susunan satu kepala, satu sekretaris desa, tiga orang kepala 
urusan (Kaur), dan masing-masing empat ketua RT di 
kedua dusun. Sebenarnya ada Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) yang harusnya jadi lembaga legislatif desa yang 
mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, 
merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan 
desa. Namun badan ini belum berjalan semua fungsi- 
fungsinya. Menengok sektor ekonomi, tidak ditemukan 
lembaga ekonomi yang eksis menyatukan masyarakat Desa 
Sungai Rambut. Sektor ini lebih diperhatikan oleh 
pemerintah di Desa Rawasari di mana di sana ada dua 
lembaga ekonomi yaitu Usaha Ekonomi Desa (UED) dan 
UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). UED 
mulanya dibentuk tahun 2009 dengan kepengurusan 
pengelolaan sampai tingkat dusun. Tujuan awalnya adalah 
sebagai sarana simpan pinjam warga Desa Rawasari dan 
diperuntukkan bagi warga yang ingin menambah modal 
usaha rumah tangga hingga menjadi suntikan modal unit 
usaha di desa. Tapi sayang pada praktiknya tidak banyak 
unit usaha di desa, lalu warga akhirnya diberikan akses 
meminjam untuk tujuan lainnya. Ketua UED Ibu Jumiati 
mengatakan akhirnya siapapun boleh menggunakan 
pinjamannya untuk pemenuhan kebutuhan/konsumsi 
rumah tangga. Sekarang aset UED sudah mencapai 23 juta. 
UP2K yang dibentuk sejak tahun 2007 juga mengalami nasib 
yang sama. Program kelanjutan PUAP (Pengembangan 
Usaha Agribisnis Pedesaan) dari program PNPM ini 
awalnya diperuntukkan sebagai pengelola simpan pinjam 
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warga desa dengan modal awal Rp 5.000.000 yang dibagi ke 
tiga dusun. Namun warga yang terlibat aktif di desa juga 
masih sangat sedikit, ditambah warga lebih sering 
meminjam daripada menabung. Tabungan di UP2K jadi 
tidak berjalan sama sekali. 


Analisis Pemangku Kepentingan serta Pengaruhnya 
Terhadap Kegiatan 


Pendekatan Konsorsium kepada pemegang kepentingan 


diawali dari pemegang otoritas dalam susunan struktural 
pemerintahan. Ada Bapak M. Yusuf di Jorong Bukik Bulik 
selaku Kepala Jorong serta Bapak Kasri sebagai Wali Nagari 
Lubuk Gadang Timur. Mereka diakui sebagai tokoh yang 
bertugas memastikan bahwa seluruh warga Jorong 
memperoleh manfaat PLTS dan tidak terjadi konflik dengan 
Jorong lainnya. Mereka melakukan pengecekan langsung 
terhadap pemasangan dan pelaksanaan program. Ada juga 
mantan kepala Jorong yaitu Bapak Kunafi yang turut 
digandeng, mengingat kepala Jorong yang sekarang baru 
sekitar 9 bulan menjabat serta dulunya waktu pemilihan 
melawan sang mantan kepala ia hanya menang tipis. 
Dipertimbangkan mengenai peta dukungan politik warga 
dalam hal ini di mana beberapa dari mereka hanya mau 
menurut dengan sang mantan kepala Jorong. Berbicara 
mengenai perpolitikan lokal di Jorong Tandai Bukik Bulek 
sampai daerah se-Solok Selatan, sangat terpengaruh oleh 
warna kuningnya partai penguasa orde baru. Hal ini 
dikarenakan dulunya jalanan menuju Jorong dibuka pada 
orde baru. Ada perkebunan sawit di dekat Jorong yang 
dimiliki oleh keluarga cendana, tepatnya kerabat dekat 
sosok penguasa orde baru. Selain jalan ada juga beberapa 
jembatan yang dibuat dari cor beton dan kayu yang keras. 
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Pembangunan-pembangunan ini menyita hati warga 
hingga pada pemilihan umum tahun 2014 pun partai 
tersebut masih memperoleh suara terbanyak di Solok 
Selatan. Maka tak heran orang-orang dari partai tersebut 
masih dipercaya warga walau tak lagi menjabat. Untuk itu 
mereka perlu digandeng agar meminimalisir potensi konflik 
antar warga yang berbeda dukungan politiknya. 


Ada sang kepala desa di Desa Sungai Rambut yaitu Pak 
Ramli yang diajak berjalan bersama untu menjadikan 
proyek ini sebagai bagian dari keberhasilan pemerintah 
desa dan partisipasi warga. Beliau turut turun ke lapangan 
dalam pemasangan dan peresmian PLTS bersama Pak 
Slamet selaku mantan BPD yang menjadi penggerak forum 
warga. Tidak ketinggalan ada juga Pak Sayuti sebagai ketua 
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang 
membantu mendorong partisipasi masyarakat untuk 
terlibat dalam proyek. Agar tiap sektor masyarakat 
tersentuh, orang-orang berpengaruh di setiap sektor 
dilibatkan. Misalnya Harahap sang penjaga sekolah dan 
Musa selaku imam masjid. Mereka berdua masing-masing 
menjembatani hubungan Konsorsium kepada para pelaku 
pendidikan dan jemaah di masjid. Hal yang menjadi sorotan 
dalam pemegang kepentingan di struktur pemerintahan 
Desa Sungai Rambut adalah sang kepala desa itu sendiri. 
Pak Kades terkenal sebagai pihak yang sangat berpengaruh. 
Semua urusan dan keputusan dikendalikan olehnya. 
Jangankan warga, lembaga desa seperti BPD pun tak 
berkutik dibuatnya. Akibatnya, partisipasi warga tergolong 
lemah. Tidak ada suara-suara usulan atau partisipasi warga 
ke pemerintahnya. Adanya hanya kasak-kusuk yang bisa 
jadi tidak sampai ke telinga pemerintah desa. Karenanya 
Pak Kades yang menentukan seluruh kegiatan bisa berjalan 
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atau tidak, Pak Kades harus selalu dihubungi secara intensif 
dan diikutkan dalam perkembangan program. 


Kekuatan besar di tangan kepala desa justru tidak 
ditemukan di Desa Rawasari. Pak Komaruddin selaku 
kepala desa yang merangkap menjadi seorang PNS penjaga 
sekolah sebentar lagi lengser dan berpeluang besar 
digantikan oleh sekretaris desanya yaitu Afrisan. Pak 
Komaruddin dalam program ini tidak memiliki 
kepentingan yang kuat dan hanya berharap keberlanjutan 
pembangunan di desanya akan memberikan dampak 
pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh 
warga. Selebihnya, Pak Komaruddin hanya memberikan 
masukan-masukan terkait berbagai pengalaman 
pengelolaan desa dan pola relasi warga di Rawasari. 
Sedangkan Afrisan yang menjadi bakal calon kepala desa di 
periode berikutnya memiliki kepentingan jauh lebih besar. 
Program PLTS milik Konsorsium adalah kesempatan 
perluasan jaringan dan pengetahuannya untuk mendorong 
Desa Rawasari menjadi lebih maju dengan membuat 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Desa yang baru. 
Mengingat Afrisan memiliki potensi karena pernah 
membangun pusat dokumentasi dan informasi desa dalam 
sebuah blog untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. 
Namun juga memiliki saingan dalam hal calon kades, selaku 
mantan ketua BPD yang selalu berkeinginan untuk 
menghadirkan listrik skala besar. Bahkan tidak jarang 
berpendapat bahwa kebutuhan listrik di desa sangat tinggi 
dan tidak cukup hanya penerangan melalui PLTS. Visi 
misinya sering disampaikan dalam beberapa FGD dan acara 
desa hingga terkesan membuatnya menjadi seperti 
panggung politik. Seorang mantan BPD yang juga menjadi 
bakal calon kades di Rawasari. Kepentingannya adalah 
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memastikan adanya modal yang bisa digerakkan untuk 
kemajuan desa. Sehingga dalam beberapa pertemuan forum 
terkesan seperti mengkampanyekan gagasan personalnya. 
Walau pun begitu, orang-orang yang menjadi bakal calon 
kades tadi patut untuk diajak bersama untuk bergerak 
sejalan dengan Konsorsium. Padadasarnya mereka sama- 
sama punya keinginan membangun desa yang lebih baik. 
Terlebih lagi perlu adanya diskusi dan dukungan dari sang 
kepala desa terpilih nantinya untuk menyusun Peraturan 
Desa (Perdes) mengenai keberlanjutan PLTS. 


Pemegang kepentingan lain di Pemerintahan Desa Rawasari 
juga datang dari sektor-sektor strategis desa seperti sektor 
agama, keuangan, pertanian, ekonomi, dan sumber daya 
energi. Untuk membantu sosialisasi ada seorang tokoh 
agama bernama Arwani. Beliau juga ketua LPM yang 
berpotensi jadi tokoh disegani dan didengarkan warga. 
Arwani punya kepentingan dalam program ini karena 
berharap program PLTS bisa bersinergi dengan kegiatan 
atau aktivitas keagamaan di samping bisa melibatkan 
banyak warga walau pun mereka tidak memiliki jenjang 
pendidikan formal yang tinggi. Lalu di sektor pertanian ada 
ketua-ketua kelompok tani seperti Jumadi yang merangkap 
sebagai Kepala Dusun Karya Sari serta Ridwan ketua 
kelompok tani di Dusun Bangun Sari. Mereka memastikan 
agar unit usaha tani akan dikuatkan oleh program PLTS di 
samping berharap produksi padi bisa meningkat dibanding 
sawit. Ridwan lah yang paling mengharapkan kenaikan 
produksi padi ini karena beliau mempunyai kilang 
penggilingan. Mereka berdua dalam proyek dilibatkan 
untuk mendialogkan program ke para petani dan 
membangun akses pasar pertanian ke luar desa. Ada Erni 
Zulaika selaku Kaur Keuangan dari sektor keuangan dan 
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ekonomi yang punya kepentingan untuk memastikan 
terbentuknya unit usaha yang berkembang maju di desa. 
Ada juga Jumiati sang ketua UED yang sejalan dengan 
kepentingan tersebut serta punya peran dalam diskusi- 
diskusi tentang pola ekonomi warga dan usaha kecil di desa. 


Pemegang kepentingan di desa yang berpotensi besar 
memberikan pengaruh pada program nyatanya tak hanya 
berasal dari struktur pemerintahannya. Ada pihak-pihak 
lain yang tak kalah kuat mempunyai peran dalam 
keberlangsungan program di desa yaitu tokoh adat, 
tengkulak, dan lembaga Taman Nasional. Tokoh-tokoh adat 
dengan pengaruh seperti itu ada di Jorong Tandai Bukik 
Bulek dengan sebutan Ninik-Mamak berjumlah tujuh orang 
dan orang-orang di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) 
pada level nagari. Ninik-Mamak dalam adat Minang 
dipercaya masyarakat sebagai pemegang keputusan 
tertinggi. Sikap Ninik-Mamak secara lisan melalui 
komunikasi pribadi kebanyakan mendukung program, 
namun masih berpeluang dipengaruhi oleh kelompok 
penolak proyek. Kelompok ini terdiri dari para tengkulak 
atau biasa disebut sebagai toke yang khawatir kehilangan 
pendapatan apabila komoditas lokal dikelola mandiri oleh 
masyarakat. Sedangkan ada Ninik-Mamak yang ditengarai 
juga mempunyai peran sebagai toke. Suara mereka bisa 
mempengaruhi secara langsung dukungan atau penolakan 
masyarakat. Konsorsium mau tidak mau perlu merangkul 
Ninik-Mamak secara intensif dan melakukan dialog-dialog 
dengan para toke agar nantinya bisa membentuk kerja sama 
strategis melalui suatu program khusus pasca-rekonsiliasi. 
Kondisi yang relatif lebih mudah keadaan lembaga adatnya 
ada di Desa Sungai Rambut. Adat Melayu dengan struktur 
satu ketua lembaga adat menjadikan mudah untuk 
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melakukan pendekatan dan dialog. Pak Kohar sang Ketua 
Lembaga Adat hanya mempunyai kepentingan untuk 
memastikan proyek tidak melanggar aturan atau ketentuan 
adat. 


Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BB-TNKS) turut 
menjadi penentu berjalannya program terutama di Jorong 
Tandai Bukik Bulek. Pengaruhnya tak kalah besar 
mengingat mereka yang secara legal-formal mengelola 
kawasan Taman Nasional, di mana Jorong Tandai termasuk 
dalam zona khusus di sana. BB-INKS mempunyai 
kepentingan untuk tetap menjada zona-zonanya agar tidak 
diperluas menjadi pemukinan ataupun terjadi perusakan 
hutan oleh warga. Segala izin dan dukungan program mulai 
dari boleh tidaknya PLTS dibangun di area tersebut pun 
menjadi salah satu bagian tanggung jawab BB-TNKS. 
Karenanya mereka selalu dihubungi oleh Konsorsium 
untuk dilibatkan dalam presentasi, audiensi, konsultasi, dan 
diskusi aktif mengenai kegiatan Konsorsium terutama 
dalam tahap instalasi PLTS. 


Program Konsorsium untuk mengadvokasi masyarakat 
secara inklusif tentunya juga melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam ranah pemberdayaan perempuan 
serta kaum terpinggirkan. Mengingat program Konsorsium 
salah satunya yang utama adalah mengangkat kelompok 
tersebut. Konsorsium di Jorong Tandai mendekati lembaga 
Majelis Ta'lim yang diketuai oleh Ibu Yuliana. Upaya 
pendekatan tersebut disambut dengan hangat karena PLTS 
bisa mendukung kegiatan agama terutama perkumpulan 
ibu-ibu Majelis Ta'lim di malam hari. Ibu Yuliana tanpa 
berpikir panjang mau diajak menggerakkan ibu-ibu untuk 
membuat koperasi, memberikan pelatihan, serta 
mensosialisasikannya. Sedangkan di Desa Sungai Rambut 
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juga memiliki perempuan dengan peran yang serupa yaitu 
Nuraini dan Raja Rani selaku penggerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka menggerakkan para 
perempuan setempat untuk masuk dalam wilayah ekonomi. 
Tidak luput juga membantu memberikan pelatihan 
keterampilan dan keuangan inklusi. Perempuan 
berpengaruh yang juga berasal dari struktur pemerintahan 
ada di Desa Rawasari yaitu Erni Zulaika selaku Kepala 
Urusan Keungan Desa bersama Jumiati sang Ketua UED 
dan kader Posyandu. Kepentingan mereka tertuju pada 
pembentukan usaha kecil khusus perempuan yang nantinya 
bisa ikut memajukan kondisi ekonomi desa. 


Keterlibatan Perempuan dan Kelompok Rentan 


Mengurai relasi kuasa sosial, politik, dan ekonomi tidak 
serta merta bisa membuat Konsorsium menjadi lihai 
membangun program advokasi sosial yang inklusif. 
Konsorsium harus memperhatikan bagaimana hubungan 
gender terutama keterlibatan perempuan dalam sektor- 
sektor strategis di masyarakat. Olehkarena itu pelaksana 
program wajib selalu menyadari bahwa laki-laki dan 
perempuan adalah manusia yang berkedudukan setara 
sehingga keduanya memperoleh akses, partisipasi, kontrol, 
dan manfaat dari program pembangunan secara adil. Tidak 
hanya berhenti disitu saja, dengan menggunakan perspektif 
kesetaraan gender dan inklusi social, program ini 
bermaksud melibatkan semua kelompok sosial baik 
mayoritas maupun minoritas secara setara. Tindakan 
advokasi masyarakat untuk keluar dari lingkar kemiskinan 
dengan begitu bisa berjalan merata tanpa meninggalkan 
pihak-pihak tertentu di lingkaran tersebut. 
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Ketiga desa atau jorong yang menjadi subjek program, para 
perempuannya mempunyai porsi yang seimbang dengan 
laki-laki untuk turut terjun dalam sektor ekonomi. 
Kebanyakan dari mereka ikut terjun ke ladang untuk 
bertani. Tidak ada larangan untuk wanita bekerja di Jorong 
Tandai Bukik Bulek. Beberapa ibu dan perempuan ikut serta 
menggarap lahan ketika musim tanam atau panen. 
Walaupun ketika perawatan tanaman memang hanya pihak 
laki-laki yang melakukannya. Ketika sudah tidak ada 
pekerjaan lagi, para ibu-ibu yang tidak mempunyai anak 
kecil akan membantu tetangganya untuk menebas hutan 
atau menebang semak belukar di ladang tetangganya. 
Mereka bisa mengantongi uang sekitar Rp 50.000/hari 
dengan melakukan pekerjaan itu. Hasil yang sama juga 
didapatkan ketika mereka membantu orang untuk 
menanam dan memanen padi. Hal ini tidak berlaku bagi ibu 
yang memiliki anak balita karena mereka memilih untuk 
mengurus anak di rumah serta mengerjakan pekerjaan 
domestik lainnya, seperti memasak dan mencuci. 


Bertani dan mengurus tugas domestik seperti itu juga bisa 
ditemukan dalam catatan tugas para perempuan di Desa 
Rawasari. Urusan air bersih, memasak, memetik sayur, dan 
mencari ikan juga menjadi tugas tambahan. Mengingat 
segala makanan yang tersedia di dalam rumah dikelola oleh 
perempuan yang menjadi istri atau juga anak perempuan 
dalam keluarga. Bahkan ada sekitar 17 orang perempuan di 
Rawasari yang menjadi kepala keluarga sehingga 
mempunyai peran utama ganda. Selain mengurus tugas 
domestik juga berkewajiban menghidupi keluarganya. 
Pekerjaan untuk perempuan banyak bertambah saat 
pembibitan Jelutung sangat marak dalam 1 - 4 tahun lalu di 
desa ini. Biasanya perempuan akan banyak bekerja pada 
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masa pembibitan awal Jelutung di mana mereka bertugas 
memasukkan bibit ke dalam wadah tanam yang berupa 
polybag. Keterlibatan perempuan dalam ranah kelembagaan 
di Rawasari terbilang cukup baik. Tengok saja PKK dan 
Posyandu yang sering dilibatkan dalam musyarawarah 
desa, dan UP2K dan UED yang seluruhnya dikelola dan 
beranggotakan para perempuan di desa. 


Sayangnya keterlibatan perempuan dalam musyawarah 
atau forum desa kerap kali hanya sebagai pelengkap. 
Perempuan di Desa Sungai Rambut selalu dinomorduakan 
suaranya dalam forum-forum desa. Biasanya mereka hanya 
terlibat sebagai penyedia konsumsi di acara-acara seperti 
itu. Namun tetap masih ada kegiatan di luar rumah yang 
dapat menampung aspirasi perempuan di Desa Sungai 
Rambut yaitu forum Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK). Forum ini cukup aktif di desa dengan berbagai 
macam kegiatannya seperti arisan, yasinan, posyandu, dan 
kursus-kursus keterampilan. Tidak semua perempuan bisa 
turut ikut dalam forum ini, karena di Sungai Rambut ada 
dua orang perempuan difabel yang hidup tersisih dari 
masyarakat. Mereka belum menikah di umur yang telah 
mencapai 34 dan 36 tahun, padahal masyarakat setempat 
biasanya sudah menikah di usia 16 -20 tahun. Karena 
menyandang disabilitas (tuna rungu dan wicara) bahkan 
keduanya tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Kini 
aktivitas mereka hanya di sekitar rumah dan sesekali 
membantu orang tua di ladang. 


Berbeda dengan Sungai Rambut yang memiliki kelompok 
rentan yang berdasarkan pada disabilitas, kedua 
desa/jorong lainnya lebih berdasarkan pada stereotip antar 
etnis. Pandangan-pandangan negatif sering kali membuat 
pengelompokan yang meminggirkan kelompok minor. 
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Warga Etnis Jawa di Jorong Bukik Bulek perlu untuk lebih 
dirangkul karena mereka lebih minoritas. Ada segregasi 
etnis yang mencolok sehingga pada level kebijakan publik 
pun etnis minoritas seperti Etnis Jawa ini tersubordinasi dan 
tidak kuat secara politik. Sama halnya di Rawasari yang 
tersusun dari tiga blok. Etnis Bugis yang hanya ada di Blok 
N dengan persentasi sedikit menjadi sasaran stereotip. 
Mereka cenderung dijauhi karena dikenal susah 
berinteraksi. Sedangkan di Blok P orang-orang dari Jawa 
Timur dipandang keras kepala dan susah diajak berbicara. 
Pemilahan etnis di lapangan ditemukan karena stereotip 
yang mengakibatkan terjadinya rumor dan prasangka antar 
blok. Kondisi lain yang memperburuk situasi adalah jarak 
antar blok yang cukup jauh (3 - 4 kilometer) dan jika musim 
penghujan sulit untuk diseberangi. Sretreotip yang muncul 
membuat kelompok minoritas jarang dilibatkan dalam 
pertemuan-pertemuan tingkat desa. Beberapa bantuan dari 
lembaga atau pemerintah pun juga rawan tak sampai pada 
mereka. 


Untuk mengatasi subordinasi perempuan dan diskriminasi 
kelompok rentan ini Konsorsium membangun sekolah hijau 
dengan kader hijau sebagai ujung tombaknya. Kader-kader 
yang diisi juga oleh perempuan ini menjadi martir kegiatan- 
kegiatan kewargaan yang mempertemukan warga antar 
dusun mau pun blok tersebut. Hal tersebut dapat 
mengurangi strereotip yang berkembang, sekaligus 
memperlebar ruang-ruang penerimaan, pengakuan sosial, 
dan menggali nilai-nilai inklusif yang berasal dari 
kebudayaan lokal itu sendiri. Kegiatan mereka juga 
sanggup mendekatkan kelompok yang tereksklusi kepada 
kelompok mayoritas. Harapan ke depannya masyarakat 
bisa lebih menghormati keberagaman, perbedaan, dan 
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menjadikan sikap toleran sebagai bagian dari laku lampah. 
Salah satu kegiatan yang kerap dibuat adalah rangkaian 
Focus Grup Discussion (FGD) yang terkait dengan masalah 
tersebut dan bahasan-bahasan lain, serta pelatihan 
mengenai skill sehari-hari maupun pemberdayaan. 
Terdapat tiga orang perempuan sebagai kader di Jorong 
Tandai Bukik Bulek mewakili masing-masing korong 
(dusun). Kemudian di Desa Rawasari ada empat kader 
perempuan yang mana satu kadernya berasal dari Suku 
Bugis di Blok N yang sering diminoritaskan. Terdapat tiga 
orang kader perempuan di Sungai Rambut, namun 
bertambah empat kader lain yang berpartisipasi dalam 
kegiatan. 


Perempuan di desa yang memiliki kompetensi juga sering 
dilibatkan menjadi fasilitator dalam pelatihan. Tiga desa 
atau jorong yang menyelenggarakan pelatihan, perempuan 
desa yang menjadi pembicara atau fasilitator pelatihan 
terhitung ada 16 orang dari total 43 orang. Bisa dibilang 
mereka meraih 37% porsi dari seluruh pembicara dalam 
pelatihan. Keberadaan kader hijau perempuan pun 
kemudian memicu partisipasi warga-warga perempuan lain 
untuk ikut hadir di pelatihan. Bahkan rata-rata kehadiran 
perempuan dalam pelatihan di Desa Rawasari dan Jorong 
Tandai lebih tinggi dibanding rata-rata laki-laki. Rata-rata 
kehadiran perempuan dalam kampanye hijau, baik di Desa 
Rawasari maupun Sungai Rambut juga lebih tinggi jika 
dibandingkan rata-rata laki-laki. Terdapat potret menarik 
keterlibatan warga yang biasanya termarginalkan, seorang 
perempuan berusia 60 tahun datang dari Blok N. 
Perempuan bernama Hj. Aisyah tersebut mulai terbuka 
dengan blok lain dan aktif terlibat dalam pertemuan. 
Berbeda dengan kondisi dahulu ketika Blok N dianggap 
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selalu disisihkan. Terdapat juga Ibu Legiyem dari Blok O 
yang aktif ikut pelatihan hingga mulai terinklusi. Sebagai 
orang tua tunggal dari keluarga miskin, statusnya kini tak 
lagi terpinggirkan. 


Perubahan besar yang telah terjadi ini adalah suara 
perempuan yang mulai lebih terdengar di pertemuan desa. 
Dulu forum lebih banyak didominasi oleh laki-laki, 
ditambah ada kebiasaan di mana perempuan lebih nyaman 
dan lebih leluasa untuk saling bertukar fikiran dan 
berdiskusi dengan sesama perempuan. Perempuan pada 
kegiatan sehari-hari sudah membawa beban ganda 
sehingga tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti forum 
desa atau semacamnya. Beban ganda yang disandang 
perempuan saja sudah menyita banyak tenaga untuk 
bekerja di luar mencari uang dan bekerja di dalam 
mengurus urusan domestik. Kondisi tersebut tidak 
memungkinkan perempuan menghadiri forum-forum 
warga desa yang biasanya dilakukan pada malam hari. 
Pemahaman yang keliru tentang tafsir Al-Quran soal relasi 
laki-laki dan perempuan dalam agama Islam juga turut 
mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan. Salah satu 
program FGD yang membahas perpektif agama dengan 
gender, peserta laki-laki menganggap bahwa perempuan 
menjadi pemimpin akan mendatangkan malapetaka dan 
masih dianggap sebuah hal yang tidak pantas. 


Namun kini sedikit demi sedikit seiring meningkatnya 
partisipasi perempuan dalam pertemuan publik tingkat 
desa, suara-suara mereka juga jadi lebih sering didengar. 
Bila kondisi seperti ini terus bertahan cepat atau lambat laki- 
laki yang salah menafsir juga akan mengubah 
pandangannya. Apalagi kondisinya sekarang juga diikuti 
dengan pelibatan perwakilan perempuan di dalam 
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pengambilan keputusan sekolah hijau, organisasi 
pemeliharaan PLTS, dan kebijakan publik lain. Forum dan 
pelatihan yang terlaksananya sudah memunculkan modul 
peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, serta 
pemeliharaan PLTS yang mengandung perspektif gender 
dan inklusi sosial. Tersedia pula modul gender dan inklusi 
sosial yang mudah diakses dan dipahami oleh pemerintah 
desa dan masyarakat desa. Hingga akhirnya sekarang terbit 
peraturan desa/peraturan adat mengenai perihal 
pemeliharaan, keberlangsungan dan tata kelola PLTS yang 
responsif gender dan bersifat inklusif. 


4.3 Dampak Sosial dan Mitigasinya 


Masuknya Konsorsium Kemala dengan program PLTS ke 
tengah-tengah masyarakat tentunya akan memicu reaksi 
dari berbagai tatanan sosial, bisa akomodatif maupun 
resisten. Hal-hal yang membuat masyarakat resisten harus 
diselesaikan terlebih dahulu agar program bisa berjalan 
lancar. Bila tidak diselesaikan, bisa jadi hal tersebut tak 
hanya menghambat program namun juga membuat konflik 
berkepanjangan. Apalagi program inklusif dari Konsorsium 
mempunyai inti untuk merangkul semua pihak tanpa 
terkecuali. Maka Konsorsium bersama para peneliti lokal 
senantiasa bergerak mendekati masyarakat guna menelusuri 
keluh kesah dan masalah yang menerpa mereka sehingga 
membuat kesulitan dalam menjalankan program. Berikut ini 
akan diceritakan mengenai sejarah konflik di lokasi kegiatan, 
apa akar-akar masalahnya, dampaknya konflik bagi 
program, bagaimana dampak sosial program dari 
Konsorsium, hingga strategi Konsorsium mengatasi 
beberapa konflik dan resistensi masyarakat. 
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Sejarah Konflik Lokasi Kegiatan 


Merujuk dinamika konflik dari ketiga desa atau jorong, 
masalah yang paling banyak muncul berada di Jorong 
Tandai Bukik Bulek. Bisa dibilang bahwa disanalah 
perjalanan Konsorsium menancapkan programnya menuai 
berbagai rintangan. Mulai dari konflik lama antara warga 
dan pihak taman nasional, perizinan lahan, resistensi warga, 
kecemburuan sosial, hingga tendensi negatif dari para toke. 
Masalah serta konflik yang bercabang tersebut tidak 
ditemui di kedua desa lain karena di sana masalah yang ada 
cenderung tunggal dan segaris. Seperti di Desa Rawasari, 
dinilai paling menonjol dalam sejarah konflik ketimpangan 
antar ketiga dusun yang membuat kecemburuan warga. 
Selebihnya adalah hal yang berkaitan dengan separasi 
ketiga dusun itu yang menimbulkan stereotip antar suku. 
Lalu di Sungai Rambut masalah utamanya adalah 
ketidakjelasan kebijakan dan alur koordinasi dari lembaga 
pemerintah yang bersinggungan dengan desa. Garis 
turunan masalah ini bermuara pada masalah batas wilayah 
desa dengan Taman Nasional Berbak serta bentroknya 
program PLTS milik Konsorsium dengan PLN setempat 
yang baru saja masuk ke desa. 


Sengketa wilayah antara Masyarakat Jorong Tandai Bukik 
Bulek dengan Balai Besar-Taman Nasional Kerinci Seblat 
(BB-TNKS) sebenarnya telah ada sejak lama dan 
berlangsung hingga berkepanjangan. Dulu masyarakat 
mulai merintis dan membuka lahan perkampungan di 
wilayah Tandai mulai tahun 1969. Wilayah yang masuk 
dalam zona pendukung dari Kawasan Hutan Lindung 
Gunung Kerinci itu sebenarnya tidak boleh diotak-atik oleh 
masyarakat. Tapi karena masyarakat sudah sejak lama 
tinggal di kawasan hutan lindung, pihak pemerintah daerah 
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mengirimkan surat ke kementerian kehutanan agar tingkat 
zonanya dapat diturunkan. Akhirnya pada tahun 2000an 
telah disetujui untuk menurunkan tingkat zona tersebut 
menjadi zona khusus. Zona khusus di sini memungkinkan 
masyarakat Tandai boleh menggarap lahan yang ada di 
sekitar mereka namun tidak boleh melebihi dari zona 
tersebut. Permasalahan yang muncul adalah batas-batas 
zona yang ada tidak mempunyai ketetapan yang jelas 
sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat 
dan pihak BB-TNKS. Kesaksian beberapa warga, ada yang 
sempat diusir saat masuk hutan ataupun bersitegang 
dengan petugas karena membahas batas yang ada. Ada 
kebiasaan jual beli lahan yang dilakukan warga dilai sisi, 
padahal di zona khusus mereka tidak mempunyai surat 
keterangan milik untuk lahannya. Secara hukum bila tidak 
punya surat keterangan kepemilikan, tidak dapat dilakukan 
transaksi jual beli tanah. Namun nyatanya di Jorong Bukik 
Bulek, sering terjadi transaksi jual beli tanah dengan harga 
tanah Rp 15.000.000 untuk 1 hektar yang berada di pinggir 
jalan. Mudahya transaksi jual beli mengakibatkan makin 
banyak warga luar yang membeli lahan di Tandai. Di sini 
hal yang ditakutkan BB-TNKS adalah penambahan luas 
zona khusus penduduk yang merembet ke zona lain. 
Pengukuran-pengukuran batasan yang dilakukan pun 
kemudian malah menambah kesalahpahaman di 
masyarakat bahwa mereka akan diusir. 


Konflik antara dua pihak ini bercabang ke masalah lain saat 
Konsorsium tiba yaitu perihal perizinan dan resistensi 
masyarakat. Segala perizinan yang dilalui Konsorsium 
untuk melaksanakan programnya di Jorong Tandai Bukik 
Bulek harus melibatkan BB-TNKS sebagai pihak penguasa 
lahan secara legal-formal. Audiensi dan keterlibatan pihak 
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BB-TNKS pun kemudian rutin dilakukan dalam perjalanan 
prosesnya. Karena hubungan Konsorsium dengan BB- 
TNKS ini, masyarakat malah melihat Konsorsium sebagai 
kepanjangan tangan dari BB-TNKS. Kesalahpahaman yang 
ada menjadi meluas, masyarakat sempat menolak program- 
program dari Konsorsium karena terbawa konflik dengan 
BB-TNKS. Penolakan ditambah ramai oleh kehadiran para 
tengkulak atau toke yang juga merasa kehadiran program 
Konsorsium di masyarakat bisa menggeser peran mereka 
yang selama ini menjadi pihak panutan masyarakat 
setempat dalam sektor ekonomi. Tak sampai di sana, ada 
masalah di cabang lain yang berasal dari jorong-jorong yang 
bersebelahan dengan Jorong Tandai Bukik Bulek. Mereka 
mempunyai kecemburuan sosial terhadap pemasangan 
PLTS di Bukik Bulek karena pada awalnya program ini 
memang direncanakan untuk Jorong Tandai Tengah dan 
Tandai Ateh. Ditemukannya listrik dari PLN di kedua 
jorong tersebut saat assestment membuat program dipindah 
ke jorong yang lebih membutuhkan PLTS. Berdasarkan 
penjelasan dari kantor PLN Muara Labuh, dalam 4 - 5 tahun 
ke depan masih kecil kemungkinannya untuk 
mengembangkan jaringan tiang listrik PLN ke Jorong 
Tandai Bukik Bulek mengingat medan yang terjal dan sulit 
dilalui. 


Hampir sama dengan nasib Jorong Tandai Bukik Bulek, 
Desa Sungai Rambut juga memiliki sejarah hubungan yang 
rumit dengan wilayah taman nasional. Bedanya lahan yang 
bersinggungan dengan taman nasional di desa ini adalah 
lahan produktif berupa hutan rakyat, bukan lahan untuk 
tinggal. Desa Sungai Rambut memang berdekatan dengan 
Hutan Lindung Taman Nasional Berbak (TNB). Beberapa 
wilayah hutan rakyat yang warga garap menyilangi 


130 


beberapa batas-batas lahan TNB. Hingga kini wilayah yang 
disengketakan oleh warga Sungai Rambut dengan TNB 
sekitar 1.500 ha. Wiayah yang menjadi lahan konflik ini 
tidak bisa lagi digarap oleh warga. Menengok desa tetangga, 
di Rawasari terlihat damai kalau dalam urusan pertanahan 
karena mereka secara geografis tidak berada di areal taman 
nasional. Hanya saja konsep tiga blok yang sudah ada sejak 
awal transmigrasi tahun 1978/1979 membuat warganya 
terkotak-kotak. Memang mereka tidak bermasalah terhadap 
pihak luar, namun sentimen-sentimen konflik justru timbul 
di antara mereka sendiri karena kecemburuan wilayah di 
mana Blok O dengan Suku Jawa dominan terbanyak sering 
mendapat bantuan-bantuan pemerintah atau lembaga 
tertentu. 


Akar dan Partisan Konflik 


Satu hal yang menjadi akar dari masalah di kedua daerah 
yakni Jorong Tandai Bukik Bulek dan Desa Sungai Rambut 
adalah buruknya komunikasi antara pihak pengelola taman 
nasional dengan warga. Ada ketidakjelasan batas-batas 
wilayah yang selain membuat warga bingung, juga memicu 
beberapa kesalahpahaman yang menyulut reaksi negatif. 
Warga atau perwakilannya juga tidak dilibatkan secara 
langsung dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan BB- 
TNKS di Jorong Tandai. Tahun 2014 pengukuran lahan 
dalam kaitannya dengan perubahan zona dari pendukung 
hutan lindung menjadi zona khusus pada tahun 2014 telah 
menghasilkan SK Dirjen PHKA Nomor SK 
124/IV SET/2014 yang menyebut bahwa luas zonanya 
mencapai 1500 hektar. Namun pengukuran-pengukuran itu 
menimbulkan padangan berbeda di mata masyarakat 
karena tidak terlibat langsung. Beberapa masyarakat 
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mengartikan bahwa mereka akan diusir oleh BB-TNKS dan 
tidak boleh bermukim lagi di wilayah Tandai. Pihak TNB di 
Desa Sungai Rambut pun melakukan hal serupa, tidak 
melibatkan warga dalam membahas batas-batas lahan 
garapan milik warga sehingga perdebatan zona yang 
menjadi sengketa masih berlanjut. 


Berpaling sebentar ke Desa Rawasari, selain dari pengkotak- 
kotakan wilayah yang menimbulkan terseparasinya warga, 
akar konflik di sini bisa ditelusuri pada sistem distribusi 
program dari pemerintahannya. Pemerintahan desa yang 
kurang teliti dalam mendistribusikan beberapa bantuan 
menambah runcing stereotip dan praduga negatif di antara 
masyarakat antar blok. Dulu ada program raskin yang 
menyasar orang-orang yang tidak mampu dalam hal 
pemenuhan kebutuhan konsumsi. Tapi nyatanya dalam 
pembagian beras, warga banyak yang cemburu karena 
penyalurannya berakhir pada warga yang mampu. Mereka 
menganggap bahwa ada kesalahan data di pihak pengurus 
desa. Belum lagi saat ada penyaluran Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu 
Indonesia Sehat (KIS) yang juga dinilai warga tidak adil 
dalam penyalurannya. Terdapat banyak keluhan dari warga 
yang kurang mampu karena malah tidak mendapatkannya. 
Terpusatnya bantuan terhadap orang-orang segolongan 
dari wilayah dan etnis tertentu ini dari waktu ke waktu 
mengasah prasangka-prasangka warga. Sehingga persepsi 
negatif mereka melebar dari antar kelompok hingga antar 
dusun. 


Kembali ke Jorong Tandai Bukik Bulek, masalah-masalah 
yang lain mempunyai akar berbeda dari sekedar hubungan 
konfliktif dengan BB-TNKS. Barisan masyarakat yang 
resisten menolak program dari Konsorsium banyak berasal 
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dari aktor di luar Jorong Tandai Bukik Bulek. Mereka 
mempunyai kekuatan penolakan yang lebih tinggi 
dibanding dengan masyarakat yang resisten karena 
kesalahpahamannya mengira Konsorsium adalah bagian 
dari BB-TNKS. Penolakan mereka lebih memiliki alasan 
yang fundamental. Ditambah lagi dengan warga Jorong lain 
yang kecewa karena tidak jadi mendapatkan sokongan 
energi dari PLTS. Hingga aktor ekonomi lokal atau para toke 
dari Jorong Tandai Tengah yang merasa terancam mata 
pencahariannya. Masyarakat di Jorong Bukik Bulek dalam 
benak mereka sebagai ladang bisnisnya serta tanah-tanah 
yang selama ini mereka kuasai akan diambil alih. 
Ketakutannya berimbas pada meluncurnya tuduhan- 
tuduhan yang menyasar kesalahpahaman warga. Toke 
menuduh bahwa program yang ada berasal dari BB-TNKS, 
bisa saja mereka akan masuk dan menyegel tanah. 


Resistensi para tengkulak atau toke seperti itu sebenarnya 
terpicu lantaran kurang matangnya perencanaan 
Konsorsorsium dalam mengintepretasikan peran aktor- 
aktor ekonomi lokal seperti toke sebagai orang yang jahat 
serta menindas masyarakat miskin. Konsorsium salah 
mendefinisikan mereka sebagai kelompok orang yang harus 
dilawan dan dihapus dari tatanan masyarakat. Padahal di 
sisi lain mereka mengidentifikasi dan mendefinisikan diri 
mereka sendiri sebagai pahlawan bagi masyarakatnya. 
Karena mereka telah membawa barang-barang mewah dari 
luar ke dalam, menjual hasil pertanian dari dalam ke luar, 
dan merelakan tanah yang dimiliknya digunakan untuk 
tempat tinggal masyarakat. Selain itu ada Ninik-Mamak 
yang juga menjadi salah satu toke di sana. Sudah pasti 
seorang Ninik-Mamak adalah orang yang terpandang 
dalam masyarakat karena menjadi panutan. Melangkahi 
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salah satu dari mereka, Konsorsium bisa mendapat 
gelombang resistensi yang lebih besar. Tanpa memahami 
masalah struktur dan relasi sosial Ninik-Mamak dan 
struktur ekonomi para pengepul ini, jelas Konsorsium 
kemudian dikira akan merubah tatanan. Akibatnya mereka 
yang selama ini mendapatkan keuntungan menjadi resisten. 


Sejak awal masuk ke Jorong Tandai Bukik Bulik, 
komunikasi dengan para pimpinan adat setempat memang 
minim. Audiensi secara formal mau pun informal dengan 
sesepuh adat KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak 
dilakukan di awal. Ditambah lagi tidak ditemuinya semua 
Ninik-Mamak yang berjumlah tujuh orang di lokasi 
program selaku pihak yang paling menjadi sosok pemberi 
pertimbangan di masyarakat. Padahal adat istiadat Minang 
mengharuskan berbagai kegiatan kemasyarakatan 
disepakati bersama Ninik Mamak setempat. Bila dalam 
proses pelaksanaan program Ninik Mamak setempat 
kurang banyak dilibatkan untuk membangun kesepakatan, 
mereka kemudian menjadi jarang mendapat informasi 
akurat berkenaan dengan pelaksanaan program. Akhirnya 
mereka pun mudah dipermainkan oleh sekelompok warga 
yang menolak keberadaan program. Tidak heran bila suara 
para Ninik-Mamak terbelah. Ada kejadian di mana mereka 
tidak terlalu berani mengemukakan pendapat dalam 
beberapa kali forum yang diselenggarakan baik di Jorong 
sendiri maupun di Bappeda. 
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Dampak Konflik Masa Lalu 


Terdapat budaya lokal yang masih membawa nilai-nilai 
sosial di Desa Rawasari, salah satunya adalah gotong 
royong. Kegiatan gotong-royong ini terjadi pada beberapa 
kegiatan dan acara warga. Misalnya ketika ada acara 
nikahan atau acara khitanan. Juga saat masa-masa 
menghasilkan makanan produktif seperti padi, warga 
masih terbiasa janjian untuk saling membantu satu sama 
lain guna menyemai padi. Aktivitas gotong-royong ini pun 
mereka lakukan saat akan mendirikan rumah. Biasanya 
tetangga sekitar rumah akan terlibat membangunnya 
bersama. Budaya seperti ini rawan terkikis dengan tendensi 
negatif antar warga yang datang dari masa lalu. Apalagi 
ketika ada bantuan atau program-program dari luar yang 
masuk ke desa. Distribusinya yang kadang hanya sampai ke 
beberapa golongan mengikis pola kebersamaan warga. 
Misalnya saja warga dan etnis minoritas di kedua blok 
selain Blok O yang pasrah saja bila tidak menerima manfaat 
dari bantuan atau program. Rasa pasrah ini tak jarang 
dibarengi dengan rasa iri yang kemudian mempersulit 
berjalannya program Konsorsium untuk merangkul 
keseluruhan dari mereka secara inklusif. 


Konflik dan masalah yang berdampak pada jalannya 
kegiatan sangat dirasakan di Jorong Tandai Bukik Bulek. 
Mengingat kompleksnya masalah yang ada, beberapa 
dampak terhadap kegiatan muncul satu per satu seakan tak 
berakhir, menghambat pergerakan Konsorsium untuk 
berjalan lebih dalam menuntaskan program. Isu-isu yang 
menyebar mengenai Konsorsium sebagai perpanjangan 
tangan BB-TNKS menyulut gelombang penolakan, sampai 
sempat menurunkan tingkat partisipasi warga. Beberapa 
rencana juga mundur dikarenakan harus menyelesaikan 
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masalah dengan audiensi terhadap pihak-pihak tertentu. 
Semua rentetan dampak tersebut awal mulanya terlihat saat 
adanya kegiatan green campaign pada tanggal 9 - 10 April 
2017. Tersebar isu-isu negatif di antara mereka di tengah- 
tengah kegiatan kampanye hijau yang melibatkan seluruh 
warga desa untuk turun berbaur bersama tersebut. Isu yang 
datang dari kelompok yang kontra dengan program 
bermaksud menyudutkan Konsorsium dan menyebut 
bahwa program itu adalah program TNKS. Keadaan 
diperburuk oleh menguatnya kesalahpahaman karena saat 
pelaksanaan kampanye hijau, tim pelaksana mengundang 
TNKS untuk berbicara memberikan sambutan. Awalnya 
sambutan tersebut bertujuan agar TNKS memberikan 
pernyataan bahwa Konsorsium Kemala bukan bagian dari 
TNKS. Namun sampai sambutan berakhir pernyataan 
tersebut tidak kunjung diucapkan. 


Rasa keengganan warga untuk terlibat dalam kegiatan 
mulai muncul seiring dengan merebaknya isu program 
yang diusung oleh Konsorsium adalah bagian dari TNKS. 
Sebagian dari mereka khawatir dianggap sebagai kaki 
tangan TNKS dan sebagian lainnya memang enggan karena 
menolak keberadaan TNKS. Karena isu resistensi ini bahkan 
beberapa Kader Hijau menjadi agak risau untuk hadir 
dalam pelatihan. Dampaknya terasa ketika terjadi 
penurunan tingkat partisipasi warga dalam Pelatihan Dasar 
periode ke-4 tanggal 21 Januari 2017 mengenai “Demokrasi 
dan Politik Desa'. Pelatihan tersebut hanya dihadiri 
sebanyak 15 peserta, padahal di pelatihan sebelumnya yang 
bertajuk “Energi Berkelanjutan’ ada 31 orang yang hadir. 
Setengahnya saja dari kehadiran sebelumnya di sini tidak 
tercapai. Resistensi semacam ini meluas hingga ke wilayah 
Nagari Lubuk Gadang Timur. Sebagian stakeholder turut 
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menolak program hingga puncaknya mereka menuntut 
agar program dihentikan pada pertengahan April 2017. Hal 
yang mendasarinya masih sama, kecurigaan bahwa 
program Konsorsium berasal dari BB TNKS. Kecurigaan 
atas isu pun berkembang kemana-mana. Terpaksa 
Konsorsium harus mengambil langkah berhenti sementara 
untuk merencanakan langkah-langkah rekonsiliasi. 


Tidak hanya satu langkah Konsorsium yang terhenti, ada 
hambatan pada langkah lain yang cukup membuat polemik. 
Hambatan tersebut datang dari pihak TNKS yang membuat 
proses perizinan pendirian bangunan tak kunjung selesai. 
Bagaimana pun tanah yang ada di Jorong Tandai Bukik 
Bulek adalah otoritas mereka. Ketika mereka belum 
memberi komandu setuju, maka proses pembangunan 
sekolah hijau dan unit-unit produksi tidak bisa berjalan. 
Buruknya komunikasi dua arah dan tendensi TNKS untuk 
mempertahankan wilayahnya dari perluasan serta 
pengotak-atikan manusia menjadi penyebab. Sehingga 
Konsorsium membatalkan rencana konstruksi bangunan 
tersebut. Sebagai alternatifnya, dimanfaatkan rumah milik 
warga yang dihibahkan kepada program untuk unit 
produksi. 


Proses yang panjang mengenai rumitnya komunikasi serta 
perihal persetujuan seperti ini menyebabkan banyak 
kegiatan menjadi tertunda, apalagi ditambah dengan 
dinamika lapangan yang sulit. Lebih dari dua bulan tidak 
ada kegiatan yang dilaksanakan di Jorong Tandai, yang ada 
hanyalah koordinasi internal antar kader hijau ataupun 
kunjungan tim pelaksana ke KAN, nagari, kecamatan, dan 
pemerintah kabupaten. Sedangkan di Desa Sungai Rambut, 
tidak berjalannya program juga terjadi, tapi hal ini 
diakibatkan dari kurang telitinya tim perencana melihat 
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aliran energi di desa. Setelah diidentifikasi lebih jauh, pada 
dasarnya tidak ada rumah yang tidak teraliri diesel 
komunal. Warga miskin yang teridentifikasi pun telah 
diberi akses listrik meski disubsidi. Berdasarkan data 
tersebut, maka terjadi perubahan skema PLTS di Desa 
Sungai Rambut yang diputuskan oleh stakeholder desa secara 
musyawarah. Dampaknya pada kegiatan ke depan hanya 
ada PLTS untuk unit produksi saja, jadi tidak ada PLTS yang 
dipasang untuk unit rumah tangga. 


Dampak Sosial Kegiatan di Masa Kini 

Bagaimana pun dinamikanya program dan kegiatan yang 
dijalankan oleh Konsorsium, tujuan akhir yang akan dicapai 
bersama dengan masyarakat setempat adalah peningkatan 
pendapatan rumah tangga miskin melalui usaha hijau. 
Tujuan ini tentu berasal dari perencanaan PLTS di ketiga 
lokasi yang memberikan tiga pokok dampak sosial. Dampak 
yang pertama secara teknis yaitu masyarakat jadi bisa 
menikmati penerangan di malam hari, masyarakat 
mempunyai energi untuk mengelola komoditas 
perekonomian lokal limbah pertanian, serta masyarakat 
memiliki energi untuk penyediaan air bersih melalui pompa 
air bertenaga surya. Dampak kedua, secara edukatif 
masyarakat mendapat ilmu dari sekolah hijau dan 
rangkaian pelatihannya yang bisa digunakan untuk 
memperbaiki kualitas hidup. Penerangan di malam hari 
pun membuat generasi muda bisa belajar dengan lebih 
nyaman. Kedua dampak dari teknis dan keilmuan tadi akan 
memicu dampak ketiga, dampak sosial ekonomi. Program 
PLTS serta pelatihan-pelatihan akan memunculkan empat 
green job di tengah masyarakat. 
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Empat green job yang ada memang diproyeksikan sebagai 
hasil dari peningkatan waktu belajar di malam hari, 
peningkatan keterampilan kerja serta pengetahuan 
administrasi dan keuangan, juga peningkatan kualitas 
kesehatan akibat ketersediaan air bersih. Pekerjaan- 
pekerjaan yang muncul di antaranya yakni pekerjaan lokal 
untuk mendukung masa hibah, perkejaan dalam lembaga 
pengelola administrasi dan keuangan energi, personal 
operasional dan pemeliharaan, serta pengelola komoditas 
lokal beserta rantai produksi, distribusi, dan pemasarannya. 


Pokok dampak sosial dipusatkan pada perihal edukasi. 
Lewat para kader hijau dan dibangunnya sekolah hijau, 
masyarakat diajak secara partisipatif untuk meningkatan 
kesadarannya terlebih dahulu terhadap konsep energi 
terbarukan serta diasah keterampilannya dalam hal-hal 
yang berkaitan. Perangsangan atas kesadaran ini mengacu 
pada konsep advokasi Konsorsium yang ingin 
mengentaskan seluruh masyarakat dari kemiskinan secara 
inklusif. Jadi perlu ada kesadaran bersama di antara 
masyarakat sebelum membawa keterampilan yang 
memadahi untuk digunakan sebagai panduan hidup. Lewat 
sekolah hijau, berbagai masyarakat dari lapisan dan 
golongan yang berbeda telah mendapat peningkatan 
kapasitas diri. Peserta yang juga menjangkau para 
perempuan dan kelompok rentan tersebut telah 
mengajarkan banyak hal mulai dari pendidikan dasar yang 
mencangkup peningkatan wawasan dan karakter individu, 
pendidikan menengah tentang keterampilan dan penguatan 
kelembagaan, serta pendidikan lanjut mengenai penguatan 
jaringan dan pemasaran. 
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Kampanye hijau bersama para kader hijau juga secara 
umum telah membantu masyarakat mematenkan 
kesadarannya atas lingkungan dan energi di ketiga desa. Di 
samping memberikan dampak sosial berupa mempererat 
kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya renggang 
entah karena tendensi mau pun praduga negatif. Kegiatan 
yang merupakan tahap akhir dari rangkaian pelatihan dasar 
sekolah hijau ini dimotori oleh 80 warga termasuk 24 kader 
hijau yang telah mendapat pelatihan dan sosialisasi materi 
dasar pengetahuan hijau. Bersama mereka, masyarakat desa 
mengadakan kampanye yang dilaksanakan dengan 
mengangkat isu yang dinilai pas untuk disebarluaskan ke 
segenap warga sebagai slogan dan ajakan untuk bergerak 
bersama ke arah baik. Misalnya saja di Desa Rawasari ada 
isu kebersihan yang menjadi tema “Bersih itu Sehat, Hijau 
itu Indah” pada kampanye hijau tanggal 28 dan 29 Maret 
2017. Lalu di Sungai Rambut di tanggal yang sama juga 
mengangkat isu lokal yang dijadikan tema yakni “Ayo 
Gotong Royong”. 


Dengan mandiri dan merangkul segala lapisan, masyarakat 
telah menjalani berbagai acara yang diisi dengan berbagai 
lomba tradisional, pawai, lomba kebersihan, pentas 
kesenian, ceramah umum, hingga deklarasi hijau. 
Bersamaan dengan itu Konsorsium juga memberikan 
bantuan tong sampah, membagikan kaos, menyebarkan 
brosur, memasang spanduk dan banner di sudut-sudut desa 
untuk lebih memfamiliarkan kembali program-program 
Konsorsium yang dimotori kader hijau. Warga pun akan 
bergerak bersama untuk melakukan perubahan demi 
mengangkat tingkat dan derajat kehidupan warga dari sisi 
ekonomi, sosial dan lingkungan. 
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Merujuk pada program-program Konsorsium yang bersifat 
partisipatif dan inklusif, masyarakat mulai mewujudkan 
apa yang menjadi komitmen kebersamaan. Hal ini terlihat 
dari perubahan proses pengambilan keputusan bersama 
tentang siapa layak mendapatkan akses PLTS di Desa 
Sungai Rambut. Perkembangan terbaru di bulan September 
2017, ditemukan pergeseran pemanfaat PLTS yang awalnya 
PLTS difokuskan pada unit sasarannya adalah sektor publik 
yakni komunitas dan ketetanggaan bergeser ke arah rumah 
tangga dan individu. Telah diketahui dilapangan bahwa 
tiang-tiang listrik PLN di Desa Sungai Rambut telah 
dipasang. Rumah-rumah warga mulai didatangi aparat 
desa dan PLN untuk menghimbau pemasangan listrik PLN. 


Selain itu pada tanggal 19 Oktober 2017 dilakukan 
sosialisasi terbatas terkait rencana mengembangkan 
jaringan listrik di Desa Sungai Rambut. Merespons hal 
tersebut masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan 
keadaan di atas. Hal ini dilakukan karena listrik dari PLN 
bisa mempengaruhi jalannya listrik PLTS di desa. Ditinjau 
dari biaya operasional dan perawatan PLTS di fasilitas 
publik yang tidak akan mampu bersaing dengan biaya 
energi listrik PLN, sebab biaya listrik PLN di fasilitas publik 
menjadi lebih murah akibat adanya subsidi yang diberikan 
pemerintah. Adapun proses pengambilan keputusan 
bersama tersebut digambarkan dalam gambar di bawah 


ini®. 


82 Norman, U., dan Louise, B., 2006, Strengthening Rural Local Institutional 
Capacities for Sustainable Livelihoods and Equitable Development, Cornell 
International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), hlm. 
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Sumber: diadaptasi dari Uphoff (1986a, hlm.12) 


Gambar 26 Perubahan Proses Pengambilan keputusan Bersama 


Gambar 26 merespons proses diskusi yang awalnya 
menempatkan PLTS sebagai pendukung fasilitas sosial pada 
level komunitas maupun ketetanggaan, misalnya balai 
pertemuan, sekolah, masjid, kantor desa, dan lain-lain. 
Selanjutnya beralih menuju pada level rumah tangga dan 
individu yakni kelompok rentan berdasarkan pertimbangan 
jenis kelamin, pekerjaan, dan kelompok umur. Mereka 
adalah 8 orang yang masuk dalam kategori sosial rumah 
tangga miskin, janda, dan kaum jompo. Pengambilan 
keputusan ini memberikan angin segar pembangunan PLTS 
di Desa Sungai Rambut. Mengingat selama ini, kelompok 
rentan tersebut tidak membayar iuran PLTD karena 
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disubsidi oleh pengguna lain dalam satu kelompok, 
sehingga ketika kelompok pengguna PLTD beralih ke PLN 
maka kelompok rentan ini benar-benar tidak memiliki listrik 
sama sekali dan tidak memungkinkan untuk 
mengoperasikan PLTD sendirian, baik secara teknis 


maupun finansial. 


PLTS disisi lain juga masih dibutuhkan untuk mendorong 
produktivitas masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan biaya 
operasional dan perawatan PLTS di usaha produktif akan 
mampu bersaing dengan biaya energi listrik PLN. Alasan di 
atas sangat bermanfaat untuk pemanfaatan PLTS di level 
individu dan rumah tangga yang mempunyai nilai 
ekonomi, sebab pemerintah hanya memberikan subsidi 
listrik PLN untuk kegiatan perekonomian hingga 5.500 VA. 
Sedangkan total daya untuk usaha produktif di Desa Sungai 
Rambut sebesar 19.900 WP. Selain itu lazim di daerah 
terpencil bahwa layanan listrik PLN belum mampu 
memenuhi kebutuhan listrik selama 7x24 jam secara penuh. 
Hal ini akan menghambat operasional usaha produktif yang 
membutuhkan listrik secara terus menerus dalam tujuh hari 
seminggu. Listrik yang tidak mengalir konsisten berpotensi 
merusak peralatan usaha produktif. 


Strategi Mitigasi Berbasis Budaya 


Perjalanan mencapai dampak-dampak baik bagi 
masyarakat lokal tersebut tidak semulus jalanan kota, 
namun lebih mirip terjalnya jalanan desa di sana. Masalah 
dalam pendekatan ke warga dan konflik lama yang muncul 
kembali selalu mengiringi prosesi kegiatan seperti yang 
telah diceritakan pada sub-bab sebelumnya. Karenanya 
Konsorsium mengatasinya dengan berbagai mitigasi yang 
tetap bersahabat bagi masyarakat setempat. Sebisa mungkin 
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tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses mitigasi 
mengingat sifat inklusif dalam advokasi menuntut 
Konsorsium untuk tetap merangkul semua pihak. 
Dilakukankan strategi yang berdasar pada adat dan budaya 
setempat. Dengan begitu tiap anggota masyarakat akan 
menerima nilai-nilainya sebagai bagian dari keseharian 
mereka sendiri. 


Konsorsium merekrut tenaga ahli rekonsiliasi untuk 
membantu membaca dan menganalisis situasi terutama di 
daerah Jorong Tandai yang memiliki peta masalah 
kompleks. Sebelum itu telah dilakukan audiensi dengan 
masyarakat di empat jorong di tanggal 14 April 2017, lalu 
kunjungan dalam rangka pendekatan intensif pada para 
Ninik-Mamak dan tokoh masyarakat untuk meminta 
dukungan pada 23-26 April 2017. Proses audiensi serta data 
dan analisis dari para tenaga ahli digunakan untuk 
menyelenggarakan dialog antara Kerapatan Adat Nagari 
(KAN) Lubuk Gadang Timur dengan masyarakat di empat 
jorong. Metode rekonsiliasinya memang berfokus pada 
dialog serta mendengarkan para pihak, baik pendukung 
maupun penolak program, termasuk aktor formal dan 
informal di tingkat nagari. Tokoh masyarakat dari keempat 
jorong baik yang mendukung maupun menolak hadir 
dalam dialog pada 24 Agustus 2017. Hasilnya untuk 
sementara tercipta suasana di Jorong Tandai Bukik Bulek 
yang lebih kondusif. Setelah prosesi itu proses rekonsiliasi 
terus berlanjut, pembacaan kondisi sosial secara aktual di 
empat Jorong Tandai intensif dilakukan. 


Satu bulan sesudahnya, dialog kembali dilaksanakan di 
Jorong Tandai sebagai forum musyawarah besar terakhir 
yang melibatkan para stakeholder kunci Konsorsium guna 
mengklarifikasi berkembangnya isu negatif yang 
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berkembang di Jorong Tandai. Dialog besar pada 29 
September 2017 tersebut memunculkan adu argumentasi 
yang hebat antara KAN bersama camat, dengan para aktor 
penolak program. Beberapa kali terdengar ancaman lisan 
dari aktor penolak pada kelompok pendukung program. 
Namun akhirnya karena keterlibatan KAN sebagai pondasi 
adat dan budaya yang sangat dihormati di Sumatera Barat, 
para aktor penolak justru mendapat tekanan secara kultural 
yang membuat mereka pada akhirnya melunak. Dalam 
konteks ini konsorsium melihat bahwa para aktor penolak 
tak kuasa berbenturan dengan nilai-nilai budaya yang 
mereka yakini selama ini, hal ini menunjukkan bahwa 
penolakan yang mereka lakukan masih sebatas reaksi 
emosional, bukan didasarkan pada penolakan substansial 
terhadap proyek energi baru terbarukan. Sebaliknya, para 
penerima manfaat program juga semakin bersungguh- 
sungguh untuk berniat menjalankan program. Program 
yang tadinya dihentikan pun kemudian kembali 
dilanjutkan. Bukan hanya karena ada rasa kesungguhan 
dari penerima manfaat di Jorong Tandai Bukik Bulek, tapi 
juga karena adanya dukungan penuh dari lembaga adat 
KAN serta seluruh perangkat pemerintah daerah. Di sini 
kita bisa melihat bahwa pendekatan mendasar ke sang 
pemilik kuasa adat dan budaya bisa menggerakkan 
masyarakat karena mereka menganggap apa yang pemuka 
adat katakan adalah keharusan. Program yang diterima oleh 
pemuka adat adalah bagian dari keseharian mereka yang 
baru. 
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4.4 Identifikasi Dampak Lingkungan dan Mitigasinya 


Limbah Instalasi PLTS 


Limbah Baterai 


Baterai umumnya tersusun atas tiga komponen pokok, 
yaitu anoda sebagai kutub positif, katoda sebagai kutub 
negatif dan larutan/ pasta penghantar listrik. Kualitas 
baterai biasanya diukur dari kestabilan arus yang 
dihasilkan, di mana hal ini tergantung dari kepadatan 
energi baterai dan umur pakainya. Baterai kering primer, 
yaitu baterai sekali pakai, batang anoda biasanya terbuat 
dari karbon dan sebagai katoda digunakan seng (Zn) 
dengan elektrolit berupa pasta campuran dari serbuk 
karbon, MnO2, dan NHZ4CI. Tahun 1990-an, penggunaan 
merkuri (Hg) sebagai anoda pengganti karbon marak 
digunakan. Baterai basah, sebagai penghantar listrik 
digunakan larutan asam encer, dengan anoda karbon 
dan katoda timbal (Pb). Prinsipnya, baterai merubah 
energi kimia menjadi energi listrik. Hasil dari reaksi 
kimia ini akan menyisakan residu logam dan asam atau 


basa yang merupakan limbah B3. 


Perkembangan teknologi telah memungkinkan 
diciptakannya baterai yang dapat diisi ulang 
(rechargeable), sehingga masa pemakaian baterai akan 
lebih panjang. Penggunaan baterai isi ulang sebagai 
pengganti baterai sekali pakai mengurangi jumlah 
limbah baterai di lingkungan. Baterai modern juga 
diproduksi dengan kadar logam berat yang lebih rendah. 
Perkembangan teknologi sudah memungkinkan untuk 
memproduksi baterai tanpa kandungan merkuri. Baterai 
kering generasi kedua yang sudah dapat diisi ulang, 
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menggunakan anoda kadmium (Cd) dan katoda nikel 
(Ni) dengan elektrolit berupa pasta alkaline sodium 
hidroksida (NaOH). Baterai jenis ini sering disebut 
sebagai baterai Nikel-alkaline. Baterai generasi 
berikutnya menggunakan Lithium (Li) sebagai 
katodanya, dan Cu dengan grafit sebagai anodanya dan 
garam littum yang dilarutkan dalam pelarut organik 
sebagai elektrolitnya. Baterai ini memiliki kepadatan 
energi yang tinggi, umur baterai yang panjang dan dapat 
diisi berulang kali. Baterai litium, sering disebut sebagai 
baterai Li-ion, saat ini banyak digunakan pada berbagai 
peralatan elektronik, telepon-pintar (smartphone) dan 
berbagai gawai (gadget) modern, serta sebagai 
penyimpan listrik pada instalasi pembangkit listrik 
tenaga surya (PLTS). Baterai yang berbasis Litium-ion, 
selain dapat diisi ulang juga mempunyai kapasitas 
penyimpannya daya yang lebih besar sehingga dapat 
dipergunakan lebih lama. Baterai-baterai semacam ini 
yang digunakan untuk menyimpan listrik dari sel surya 
(PV-cell). Di antara baterai modern yang ada, baterai 
Litium Ion (Li-ion) merupakan baterai yang paling 
banyak dipakai karena kepadatan energinya yang tinggi, 
waktu pakai yang panjang (high life-cycle) dan efisiensi 
tinggi?. Jenis anoda, katoda, elektrolit dan casing untuk 
ketiga jenis baterai di atas dapat dilihat pada Tabel 8. 


83 Nitta, N., Wu, F., Lee, J.T., dan Yushin, G., 2015, Li-ion battery Materials: 
Present and Future, Materials Today, Vol. 18, Issue 5, June 2015, hlm. 252-264 
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Tabel 8 Karakteristik Baterai Primer Pb, 
Baterai Ni dan Baterai Li-ion® 


Komponen 


Sel/Jenis Baterai Pb-asam Ni-MH Li-ion 


Katoda PbO2 Ni(OH)2 LiMO2 

Plat katoda/foil Pb Ni foam Al 

Anoda Pb MH(AB5) Grafit 

Plat anoda/ foil Pb Ni-plated steel Cu 

Elektrolit H2SO4 KOH Pelarut organic + 
LiPF6 

Separator PE atau PVC Poliolefin PE/PP 

dengan silika 
Casing sel PP Stainless steel Bermacam-macam 


(logam atau lapisan) 


PP = polipropilen; PVC = polivinilklorida; PE= polietilen 


Limbah baterai mengandung logam berat dalam 
konsentrasi tinggi, seperti timbal (Pb), merkuri (Hg), 
mangan (Mn), nikel (Ni), kadmium (Cd) dan lihitum (Li), 
dan karenanya dikategorikan sebagai limbah B3. Baterai 
bekas yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) akan mengalami proses peruraian oleh alam (air, 
udara, bakteri, asam dan bahan-bahan kimia lain dari 
peruraian sampah) dan logam-logam beratnya akan 
mencemari tanah, air tanah, sungai dan lingkungan 
sekitar lainnya. Merkuri yang terurai menjadi bentuk ion 
merkuri karena berkontak dengan air atau asam dalam 
waktu lama, akan sangat mudah bereaksi dengan 
senyawa organik di lingkungan membentuk 
alkilmerkuri atau arilmerkuri. Senyawa ini masuk ke 
badan manusia melalui rantai makanan - terutama 
melalui air dan tanaman. Senyawa alkil dan aril merkuri 
sangat berbahaya bagi manusia karena sifatnya yang 


84 Gaines, L., 2014, The Future of Automotive Lithium-Ion Battery Recycling: 
Charting a Sustainable Course, Sustainable Materials and Technologies, vol. 1 -2 
(2014), hlm. 2-7 
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toksik, dengan gejala akut berupa mual, diare berdarah 
yang dapat berakhir dengan kerusakan sistem syaraf, 
gagal ginjal dan kematian. Pelepasan kadmium dari 
baterai ke lingkungan akan dapat mengkontaminasi 
tanah dan air, dan melalui rantai makanan dapat masuk 
ke tubuh manusia, mengakibatkan tekanan darah tinggi, 
anemia, kerusakan lambung, hati dan ginjal, kerapuhan 
tulang dan kelumpuhan. Di samping itu, keracunan 
kronis kadmium dapat menyebabkan emfisema 
(penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan 
kerusakan pada kantung udara di paru-paru), 
osteomalasia (pelunakan tulang). Keracunan mangan 
dapat berakibat pada halusinasi, insomnia, keracunan 
syaraf dan gejalan skizoprenia, serta pelemahan otot. 
Timbal bebas yang masuk ke dalam tubuh manusia 
dapat menyebabkan gagalnya fungsi ginjal dan fungsi 
reproduksi. 


Sampai saat ini, belum ada upaya serius dari pemerintah 
maupun masyarakat untuk mengelola limbah baterai ini 
dengan baik dan aman. Cara yang paling sederhana, 
yakni mengumpulkan baterai bekas dengan cara yang 
benar dapat meminimalkan resiko dan dampak negatif 
baterai bekas pada lingkungan dan manusia. Indonesia, 
pada umumnya baterai bekas dibuang begitu saja oleh 
masyarakat ke tempat sampah, bercampur dengan 
sampah plastik, logam dan sampah organik basah. 
Pengumpulan limbah baterai di tempat-tempat khusus 
yang disediakan oleh pemerintah maupun komunitas, 
misalnya di gudang khusus, dititipkan di pos ronda/ pos 
keamanan, atau tempat lain masih belum banyak 
dilakukan. 


149 


Limbah Modul Sel Surya (PV-cell) 


Pembuangan dan pemanfaatan kembali (recycling dan 
recovery) modul-modul sel surya bekas menjadi salah 
faktor kunci pertumbuhan dan keberlanjutan PLTS. Ada 
dua metode berbeda untuk pemungutan dan 
pemanfaatan kembali bahan-bahan berharga yang ada 
pada modul-modul sel surya bekas, yakni metode termal 
dan metode mekanis. Aplikasi dari metode tersebut 
tergantung dari keberadaan silikon dalam modulnya. 
Jika tidak terdapat silikon dalam modul, seluruh panel 
dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya 
kembali (proses dismantling) dengan proses thermal 
dibantu dengan bahan kimia. Metode mekanis adalah 
metode pemisahan modul sel surya bekas menjadi 
komponen-komponennya, misalnya memisahkan frame 
aluminium, kaca/gelas pelindung modul, silikon dan 
logam (misalnya perak (Ag)) serta tembaga pada 
konektor-konektor listrik yang menghubungkan sel-sel 
PV. Pemisahan secara mekanis dilakukan dalam 2 
tahapan. Pertama, sebuah mesin khusus digunakan 
untuk melepaskan modul dari lapisan gelas di atasnya. 
Gelas ini selanjutnya dapat dihancurkan dan dijual. 
Tahap kedua adalah melepas sel PV dari bahan-bahan 
plastik pelindungnya, menyisakan tembaga (Cu), serbuk 
silikon (Si) dan bahan-bahan plastik pelindungnya. 


Kinerja proses termal dan mekanis biasanya diukur 
dalam efisiensi, dengan nilai batas di atas 90%, atau 
dalam massa bahan berharga yang dapat di recovery. 
Sejumlah 19,6 kg material dapat diekstraksi dari PV 
sebuah modul bekas sebanyak 10 kg. Hasil ekstraksi ini 
didaur ulang untuk mendukung produksi komponen 
pada modul PV baru atau lainnya. Serbuk silikon 
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digunakan dalam indutri foundry (peleburan logam) besi 
(cast iron). Serbuk silikon ini tidak dapat lagi digunakan 
sebagai bahan baku sel PV yang baru. Sejumlah riset 
sedang dilakukan untuk mendapatkan metode atau 
proses untuk memungut kembali perak (Ag) dari serbuk 
silikanya. Logam-logam ini, dalam bentuk pasta, 
menutup sel-sel PV sampai lebih dari 4%. Meskipun 
demikian, proses ekstraksi akan memberikan nilai 
tambah untuk menutup biaya pengumpulan modul- 
modul yang sudah kadaluarsa. Plastik-plastik pelindung 
yang terkumpul dapat diproses ulang lagi menjadi 
wadah-wadah dan bejana-bejana plastik. 


Beberapa proses penguraian modul bekas secara 
mekanis (dismantling), misalnya pelepasan frame 
aluminium dan gelas pelindung PV mungkin dapat 
dilakukan oleh komunitas atau kader hijau yang sudah 
dididik terlebih dahulu. Proses-proses recovery material 
berharga lain seperti perak (Ag) yang melibatkan bahan 
kimia dan panas harus dilakukan secara profesional oleh 
perusahaan yang berizin. 


Urban Mine dan Perkembangannya 
Pengertian Urban Mine 


Seiring dengan perkembangan populasi yang tumbuh 
secara eksponensial, kebutuhan sumberdaya untuk 
menopang kebutuhan manusia juga makin meningkat 
sebanding dengan jumlah populasi. Sementara, 
sumberdaya bumi jumlahnya terbatas dan semakin lama 
semakin sedikit akibat dieksploitasi terus menerus. 
Sebagai gambaran, stok logam dunia saat ini sudah 
separuhnya ditambang untuk memenuhi tuntutan 
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kebutuhan. Urban mine merupakan sebuah konsep untuk 
'menambang bahan-bahan berharga dari bahan-bahan 
yang dibuat oleh manusia dan saat ini tidak lagi 
digunakan atau menjadi bahan buangan. Sehingga 
sumberdaya yang mengandung bahan berharga ini 
bukan lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai 
sumber bahan baku. Sumber-sumber ini dapat berada di 
landfill (timbunan sampah kota), bekas-bekas 
bangunan/infrastruktur, alat-alat listrik dan barang- 
barang elektronik bekas, limbah otomotif/ mobil bekas, 
alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Eksploitasi yang 
berpotensi menghabiskan sumberdaya alam dengan cara 
ini dapat ditekan atau diminimalkan lajunya. Tergantung 
dari jenis limbahnya dan material yang akan di-recovery, 
berbagai macam teknik dan teknologi proses recovery 
dapat diterapkan. Di antara berbagai jenis urban mine, 
pemungutan logam berharga dari limbah elektronik dan 
alat-alat listrik merupakan salah satu yang dipandang 
sangat potensial. Di antara limbah elektronik yang ada, 
limbah baterai khususnya baterai Nikel-Cadmium dan 
baterai Litium merupakan limbah yang berpotensi di- 
“urban mine’-kan mengingat sangat terbatasnya jumlah 
logam tersebut di alam 


Penerapan dan Perkembangan Urban Mine 


Pengambilan atau penambangan kembali logam atau 
material berharga dari limbah/bahan buangan menjadi 
trend industri baru di banyak negara maju. Salah satu 
sumber bahan baku potensial untuk usaha ini adalah 
limbah elektronik. Limbah ini merupakan salah satu jenis 


85 Park J.K., Mahoney J., Clark T., Krueger, N., 2017, A Review of Urban Mining 
in the Past, Present and Future, Adv. Recycling Waste Management, 2:127. 
doi:10.4172 /2475-7675.1000127 
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limbah dengan pertumbuhan tercepat didunia. Timbulan 
limbah elektronik di Amerika Serikat, pada tahun 2010an 
meningkat sebesar 2% sedangkan di Uni Eropa sebesar 3 
- 5% per tahun dengan rata-rata per kapita sebesar 14-15 
kg per tahun. Peningkatan ini 3 kali lebih besar 
dibandingkan dengan timbulan rata-rata limbah padat 
perkotaan (municipal solid waste). Sementara di negara 
berkembang termasuk Indonesia, timbulan sampah 
elektronik diperkirakan kurang dari 1 kg per kapita per 
tahun, meskipun data resmi belum ada®*. Tahun 2010-an, 
diperkirakan ada sebanyak 3 milyar peralatan elektronik 
dan elektrik yang dibuang sebagai limbah. Secara global, 
timbunan limbah elektronik dunia mencapai 20 - 50 juta 
ton per atau sekitar 5% dari sampah kota pada tahun 
2010-an. Diperkirakan pada tahun 2015an, jumlah ini 
akan meningkat menjadi 40 - 70 juta ton per tahun”. 


Limbah elektronik, didalamnya termasuk limbah baterai 
dan PCB dikategorikan sebagai limbah B3. Meskipun 
demikian, limbah ini mengandung material bernilai 
tinggi dengan konsentrasi yang cukup besar dan bentuk 
yang lebih murni, dibandingkan jika di tambang dari 
alam. Beberapa material bernilai tinggi yang potensial 
untuk di-recovery antara lain: perak, emas, platina, litium 
dan beberapa logam tanah jarang (rare earth element) 
seperti lanthanum, scandium, ytrium, serium, 
neodymium dan lain-lain. Peluang usaha ini ditangkap 
di berbagai negara maju di Amerika, Uni Eropa dan 


86 Wahyono, S., 2013, Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam 
Lingkup Global dan Lokal, Jur. Teknologi Lingkungan, vol 14 no. 1 (2013), hlm. 


87 UNEP, 2011, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
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beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea dan China. 
Pasar limbah elektronik ini terus meningkat dari tahun 
ke tahun, dari 7,2 milyar US$ pada 2004 menjadi 11 
milyar US$ pada 2009, dengan tingkat pertumbuhan 
8,8% per tahun. 


Pengelolaan Limbah PLTS dan Kaitannya dengan Urban Mine 
Urban Mine: Pemrosesan Limbah Elektrik dan Elektronik 


Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 16, sampai saat 
ini baterai masih merupakan produk yang paling banyak 
didaur dan diproses ulang, di antara produk-produk 
lain. 
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0% Lead-Acid Tires Paper Aluminum Glass Solid 
Batteries Cans Waste 


Gambar 27 Berbagai Macam Produk yang Didaur Ulang? 


Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, 
pengambilan kembali (recovery) bahan-bahan berharga 
dari limbah elektronik, termasuk limbah baterai, harus 
dilakukan dengan sangat hati-hati dan menggunakan 
teknologi yang memadai. Sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya, limbah elektronik merupakan limbah B3 
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dikarenakan kandungan bahan-bahan yang ada di 
dalamnya, seperti logam berat, polimer dan asam. 
Sebagai ilustrasi, proses pengolahan baterai basah bekas 
(aki) dengan pelelehan akan dihasilkan emisi gas dengan 
kandungan timbal (Pb) yang tinggi dan dioksin. Di 
samping itu, larutan asam yang menguap juga berbahaya 
bagi kesehatan. Pengolahan dengan cara ekstraksi 
menggunakan asam, akan meluruhkan Hg, Pb, kromium 
(Cr) dan kadmium (Cd) dan dioksin, yang jika tidak 
sangat hati-hati dalam penanganan akan berpotensi 
mencemari air dan tanah. 


Gambar 29 mengilustrasikan contoh daur ulang limbah 
baterai Pb yang sudah banyak dipraktikkan oleh industri 
di berbagai negara. Skema yang mirip/sejenis dapat 
diterapkan untuk jenis baterai yang lain, dengan 
perbedaan pada jenis bahan kimia dan kondisi proses 
yang digunakan. 


Jumlah industri pengelolaan dan pengolahan limbah 
elektronik yang berizin dan berlisensi di Indonesia masih 
sangat terbatas. Umumnya perusahaan tersebut hanya 
berlisensi untuk mengumpulkan dan mengangkut ke 
tempat penampungan limbah, tetapi tidak memiliki 
kemampuan untuk mengolah dan me-recovery bahan 
berharga dari limbah tersebut. Perusahaan yang 
memiliki izin untuk dismantling limbah elektronik 
(meliputi pencopotan dan penguraian limbah menjadi 
bagian-bagian, serta me-recovery bahan berharga yang 
ada) masih sangat sedikit (2), dibandingkan dengan 
negara tetangga misalnya Malaysia (16 fasilitas besar dan 


89 Robinson, B.H., 2009, E-waste: An assessment of global production and 
environmental impacts, Science of The Total Environment, Vol. 408, Issue 2, 20 
December 2009, hlm. 183-191 
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138 fasilitas kecil), Thailand (30 fasilitas) dan Jepang (49 
fasilitas)”. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya 
belum tercukupinya bahan baku limbah elektronik yang 
diolah, sehingga belum ekonomis untuk dioperasikan. 


Recycling for a Better Environment: i 
TRANSPORTATION g- At the recycling facility, used batteries 


‘The same network that distributes new are broken apart and separated into 
batteries also safely collects and returns yr components to begin the recycling process. 
used batteries for recycling. 


ELECTROLYTE: ELECTROLYTE: 
OPTION 1 OPTION 2 


NEW BATTERY 


Source: Battery Council Insrrmtnonal 


Gambar 28 Contoh Skema Berbagai Pilihan Proses Daur 
Ulang Limbah Batre Pb”! 


90 Park dkk., 2017 
91 Gaines, 2014 


156 


Mengenal Baterai pada Instalasi PLTS 


Baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik 
pada instalasi PLTS harus baterai yang mampu diisi 
ulang. Di antara berbagai baterai isi ulang yang ada, 
baterai Li-ion merupakan baterai yang paling potensial 
digunakan mengingat kapasitas penyimpanannya yang 
besar (kepadatan energi listriknya tinggi), mampu diisi 
ulang berulang kali dan umur baterai yang relative 
panjang (high life-cycle). Gambar di bawah menunjukkan 
gambar susunan baterai Li-ion pada umumnya. 


Cathode Cover Cathode Lead 
a Safety Vent 
e 2 


>a f 2 
| 
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Gasket 


N 
.. Insulator 


Insulator / 
aa, Anode j / Anode / 
Cener Pin / Contaner/ Catote//. Lead “pag 


Gambar 29 Struktur Baterai Litium Ion Bentuk Silinder”? 


Katoda pada baterai Litium-ion biasanya berupa 
lembaran aluminium yang dilapisi dengan campuran 
garam litium, karbon dan polivinilideneflouride (PVdF) 
sebagai pengikat (binder). Garam litium yang digunakan 
dapat berupa Litium-Cobalt Oksida (LiCoO) atau 
kombinasi Litium-Nikel-Mangan-Cobalt Oksida 


2 Nishi, Y., 2001, The Development of Litium Ion Secondary Batteries, The 
Chemical Record, 1, hlm. 406-413 
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(LiNi1/3MnCo1/30). Sebagai anoda umumnya 
digunakan tembaga (Cu) yang dilapisi dengan karbon 
grafit dengan PVdF sebagai pengikat. Sebagai elektrolit 
digunakan garam LiPF6 yang dilarutkan dengan pelarut 
organik, misalnya dimethilkarbonat (DMC) atau 
etilenkarbonat (EC). Garam litium lain yang dapat 
digunakan sebagai elektrolit di antaranya: LiAsF6, 
LiCIO4, LiBF4°. 


Litium merupakan unsur kimia yang jumlahnya sedikit 
di alam, sehingga usaha-usaha untuk recovery litium dari 
baterai Li-ion bekas saat ini sedang intensif dilakukan. Di 
samping itu, pembuangan baterai Li-ion secara 
sembarangan juga berbahaya karena potensi terlarutnya 
logam-logam berat berbahaya (Li, Co, Ni, Mn), asam dan 
pelarut organik oleh air. 


Konsep Pengelolaan Limbah PLTS (Baterai dan Modul) di 
Tingkat Komunitas 


Karena mengandung limbah logam berat dan bahan- 
bahan kimia terkategori B3, limbah baterai PLTS dilarang 
untuk dibakar/ di-insinerasi. Pembakaran limbah baterai 
akan menghasilkan uap logam dan gas-gas yang toksik 
dan berdampak baik kronis maupun akut ke manusia 
dan mahluk hidup lainnya. Uap Litium (Li), Cobalt (Co), 
Mangan (Mn) dan Nikel (Ni) serta uap Fluorida (F) yang 
ada pada baterai sangat berbahaya jika terhirup. Limbah 
ini juga tidak diperbolehkan untuk dikubur/ditimbun 
dalam tanah tanpa dibungkus secara khusus terlebih 
dahulu. Kontak jangka panjang limbah baterai dengan 


% Bankole, O.E., C.X. Gong and L.X. Lei, 2013, Battery Recycling Technologies: 
Recycling Waste Lithium Ion Batteries with the Impact on the Environment In- 
View, J. Env. Ecology, 4(1) 
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air di dalam tanah dapat mengakibatkan terlarutnya 
logam-logam berat tersebut dan pelarut organiknya 
kedalam air dan mencemari air tanah. Namun jika 
limbah baterai ini dapat dikumpulkan dan disimpan 
sementara secara khusus dan terkelola dengan baik 
tanpa tercampur dengan limbah-limbah lain, maka ada 
peluang recovery logam berat yang berharga, seperti Li, 
Ni dan Co serta beberapa bahan kimia lain melalui 
industri/ usaha urban mining. Gambar 31 
mengilustrasikan rangkaian proses pengolahan dan 
recovery limbah baterai Litium ion. 


Beberapa metode dan pilihan pengelolaan limbah baterai 
dari instalasi PLTS di antaranya: 


a. Daur ulang beberapa komponen baterai oleh usaha 
kecil/ menengah khusus. Beberapa metode recovery 
logam-logam berharga dalam baterai seperti Pb pada 
baterai basah (aki) dan Ni mungkin untuk dilakukan. 
Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa proses recovery 
ini membutuhkan teknologi khusus dan 
pengoperasian yang hati-hati. Untuk limbah baterai 
Li-ion, proses recovery-nya akan lebih rumit dan 
sampai saat ini masih dalam tahap penelitian dan 
pengembangan. Jika terdapat industri kecil khusus 
pengeolahan baterai yang berlisensi, dapat memenuhi 
standar produksi bersih dan baku mutu buangan 
sesuai yang dipersyaratkan, pilihan ini menjadi cara 
yang menarik untuk dipertimbangkan. Jika tidak, 
usaha kecil/menengah ini hanya bertugas untuk 
menampung dan menyimpan sebelum dikirimkan 
atau diambil oleh pihak kedua, yaitu perusahaan yang 
berhak/berlisensi mengelola dan mengolah limbah 
B3. 
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b. Dikumpulkan dan diolah oleh industri menengah 
atau besar yang berkecimpung khusus dalam 
pengolahan dan recovery limbah-limbah logam berat 
dan bahan berbahaya. Jika jalur ini yang dipilih, maka 
yang diperlukan adalah sosialisasi dan praktik baik 
pengumpulan dan penyimpanan limbah baterai 
sementara di tingkat masyarakat. Jalur ini dapat 
dipilih jika jumlah limbah baterai yang terkumpul 
cukup banyak dan secara ekonomi layak dilakukan. 
Pengelolaan limbah ini sampai transportasinya ke 
industri pengolah dapat dilakukan oleh 
komunitas /lembaga/ unit usaha yang kompeten. 

c. Limbah baterai yang terkumpul dikirim ke negara 
yang memiliki keahlian dan fasilitas khusus untuk 
penanganan dan pengolahan limbah kimia dan logam 
berat berbahaya. Pengiriman ini umumnya dilakukan 
dalam jumlah besar sekaligus, dan harus memenuhi 
persyaratan konvensi basel. Oleh karena itu, 
manajemen pengumpulan dan penyimpanan 
sementara limbah ini harus dilakukan di dalam negeri 
oleh lembaga profesional yang terawasi dengan baik 
dan berlisensi. Jalur ini kemungkinan kecil dapat 
diterapkan di tingkat komunitas. 

d. Enkapsulasi limbah baterai, yaitu membungkus 
limbah dengan bahan non-permeabel khusus, 
dilakukan jika metode (a) sampai (c) di atas tidak 
mungkin dilakukan. Limbah yang sudah di- 
enkapsulasi kemudian dikubur dalam tanah non- 
permeable atau di bawah laut sampai waktu tertentu 
sebelum dapat dilakukan proses 
pengolahan/recovery, atau disimpan selamanya di 
tempat tersebut. Praktik ini hanya dapat dilakukan 
oleh lembaga profesional atau badan usaha 
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profesional yang ditunjuk oleh negara atau oleh 
lembaga yang berkompeten. Untuk limbah baterai Li- 
ion, enkapsulasi sementara mungkin untuk dilakukan 
sebelum ditemukannya teknologi proses recovery Li- 
ion yang secara ekonomi layak. 


Konsep dan praktik pengelolaan limbah B3 (termasuk 
baterai) saat ini di Indonesia sudah cukup baik, yakni 
diserahkan kepada pihak penyedia jasa pengelolaan 
sampah/limbah B3 yang sudah memenuhi standar 
manajemen limbah, yaitu WMI - Waste Management 
Indonesia. Sebagian komponen baterai akan didaur ulang, 
sementara komponen lain yang tidak dapat di-recovry, 
misalnya kadmium akan distabilkan dan kemudian 
dienkapsulasi dan dikubur dengan metode yang sesuai 
dengan standar manajemen limbah agar tidak 
mencemari air tanah. 

Pengelolaan modul PV bekas dapat dilakukan oleh 
komunitas dengan prinsip yang sama seperti 
pengelolaan limbah baterai. Beberapa proses pemisahan 
mekanis (dismantling) modul PV bekas kemungkinan 
dapat dilakukan oleh masyarakat, dan bahan-bahan 
yang terpungut (misalnya frame aluminium, plastik dan 
seruk silika - jika memungkinkan) dapat dimanfaatkan 
atau dijual. Sedangkan recovery menggunakan metode 
termal dan bahan kimia untuk memungut logam-logam 
berharga seperti tembaga (Cu) dari silikon, harus 
dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin 
mengelola dan mengolah B3. 
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Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah 


Untuk PLTS skala kecil di komunitas, apalagi di wilayah 
yang sulit dijangkau, jalan terbaik untuk mengelola 
limbah baterai PLTS adalah menyimpannya untuk 
sementara. Penyimpanan dapat dilakukan secara kolektif 
di sebuah tempat yang dikelola oleh organisasi pengelola 
PLTS atau oleh Kader Hijau yang telah memahami 
dengan baik dampak limbah baterai dan metode 
pengelolaannya. Penyimpanan limbah baterai harus 
memperhatikan beberapa faktor, di antaranya: 


1. Baterai tidak terkontak dengan air atau cairan, dan 
dengan sampah. 

2. Baterai disimpan di tempat terpisah, tidak 
bercampur/bertumpuk dengan alat-alat rumah 
tangga atau alat-alat lain. 

3. Sebaiknya baterai disimpan dalam keadaan 
terbungkus plastik. 

4. Tempat penyimpanan limbah baterai tidak mudah 
untuk dijangkau anak-anak. 


Limbah baterai dapat dijual atau ditukar-tambah dengan 
baterai baru di tempat penyedia baterai. Pengelola PLTS 
sebelumnya harus sudah memahani jalur pembuangan/ 
pemanfaatan limbah baterai ini ke pengumpul atau ke 
industri daur ulangnya (jika ada), untuk menghindari 
penumpukan dan pembusukan limbah baterai di lokasi 
penyimpanan. 
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Dampak PLTS ke Lingkungan 


Penurunan Emisi Karbon 


Emisi karbon pada instalasi PLTS praktis tidak ada 
karena tidak ada proses pembakaran senyawa karbon 
yang dilakukan untuk mendapatkan energi. Emisi 
karbon tambahan yang mungkin timbul berasal dari 
aktivitas produktif yang menggunakan pembakaran 
senyawa karbon (misalnya kayu, minyak atau gas) 
sebagai sumber energinya, di mana aktivitas ini terjadi 
karena adanya penyediaan listrik dari PLTS. Timbulnya 
industri mikro dan kecil makanan (contohnya keripik, 
abon ikan dan lain-lain) dapat terjadi karena tersedianya 
penerangan yang cukup di dalam rumah oleh PLTS. 


Penurunan emisi karbon dengan masuknya PLTS jelas 
akan terjadi jika suplai listrik di wilayah tersebut 
sebelumnya menggunakan generator listrik (genset) 
berbahan bakar minyak. Emisi karbon pada PLTS terjadi 
di industri pembuatan logam silikon monokristal atau 
silicon polikristal yang merupakan bahan dasar untuk sel 
surya. Emisi karbon juga terjadi pada proses pembuatan 
sel surya, di mana berbagai proses kimia-fisis yang 
terjadi, misalnya penguapan dan deposisi, pencampuran 
logam dan pelapisan pelindung, umumnya 
membutuhkan suplai energi yang cukup besar. 
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Dampak Terhadap Lingkungan Biotik dan Abiotik 


Dampak langsung instalasi PLTS terhadap lingkungan 
biotik dan abiotik terutama terjadi karena adanya 
perubahan kontur lahan (minimal), tata lingkungan dan 
perubahan pola hidup masyarakat setelah adanya listrik 
PLTS. Perubahan lingkungan biotik dan abiotik lebih 
dominan merupakan akibat dari perubahan tata nilai dan 
gaya hidup dan pola interaksi di masyarakat setelah 
masuknya PLTS. Dampak ini dapat positif, jika 
masuknya PLTS mampu merubah mindset dan 
menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai 
contoh, akses informasi melalui gawai dan smartphone 
terkait kerusakan lingkungan (kebakaran, banjir, 
kekeringan, merebaknya hama dan penggundulan 
hutan) dan dampaknya terhadap manusia menjadi 
makin mudah diperoleh dengan adanya suplai listrik 
yang lebih terjamin. 


Dampak Terhadap Sosial Budaya 


Adanya suplai listrik dari PLTS dengan waktu yang lebih 
panjang memungkinkan masyarakat untuk bekerja dan 
berinteraksi lebih lama dan lebih luas. Perubahan 
terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat sangat 
mungkin terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak 
langsung dari adanya interaksi yang lebih intens dan 
akses informasi yang lebih luas melalui gawai (gadget) 
maupun media elektronik lain (TV dan radio). Seperti 
juga dampak terhadap lingkungan, akses informasi yang 
lebih baik sangat mungkin akan merubah mindset, cara 
pandang dan kesadaran masyarakat serta pada akhirnya 
sikap masyarakat atas berbagai isu yang berkembang. 
Perubahan tatanan sosial ekonomi juga mungkin terjadi 
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seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi 
produktif di masyarakat akibat adanya suplai listrik yang 
lebih terjamin. 


4.5 Kelembagaan Sosial dan Standar Teknologi 


Kelembagaan Sosial 


Merujuk pada urgensi kondisi sosial masyarakat dan upaya 
merespons dinamika sosial dan lingkungan yang telah 
diungkapkan pada bagian advokasi perubahan sosial dan 
lingkungan di atas, maka upaya selanjutnya adalah 
mendorong untuk mempertahankan pengembangan 
kelembagaan yang berproses dari bawah ke atas (bottom-up). 
Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini. 
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Terbatas Spektrum Kemanfaatan Luas 


Gambar 31 Spektrum Kelembagaan Sosial PLTS 


Gambar di atas menggambarkan dua spektrum sosial proyek 
energi baru terbarukan PLTS yakni pengelolaan dan 
kemanfaatan. Keduanya mempunyai dimensi ukuran yang 
berbeda pada spektrum pengelolaan dikenal ukuran tinggi 
dan rendah sedangkan pada spektrum kemanfaatan 
terdapat ukuran terbatas dan luas. Kedua spektrum tersebut 
akan bertemu akan membentuk tiga takaran kelembagaan 
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PLTS, yakni activity, productivity, dan sustainability. 
Ketiganya menciptakan ikatannya sendiri seiring dengan 
dinamika yang dialami oleh masyarakat. 


Pertama, menyepakati nilai-nilai, norma kesepahaman 
terkait dengan upaya penjaminan kegiatan (activity), yakni 
bagaimana masyarakat mampu mengelola proyek energi 
baru terbarukan tersebut menjadi sebuah kegiatan bersama. 
Aspek kegiatan secara tidak langsung menjadi dasar, 
sekaligus pembuktian dukungan masyarakat terhadap 
pengelolaan proyek yang dilakukan konsorsium pada 
tingkat yang terendah sekaligus mempunyai spektrum 
kemanfaatannya masih terbatas. Pada tingkat ini, kepatuhan 
untuk membuat pertemuan rutin, dan pembagian kerja di 
masyarakat adalah sebuah wujud atas kesepahaman 
pengelolaan kegiatan di masyarakat. 


Kedua, mengembangkan produktivitas (productivity) atas 
kegiatan yang telah dilakukan, aspek kedua ini 
mengandaikan bahwa tidak cukup hanya mempertahankan 
kegiatan (activity), akan tetapi harus digeser menuju sebuah 
produktivitas tertentu. Misalnya, proyek PLTS tersebut 
memfasilitasi hubungan produktif “apa” dan “siapa”? jika 
apa dan siapa terjawab maka langkah produktivitas akan 
menegaskan kebutuhan terhadap spektrum pengelolaan dan 
kemanfaatannya meningkat menjadi kebutuhan menengah. 
Artinya masyarakat dan pihak lain membutuhkan norma 
yang lebih luas dan menjangkau kebutuhan yang lebih 
khusus menyesuaikan kebutuhan apa dan untuk siapa. Pada 
level ini bisa jadi dibutuhkan norma dan legalitas hukum 
formal dan negara, sehingga pihak yang terlibat pun tidak 
lagi hanya elemen masyarakat melainkan pemerintah lokal 
maupun pengusaha setempat. 
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Ketiga, keberlanjutan (sustainability) merupakan langkah 
askhir dari proses pelembagaan proyek energi baru 
terbarukan yakni masyarakat dan pemangku kepentingan 
lain telah menganggap PLTS bukan lagi sebuh proyek 
semata, tapi PLTS telah menjadi aset bersama. Pada level ini, 
norma yang muncul tidak lagi di mulai oleh satu pihak, 
sebaliknya semua pihak merasa penting untuk 
mempertahankan PLTS sebagai kebutuhan bersama. Pada 
tahap ini peraturan yang muncul adalah peraturan formal 
masyarakat berupa ketentuan budaya yang disepakati 
bersama, peraturan daerah berupa Peraturan Bupati yang 
melindungi PLTS sebagai aset yang dapat menunjang 
keberlanjutan kehidupan masyarakat. 


Standar Teknologi 


Ada syarat standar teknologi energi tertentu yang sesuai 
untuk diterapkan dalam kondisi akar rumput masyarakat 
yang khas. Keragaman kondisi masyarakat akan menuntut 
adaptasi besar atau kecil pada teknologi energi yang akan 
diterapkan. Ini tentunya berlaku pula pada PLTS yang 
dimanfaatkan dalam komunitas. 


Trilema energi, prinsip-prinsip pembangunan hijau dan 
tantangan difusi teknologi menjadi titik tolak standar 
teknologi tersebut. Untuk memenuhi kerangka besar 
tersebut, maka teknologi energi yang akan diterapkan harus 
memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut: 1) memenuhi 
kebutuhan energi, 2) membangun pemerataan 
kesejahteraan, 3) menjaga kelestarian daya dukung 
lingkungan, 4) biaya terjangkau dan 5) diterima oleh 
masyarakat. 
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Standar pertama adalah teknologi tersebut mampu berperan 
dalam pemenuhan kebutuhan energi. Dalam suatu lokasi 
kebutuhan energi bisa berasal dari berbagai kebutuhan, 
yaitu rumah tangga, fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, 
layanan pemerintahan, dan sebagainya) dan aktifitas 
ekonomi (misal usaha mikro kecil menengah dan industri 
kecil). Suatu lokasi juga memiliki tantangan khas masing- 
masing. Hal tersebut terkait kondisi fisik lokasi: lokasi di 
tengah hutan berawa memberi tantangan berbeda dengan 
lokasi di daerah pegunungan tandus dan berbeda pula 
dengan lokasi di kepulauan terpencil. Sebagai ilustrasi, 
teknologi yang akan dimanfaatkan di daerah pantai di 
kepulauan, misalnya, harus mampu mengatasi tantangan 
korosi yang tinggi. Pertimbangan juga perlu diambil dengan 
memasukkan faktor kesulitan saat pemasangan maupun 
pemeliharaan. Daerah yang sangat jauh dari akses utama 
jalan raya atau jauh dari jalur rantai pasok, semisal di 
pegunungan, tentu mensyaratkan keandalan tinggi sehingga 
tidak terlalu tergantung pada bantuan perbaikan atau suku 
cadang dari luar. Teknologi yang bersifat moduler akan 
memberi kemudahan dalam instalasi atau pengembangan 
lanjut di lokasi yang sulit jalur transportasinya. Sesuai 
kerangka ini tentunya teknologi yang diterapkan harus 
punya keandalan (reliability) yang tinggi, mengatasi berbagai 
tantangan lokasi. 


Selanjutnya, untuk memenuhi syarat kedua, teknologi energi 
yang dimanfaatkan harus mampu berperan dalam mencapai 
pemerataan kesejahteraan. Teknologi energi yang bisa 
dioperasikan, dipelihara dan dimiliki oleh banyak pihak 
secara perorangan atau berbasis komunitas menawarkan 
potensi besar dalam pemerataan kesejahteraan. Teknologi 
energi yang bisa dimanfaatkan dalam skema desentralisasi 
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menawarkan hal serupa. Dengan menggabungkan 
pemanfaatan teknologi energi tersebut dengan skema sosial 
- ekonomi tertentu, dapat dicapai, antara lain tumbuhnya 
kesempatan berbagai posisi pekerjaan hijau (green job). 
Pilihan skenario pemanfaatan teknologi bisa pula 
menumbuhkan secara signifikan berbagai usaha baru. 


Berdasar syarat ketiga maka teknologi energi yang 
dimanfaatkan harus mampu berperan untuk melestarikan 
daya dukung lingkungan. Perlu dihindari pemanfaatan 
skala besar teknologi energi yang menimbulkan berbagai 
dampak negatif lingkungan. Dampak negatif yang 
dimaksud adalah yang muncul di sepanjang umur hidup (life 
cycle) suatu teknologi yang dimanfaatkan. Karena saat ini 
sistem energi yang dimanfaatkan masih didominasi oleh 
berbagai teknologi yang memanfaatkan sumber energi fosil 
yang menimbulkan dampak negatif lingkungan maka 
diperlukan proses transisi bertahap sistemik. Dalam kondisi 
tersedia lebih dari satu opsi, perlu dipilih yang menimbulkan 
dampak negatif terkecil. 


Menurut syarat keempat pilihan pada suatu teknologi energi 
tertentu harus tetap memungkinkan bahwa masyarakat 
yang akan dilayani mampu memenuhi biayanya. Suatu 
skema bisa jadi hanya mensyaratkan kemampuan untuk 
memenuhi biaya produk energi (misal membayar harga 
listrik per kWh atau per bulan). Dalam skema lain selain 
biaya tersebut mungkin dibutuhkan juga kemampuan 
memenuhi biaya investasi awal (misal membeli dan 
memasang sistem PLTS). Tidak menutup kemungkinan, 
dalam skema yang lebih kompleks, masyarakat didorong 
juga untuk mampu memenuhi tuntutan biaya operasional 
dan pemeliharaan. Tentu saja berbagai skenario pembiayaan 
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dan dukungan dapat diterapkan sehingga berbagai biaya 
tersebut menjadi terjangkau. 


Lebih jauh, sesuai dengan syarat kelima, kemampuan untuk 
mengkondisikan suatu teknologi energi bisa diterima dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi hal yang tidak bisa 
ditinggalkan. Di sini menjadi sangat penting bahwa pilihan 
teknologi harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan segala kondisi yang melingkupinya. Segala 
detil proses adopsi teknologi perlu benar-benar 
dipertimbangkan. Teknologi yang rumit bisa tidak diterima 
oleh suatu komunitas atau tidak sesuai dengan kemampuan 
komunitas tersebut dalam mengoperasikan dan 
memeliharanya. Namun di lain tempat suatu teknologi bisa 
saja menjadi terlalu sederhana bagi suatu komunitas, 
sehingga komunitas tersebut enggan memakainya karena 
kebutuhannya tidak terpenuhi. 
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BAB V 
KEBERLANJUTAN 
PASCA KEGIATAN 


Derajad S. Widhyharto 
Agus Prasetya 

Jagad Jati Hidayat 
Ahmad R. Wardhana 
Rachmawan Budiarto 


5.1 Tantangan Keberlanjutan PLTS 


Beberapa tantangan yang harus diatasi untuk keberlanjutan 
PLTS, adalah sebagai berikut: 


Regulasi, Dukungan dan Pemihakan dari Pemerintah 


Keberlanjutan penyediaan energi listrik berbasis energi baru 
dan terbarukan seperti hidro, angin, surya dan biomassa, 
saat ini sangat tergantung pada dukungan pemerintah 
dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang memihak serta 
aktif bertindak sebagai penghubung antara penyedia listrik 
(komunitas) dengan PLN sebagai perusahaan milik negara. 
Pengalaman membuktikan bahwa instalasi-instalasi listrik 
berbasis energi baru dan terbarukan tidak dapat berlanjut 
pada saat grid dan suplai listrik dari PLN masuk pada 
wilayah tersebut. Ditinjau dari berbagai faktor, seperti 
kemudahan dan kepraktisan penggunaan, jaminan suplai 
dan harga listrik per kWh yang lebih murah, masyarakat 
akan memilih berpindah dari instalasi listrik yang 
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diproduksi sendiri oleh komunitas/masyarakat ke listrik 
yang disediakan PLN. Praktiknya, belum banyak sinergi 
yang baik antara penyedia listrik di tingkat 
masyarakat/ komunitas yang berbasis pada sumber energi 
baru dan terbarukan, misalnya PLTS dengan PLN. Sinergi 
baru berjalan untuk penyediaan-penyediaan listrik skala 
besar menggunakan sumber-sumber energi konvensional 
(misalnya batubara) yang didirikan dan dikelola oleh swasta 
atau BUMN. PLN sebagai pemilik jaringan distribusi listrik 
(grid) mempersyaratkan adanya suplai listrik yang kontinyu 
dan stabil dengan minimal daya yang dihasilkan tertentu. 
Saat yang sama, harga beli listrik oleh PLN seringkali lebih 
rendah dari harga produksi listrik oleh instalasi PLTS milik 
masyarakat/ komunitas. Kedua hal di atas sangat 
memberatkan dan seringkali tidak dapat dipenuhi oleh 
penyedia listrik PLTS tingkat komunitas. Jika masyarakat 
dilepas untuk berurusan sendiri dengan PLN tanpa adanya 
fasilitasi dari pemerintah yang mendukung, maka instalasi 
listrik PLTS berbasis komunitas pada akhirnya akan 
ditinggalkan. 


Tantangan Teknis dan Teknologis 


Beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Karangasem 
(Bali) dan Merauke (Papua), kegagalan instalasi PLTS 
komunitas diakibatkan oleh masalah-masalah terkait teknis 
perawatan dan penggantian komponen yang rusak. 
Masyarakat belum siap dengan SDM yang paham dan 
terampil merawat, mengganti komponen dan menangani 
kerusakan di instalasi PLTS, baik yang terkait dengan modul 
PV-cell, jaringan listrik maupun baterai. Tanpa adanya SDM 
yang menguasai masalah PLTS dan terampil memelihara 
dan memperbaiki, masalah yang sederhana di PLTS dapat 
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mengakibatkan mangkraknya instalasi. Tantangan lain 
adalah masih lemahnya pengetahuan dan akses komunitas 
terhadap tenaga ahli dan penyedia komponen yang dapat 
dihubungi. Saat ada kerusakan yang tidak dapat diatasi 
sendiri, komunitas kebingungan untuk mencari tenaga ahli 
yang dapat membantu menyelesaikan dan kebingungan 
mencari penyedia komponen yang dibutuhkan. Di samping 
itu, pengelolaan instalasi PLTS dilakukan oleh kelembagaan 
komunitas. Hal ini menyulitkan tumbuhnya budaya 
profesional dalam pengelolaan instalasi. Pengelolaan 
instalasi secara lebih profesional, dengan memandang 
instalasi sebagai sebuah entitas bisnis dengan kepemilikan 
bersama perlu ditumbuhkan untuk keberlanjutan PLTS. 


Beralih ke pemanfaatan sistem energi yang berkelanjutan 
bukan merupakan proses singkat sederhana. Sejarah 
menunjukkan pula bahwa umat manusia memerlukan 
waktu sekitar 60 tahun untuk beralih dari ketergantungan 
pada suatu sumber energi ke sumber yang lain, dari 
ketergantungan pada kayu bakar ke ketergantungan pada 
batubara dan dari ketergantungan pada batubara ke 
ketergantungan utamanya pada minyak bumi”. Periode 
transisi itu kurang lebih akan berlaku pula untuk peralihan 
mencapai era yang didominasi oleh energi terbarukan dari 
era sebelumnya. Bahkan periode tersebut bisa 
membutuhkan waktu yang lebih panjang. Berdasarkan 
kajian mendalam Institute for Applied System Analysis 
diperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 70 hingga 120 tahun 


94 Aitken, D.W., 2003, Transitioning to a Renewable Energy Future, ISES White 
Paper, ISES: Freiburg 
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sampai peran energi terbarukan mencapai 30% - 5045. 
Terjadi perubahan mendasar dan berdimensi banyak dalam 
masa transisi ini di masyarakat. Satu pendekatan 
menyimpulkan bahwa transisi dari sistem energi satu ke 
sistem energi yang lain dipacu oleh kombinasi antara faktor- 
faktor energi, ekonomi, teknologi, dan institusi’. Rancangan 
keberlanjutan yang disusun atas pertimbangan multidimensi 
dan diaplikasikan secara komprehensif menjadi salah satu 


kunci keberhasilan masa transisi ini. 


5.2 Keberlanjutan Teknis Sistem: Pembentukan Lembaga 
Pengelola dan SOP, Pemantauan dalam Jaringan, dan 
Sistem Hibrid dengan PLN 


Lembaga Pengelola 


Manfaat-manfaat dari sistem PLTS dan segala teknis yang 
berhubungan dengannya akan bisa berlanjut dari masa ke 
masa bila mempunyai suatu lembaga pengelola. Lembaga ini 
perlu dibangun atas dasar komunitas karena terkait sifat 
program inklusif milik Konsorsium. Keterlibatan komunitas 
dirasa penting selain menyatukan keseluruhan masyarakat 
secara partisipatif, PLTS yang dibangun adalah skala kecil 
sehingga menuntut kepengurusan secara mandiri. Banyak 
kegagalan program PLTS di tempat-tempat lain karena tidak 
ada proses sosial atau pengelolaan oleh komunitas. 
Perangkat PLTS yang dibiarkan saja sedemikian rupa 


% Berthold, M. dan Dewey, B., 2004, Transitioning to Renewable Energy - An 
Analytical Framework for Creating an Enabling Environment, Heinrich Boll 
Foundation North America, Washington DC 

% Cleveland, C.J., 2000, Energy Quality, Net Energy, and The Coming Energy 
Transition, The 6th Annual Energy Conf., Abu Dhabi 
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menjadi tidak terurus dan masyarakat pun juga tidak 
mempunyai rasa memiliki. Untuk itu para kader hijau 
sebagai komunitas menjadi motor penggerak masyarakat 
sebagai lembaga legal dari masyarakat sendiri yang 
terorganisir untuk mengelola PLTS. 


Institusi-institusi yang dibangun dari basis masyarakat lokal 
seperti ini lazim disebut sebagai Rural Local Institutions 
(RLIs). Institusi bisa membuat pengelolaan menjadi lebih 
mudah, murah, dan lebih menguntungkan untuk 
berinvestasi pada kegiatan di dalamnya karena 
mendatangkan penghasilan dan menyerap pekerja lebih 
banyak di daerah pedesaan seperti ketiga lokasi program 
PLTS. Pembangunan RLIs sangat penting guna melacak dan 
mengatasi ketidakstabilan, ataupun menghadapi beberapa 
faktor masalah sekaligus yang rawan muncul 
bersinggungan. RLIs juga dapat mendorong tingkat 
partisipasi, memitigasi konflik, dan mengekspansikan 
pemasaran”. Secara umum RLIs menghasilkan bermacam- 
macam kebaikan bagi publik di level lokal walau diarahkan 
dalam tujuan khusus seperti pengelolaan PLTS. Kebaikan 
yang dihasilkan kemudian bisa turut menciptakan suatu 
tatanan hidup yang berkelanjutan. Tatanan hidup yang 
berkelanjutan ini yang ditargetkan tercipta di ketiga desa 
dan jorong. Selain PLTS berjalan memberi manfaat secara 
terus menerus, masyarakat juga sanggup meningkatkan 
kualitas kehidupannya hingga di kemudian hari nanti. 


Proses mencapai tatanan hidup yang berkelanjutan dari RLIs 
atau institusi lokal diperlukan tiga elemen kunci. Ketiga 
elemen yang akan mendorong masyarakat untuk 


7 World Bank, 1999a, Agricultural producer organizations: Their contribution to 
rural capacity building and poverty reduction, Summary for PREM workshop, 
Washington, DC, June 28-30 
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meningkatkan kualitas hidupnya tersebut adalah 
kapabilitas, aktivitas, dan aset. Kapabilitas di sini adalah 
kemempuan orang-orang untuk melakukan aktivitas 
produktif. Lalu aktivitas mencangkup proses penambahan 
nilai pada hasil produksi guna mendapat keuntungan yang 
bisa meningkatkan taraf hidup. Sedangkan aset adalah hal- 
hal yang mendukung terlaksananya aktivitas. Aset 
mencangkup lima jenis modal yakni modal alam, modal 
manusia, modal finansial, modal fisik, dan modal sosial. 
Sejak awal program-program Konsorsium selalu berusaha 
untuk mendorong tercapainya ketiga elemen tersebut secara 
mencukupi di masyarakat. Aset modal alam bisa dilihat 
bahwa dari PLTS, sinar surya dari alam diolah sedemikian 
rupa agar menjadi energi produktif dan menyediakan air 
bersih yang bermanfaat pula. Konsorsium juga 
menyerahkan peralatan yang mendukung kegiatan produksi 
untuk menjadi modal fisik dan merangsang naiknya modal 
finansial masyarakat. Modal sosial dan modal manusia 
sendiri diasah dalam payung kader hijau dan sekolah hijau 
yang mempersatukan mereka untuk menimba ilmu serta 
keterampilan. Tidak ketinggalan elemen kapabilitas dan 
elemen aktivitas pun turut terkait di kegiatan-kegiatan itu. 


Kader hijau sebagai motor penggerak masyarakat lainnya 
dalam mencapai kondisi tatanan hidup yang berkelanjutan 
mutlak harus memenuhi ketiga elemen terlebih dahulu. 
Karena mereka menjadi contoh dan panutan bagi 
masyarakat lain. Awal pembentukan, kader hijau sudah 


98 Norman, U. dan Louise, B., 2006, Strengthening Rural Local Institutional 
Capacities for Sustainable Livelihoods and Equitable Development, Cornell 
International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), hlm. 
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memenuhi kaidah modal sosial. Tiap desa dan jorong 
diambil masing-masing sepuluh orang pertama dari 
berbagai golongan baik laki-laki mau pun perempuan. 
Mereka berhubungan dan secara kooperatif bekerja sama 
untuk memberi manfaat bagi orang lain. Penetapan kader 
sudah melalui pertimbangan rekomendasi stakeholder desa 
dan telah mengikuti Focus Group Discussion (FGD), baru 
kemudian ditetapkan dengan diketahui kades dan sesepuh 
desa. Pertimbangan yang ada telah memperhitungkan 
bagaimana mereka akan membawa keempat aset lain selain 
modal sosial tadi. Mulai dari keterampilan memakai 
peralatan dari modal fisik yang diberikan, mengetahui 
perihal pengelolaan uang dalam modal sosial, mempunyai 
pengetahuan yang bagus sebagai modal manusia, dan 
mengerti konsep energi dari modal alam. Struktur kader 
hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek terdiri dari tujuh laki-laki 
dan tiga perempuan, kemudian di Desa Rawasari enam laki- 
laki dengan empat perempuan, sedangkan di Sungai Rambut 
jumlahnya sama seperti di Jorong Tandai yaitu tujuh laki- 
laki bersama tiga perempuan. 


Selain kegiatan FGD, pelatihan, dan pemberian materi- 
materi keilmuan yang relevan, para kader hijau juga 
diikutkan dalam program Green Visioning. Program ini 
mengajak para kader untuk mengunjungi Yogyakarta pada 
6-10 November 2016. Selama lima hari, selain berkegiatan di 
kelas dan seminar mereka juga melakukan kunjungan 
lapangan ke desa yang telah mandiri mengelola ekonomi 
desanya. Terjadi diskusi dengan para stakeholder desa di sana 
serta pemberian materi berupa pengetahuan. Para kader bisa 
menguatkan ketiga elemen peningkatan taraf hidup dari hal 
tersebut. Sekembalinya mereka ke jorong dan desa masing- 


masing, mereka bersama-sama Konsorsium dan pemuka 
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desa merumuskan perencanaan pelembagaan sekolah hijau. 
Ide yang tercipta dari diskusi pun menghasilkan konsep 
bahwa pelembagaannya hendak disatukan dengan 
kelembagaan pengelolaan PLTS dan juga usaha produktif. 
Diskusi-diskusi panjang dilakukan bersama dan dengan 
melibatkan warga secara aktif karena memang lembaga 
tersebut akan menjadi institusi yang berbasis pada 
masyarakat. Ada keinginan di Jorong Tandai Bukik Bulek 
bahwa lembaganya akan berbentuk koperasi, sedangkan 
masyarakat di Desa Rawasari dan Sungai Rambut kurang 
yakin bila kelembagaannya dibuat satu dalam payung 


pemerintahan desa. 


Setelah melewati urutan prosesi pelembagaan organisasi 
pengelola PLTS yang terdiri dari perumusan draf 
kelembagaan, pembahasan teknis manajemen, dan 
menetapkan menejemen. Diputuskan bahwa di Desa 
Rawasari akan dikembangkan Badan Usaha Milik (BUM) 
Desa sebagai payung organisasi. Lalu di Sungai Rambut 
mendirikan Koperasi sebagai payung kelembagaannya. 
Sedangkan Jorong Tandai Bukik Bulek berada di bawah 
payung pengelolaan BUM Nagari atau BUMNAG. Bersama 
masyarakat setempat yang dilibatkan dalam pembahasan 
mengenai unit usaha apa yang dikembangkan, Desa Sungai 
Rambut telah memilih empat jenis usaha desa. Pertama, unit 
usaha produksi keripik pisang dan kerupuk ikan, lalu kedua 
yaitu unit usaha produksi penetasan dan budi daya telur 
ayam serta usaha pupuk organik dan briket sekam, keempat 
mencangkup unit usaha produksi air bersih/minum, dan 
kelima adalah unit usaha pengelolaan PLTS. Ada warga 
terpilih yang dilibatkan dalam pokja pembentukan koperasi 
yang bertugas mempersiapkan tahapan-tahapan 
pembentukan koperasi seperti RAT, AD/ART, dan 
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sebagainya. Menengok ke Desa Rawasari pembentukan 
BUMDes telah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala 
Desa No. 04/2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa, serta SK Kepala Desa 12/DS-RS/6/2017 tentang 
Pengangkatan Pengurus BUMDes Desa Rawasari. 
Disepakati pula empat usaha yang akan dijalankan 
masyarakat, di antaranya adalah unit usaha keripik pisang 
dan kerupuk ikan, unit usaha produksi penetasan dan budi 
daya telur bebek, unit usaha produksi air bersih, dan unit 
usaha pengelolaan PLTS. 


Dinamika BUMDes di atas kemudian diperkuat dengan 
implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah menarik 
kewenangan energi dan pertambangan, kehutanan dan 
pendidikan menengah dari kabupaten/kota kepada 
provinsi. Selama ini dengan kewewenangan energi 
terbarukan dan pertambangan yang ada di kabupaten/ kota 
membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat 
menyusun program dan kegiatan serta berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait seperti PLN dalam mendorong 
peningkatan rasio elektrifikasi. 


Merespons dinamika tata kelembagaan di atas, maka sekolah 
hijau hadir sebagai RLIs yang kemudian menciptakan 
sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan 
energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan dengan pelatihan- 
pelatihan yang memberikan ilmu bagi masyarakat untuk 
mampu terlibat. Utamanya menyasar tiga elemen 
(kapabilitas, aktivitas, dan aset) yang berguna untuk 
meningkatnya kemampuan mereka dalam menaikkan taraf 
hidup. Ada beberapa modul yang disusun guna menjadi 
Standard Operating Procedure (SOP) pada pengelolaan sehari- 
hari. Modul sebagai kurikulumnya pelatihan dasar bagi 
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warga di ketiga desa/jorong tersebut dalam proses 
pembuatannya lagi-lagi melibatkan para penduduk lokal 
juga. Ada delapan tenaga ahli lokal yang dilibatkan dalam 
pembuatan modul, di antaranya adalah Ibu Fatmawati 
sebagai ahli bidang peraturan dan anggaran desa. Lalu ada 
Bapak Farli selaku ahli di bidang pupuk organik, Ibu Nur 
Diana sebagai ahli pembuat kerupuk pisang, Ibu Aminah 
sang pelaku usaha kerupuk ikan di Jambi selama puluhan 
tahun, Ibu Emi Rahmawati sebagai tenaga ahli pendamping, 
Ibu Yusnilawati pelaku usaha kerupuk jengkol di Kabupaten 
Solok Selatan, ada juga beberapa pelaku usaha kopi janggut, 
serta Koperasi Solok Rajo yang ahli dalam pengolahan kopi. 


Sekolah hijau diresmikan pada bulan Januari 2017 di setiap 
desa dan jorong. Tepatnya tanggal 13 Januari 2017 di Sungai 
Rambut, 14 Januari 2017 di Rawasari, dan 17 Januari di 
Tandai Bukik Bulek. Kegiatan peresmian/ peluncuran 
dihadiri para tokoh masyarakat, kader hijau, dan kelompok 
perempuan itu juga dibarengi dengan penyerahanan 
peralatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan 
kelembagaan. Peralatan seperti laptop, kamera, proyektor, 
speaker, dan lain sebagainya ini menjadi bagian dari aset 
modal fisik untuk digunakan masyarakat. Terutama dalam 
pertemuan-pertemuan sekolah hijau. Mereka akan 
dimudahkan dalam hal pembelajaran yang berbasis pada 
modul-modul yang telah menjadi kurikulum. Modul yang 
telah dihasilkan oleh konsorsium, kader hijau, dan para 
tenaga ahli misalnya adalah modul budidaya padi, modul 
pembuatan pupuk organik, modul pengembangan usaha 
penetasan telur ayam, modul manajemen koperasi, dan 
modul-modul lain yang terkait dengan unit usaha 
masyarakat dan pengelolaan institusi lokal. Pembangunan 
gedung Community Center “Sekolah Hijau pun telah 
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direalisasikan di dua desa, Rawasari dan Sungai Rambut. 
Setelah amandemen disetujui akhir 2017 konstruksi 
dilakukan secara swakelola. Ini berarti masyarakat 
dilibatkan lagi. Dimulai dari rekrutmen tukang setempat 
hingga pelatihan K3 yang mencangkup Kesehatan, 
Keselamatan, dan Kenyamanan Kerja. 


Keterlibatan kader hijau sebagai motor, para peserta sekolah 
hijau, dan warga-warga yang ditunjuk ikut dalam rangkaian 
proses ini adalah bukti pembangunan Rural Local Institutions 
(RLIs) telah berbasis pada komunitas masyarakat setempat. 
Elemen dan modal yang sudah diberikan lalu diasah, 
kedepannya mereka akan bisa mengelola PLTS serta unit- 
unit di bawahnya dalam alur keberlanjutan. Keberlanjutan 
pengelolaan RLIs ini akan mengantarkan masyarakat 
meningkatkan kualitas hidupnya. RLIs sebagai institusi bisa 
melindungi orang-orang di dalamnya dari resiko-resiko 
buruk yang tidak diinginkan bila berjalan sendirian. Sebuah 
institusi juga melindungi orang-orang tak mampu yang 
dalam hal ini tidak memiliki aset mencukupi. Institusi bisa 
memitigasi faktor-faktor penyebabnya lalu mengangkat 
mereka dalam taraf hidup yang lebih baik”. 


” Devereau Stephen, 2001, Livelihood insecurity and social protection: A re- 
emerging issue in rural development. Development Policy Review, 10:4, hal. 507- 


519. 
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Pemantauan Dalam Jaringan 


Guna mendukung keberlanjutan kinerja PLTS oleh 
pemangku kepentingan yang berposisi jauh dari lokasi, 
dapat dimanfaatkan pemantauan dalam jaringan (daring). 
Sistem ini merupakan pemantauan yang memanfaatkan data 
logger dan sinyal internet telepon seluler. Selain berfungsi 
untuk memantau kinerja sistem PLTS dari sisi produksi 
listrik, data pemantauan daring ini dapat digunakan untuk 
mengevaluasi sistem PLTS secara umum. Gambar 32 
menyajikan tampilan pemantauan oleh Pusat Studi Energi 
pada PLTS yang dipasang di salah satu asrama 
mahasiswanya di kampus. 
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Gambar 32 Tampilan Pemantauan Daring PSE UGM pada PLTS 
Terpusat Asrama Mahasiswa UGM 


Data logger dalam sistem pemantauan daring akan 
mengumpulkan nilai arus dan tegangan keluaran panel 
surya untuk kemudian dikirim real time ke server. Server bisa 
ditempatkan di suatu lembaga yang berperan sebagai salah 
satu titik dukungan keberlanjutan, antara lain kantor dinas 
atau perguruan tinggi. Data ini secara otomatis akan dioleh 
menjadi sebuah grafik waktu (sumbu horizontal) vs daya 
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(sumbu vertikal). Termasuk dalam tampilan pemantauan 
daring berupa emisi CO» yang tercegah. 


Sistem Net-Metering PLN 


Sementara itu program elektrifikasi dan peningkatan 
penggunaan PLTS cepat atau lambat berkonsekuensi 
munculnya dua sistem yang berdampingan, yakni sistem 
terpusat grid PLN yang bersumber dari pembangkit besar 
terpusat berbahan bakar fosil dengan PLTS Terpusat atau 
PLTS Tersebar di tingkat lokal yang terbatas satuan 
kapasitasnya. 


Realitanya, berdampingnya dua sistem tersebut biasanya tak 
dapat berjalan karena beberapa faktor, seperti keterbatasan 
pengetahuan teknis untuk mengombinasikan dua sistem dan 
tidak berjalannya tata kelola PLTS, sehingga hadirnya 
jaringan PLN justru mematikan sistem PLTS atau tetap 
bertahan menggunakan  PLIS dengan segala 
keterbatasannya. 


Namun demikian, PLN sesungguhnya menyediakan pilihan 
teknologi agar dua sistem dapat berjalan bersamaan, antara 
lain adalah sistem net-metering. Melalui Peraturan Direksi PT 
PLN (Persero) Nomor 0733.K/DIR/2013 tentang 
Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan 
PT PLN (Persero). Tabel 9 menggambarkan isi Peraturan 
Direksi PT PLN (Persero) No. 0733.K/ DIR/2013 tersebut. 
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Tabel 9 Ketentuan dalam Peraturan Direksi PT PLN No. 0733 
Tahun 2013 


Pasal 4: Pemasangan 


Fotovoltaik 


Pasal 5: Transaksi Energi 
Listrik 


Ayat (1): Fotovoltaik milik 
Pelanggan dipasang dan 
diletakkan di atas bangunan 
milik Pelanggan 


Ayat (2): Fotovoltaik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperkenankan 
dioperasikan secara paralel 
dengan sistem ketenagalistrikan 
PLN 


Ayat (3): Pelanggan dapat 
mengirim kelebihan energi kWh 
dari fotovoltaik ke sistem 
ketenagalistrikan PLN 


Ayat (4): PLN dapat 
menyediakan informasi energi 


listrik yang diterima PLN dari 
fotovoltaik, jika diperlukan 


Ayat (1): PLN memasang jenis 
kWh meter export import (exim) 
untuk pelanggan PLN yang 
memanfaatkan energi listrik 
dari fotovoltaik, selain dari listrik 
PLN 


Ayat (2): Energi listrik yang 

diterima PLN dari fotovoltaik 
akan di offset dengan energi 

listrik yang dikirim PLN ke 

pelanggan 


Ayat (3): Dalam hal energi yang 
diterima PLN dari fotovoltaik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) lebih besar daripada 
energi yang dikirim PLN, maka 
selisihnya menjadi deposit kWh 
untuk diperhitungkan pada 
bulan-bulan berikutnya, 
demikian seterusnya 


Ayat (4): Pelanggan tetap 
dikenakan Rekening Minimum 
sesuai daya tersambung dengan 
PLN 


Penggunaan deposit listrik yang dimaksud dalam peraturan 


tersebut tidak dapat diuangkan, namun sebagai tabungan 


listrik, dengan sebagai berikut. 
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(1) Jika listrik PLTS ke PLN lebih besar daripada listrik 
total yang digunakan, maka akan terdapat deposit 
listrik yang dapat digunakan secara gratis untuk bulan 
berikutnya, 

(2) Jika listrik PLTS ke PLN lebih kecil daripada listrik total 
yang digunakan, maka pengguna sistem akan 
membayar listrik secara net (listrik yang dibayar sama 
dengan listrik total yang digunakan dikurangi listrik 
PLTS ke PLN). 


Pemanfaatan sistem net-metering tersebut akan memberikan 
beberapa keuntungan praktis, baik bagi rumah tangga 
maupun usaha produktif, di antaranya: 
(1) Bagi PLTS SHS Rumah Tangga (100 WP): 
a. perawatan baterai tidak lagi diperlukan, 
b. tabungan untuk membeli baterai empat tahun sekali 
tidak lagi diperlukan, 
c. deposit listrik PLN yang dapat digunakan secara 
gratis senilai: 
e 100 WP dengan penyinaran 4,5 jam per hari = 
450 Wh per hari 
e Dalam 1 bulan, deposit listrik dari PLTS SHS 
Rumah Tangga sekitar 13,5 kWh 
e Jika harga listrik per kWh adalah Rp 1.352100; 
deposit listrik akan setara dengan Rp 18.252 per 
bulan. 
(2) Bagi PLTS Rooftop Usaha Produktif: 
a. kebutuhan baterai berikutnya (3 - 4 tahun sesudah 
instalasi) dapat dikurangi, sekedar untuk stabilitator 


100 Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Bulan Juli-September 2017 untuk 900 VA 
Rumah Tangga Miskin 
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listrik, sehingga biaya pembelian baterai dan 

perawatannya dapat berkurang, 

b. dengan menerapkan SOP penggunaan listrik dan 
pasokan listrik PLN stabil, baterai dapat dihilangkan 
sama sekali, sehingga akan didapatkan deposit 
listrik yang cukup banyak: 

e Jika diasumsikan 1.000 WP (dari total 2.000 WP) 
dapat difungsikan langsung sebagai net-metering 
dengan penyinaran 4,5 jam per hari = 4,5 kWh 

e Dalam 1 bulan, deposit listrik dari PLTS Rooftop 
Usaha Produktif akan mencapai sekitar 135 kWh 

e Jika harga listrik per kWh adalah Rp 96610; 
deposit listrik akan setara dengan Rp 130.410 per 
bulan 

e Kesetaraan nilai deposit listrik dalam rupiah akan 
semakin tinggi ketika Usaha Produktif memasang 
listrik PLN lebih dari 5.500 VA (batas kapasitas 
listrik untuk usaha produktif yang disubsidi oleh 
negara) 

(3) Bagi PLTS Rooftop Fasilitas Umum: 

a. sistem net-metering akan memberikan deposit 
listrik yang cukup banyak, karena pola 
penggunaan listrik di fasilitas umum yang hanya 
insidental (misal: masjid hanya saat ibadah saja), 

b. perawatan baterai tidak lagi diperlukan, 

c. tabungan untuk membeli baterai empat tahun 
sekali tidak lagi diperlukan, 

d. dalam hal sistem PLN belum stabil, baterai masih 
diperlukan agar aktivitas rutin yang 


101 Tarif Listrik B-1/1300 VA (Bisnis Kecil), dikutip dari 
http:/ /listrik.org/ pln/ tarif-dasar-listrik-pln/ 


188 


membutuhkan listrik lebih sedikit dapat 
berlangsung. 


Sejauh ini, sistem net-metering PLTS telah berjalan dengan 
baik di perkotaan besar seperti Jakarta, karena pasokan 
listriknya yang dapat stabil 7 x 24 jam. Sistem net-metering di 
pedesaan dengan listrik PLN yang belum stabil belum dapat 
dilakukan secara maksimal, namun peluang tersebut masih 
ada dan sangat memungkinkan di masa mendatang guna 
lebih menjamin peningkatan pemakaian PLTS dan 
keberlanjutannya. 


Sebagai contoh dapat dicermati pedesaan lokasi proyek 
Konsorsium Kemala. Melihat kondisi masyarakat di sana 
kehadiran PLN tidak serta merta membuat seluruh 
masyarakat akan beralih ke PLN. Desa Sungai Rambut 
misalnya, dari sekitar 200 KK, hanya 32 KK yang sanggup 
untuk memasang listrik PLN. Hal ini dikarenakan adanya 
biaya sambungan awal yang dirasa terlalu tinggi oleh 
masyarakat di sana serta munculnya biaya dasar bulanan 
yang mencapai sekitar Rp 48.672102 ditambah biaya listrik 
sesuai pemakaian (Rp 1.352 per kWh). Biaya-biaya ini pasti 
akan menjadi pertimbangan bagi masing-masing rumah 
tangga ketika jaringan PLN hadir di Desa Rawasari kelak: 
tetap dengan SHS Rumah Tangga untuk penerangan saja 
atau berpindah ke PLN yang layanan energinya lebih besar 
sekaligus tambahan biaya. Di masa mendatang tidak 
tertutup kemungkinan implementasi sistem net-metering. 


102 Dihitung dari Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Bulan Juli-September 2017 
untuk 900 VA Rumah Tangga Miskin, di mana nilai tersebut merupakan hasil 
perkalian antara 40 jam, 900 VA, dan Rp 1.352 
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Sistem Feed in Tariff 


Berbeda dengan sistem net-metering yang memadukan 
penggunaan listrik dengan PLTS dan PLN secara bersamaan 
dalam satu kWh-meter, sistem feed-in-tariff merupakan 
pemanfaatan listrik dengan menggunakan dua kWh-meter 
yang berbeda: satu kWh-meter mengukur listrik dari PLTS 
ke PLN, sedangkan satu kWh-meter lainnya mengukur 
listrik PLN yang dipakai oleh pengguna. Bentuk lain sistem 
feed-in-tariff adalah adanya PLTS Terpusat yang dirancang 
untuk dijual listriknya ke grid PLN, sementara masyarakat 
terdekat akan memenuhi kebutuhan listriknya hanya dari 
grid PLN. 


Perbedaan lain antara net-metering dengan feed-in-tariff 
adalah dalam sistem pembayaran. Pembayaran tunai dalam 
net-metering hanya berlangsung dari pelanggan kepada PLN, 
yang berbanding terbalik dengan produksi listrik PLTS (jika 
PLTS makin banyak memproduksi listrik, maka makin 
sedikit pula pembayaran kepada PLN dan bahkan 
mendapatkan listrik). Sedangkan pembayaran tunai dalam 
feed-in-tariff berlangsung dua arah: pertama, pelanggan 
kepada PLN berupa biaya konsumsi listrik; kedua dari PLN 
pada pelanggan berupa biaya pembelian listrik. 


Dengan kata lain, PLTS dalam net-metering diprioritaskan 
untuk memenuhi beban lokal terlebih dahulu, baru 
kemudian jika listriknya melebihi kebutuhan akan dialirkan 
ke jaringan PLN, sehingga mendapatkan deposit listrik. 
Sementara PLTS dalam sistem feed-in-tariff tidak digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi dijual langsung ke 
jaringan PLN. Beban lokal sistem feed-in-tariff dipenuhi dari 
listrik PLN dengan menggunakan kWh-meter terpisah. 
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Konsekuensinya, PLTS sistem net-metering membutuhkan 
alat tambahan berupa inverter dan kWh-meter ekspor-impor 
dan PLTS sistem feed-in-tariff membutuhkan inverter jenis on- 
grid serta beberapa kesesuaian teknis antara PLTS dengan 
sistem listrik PLN. Sebagai contoh, jenis inverter yang 
digunakan untuk semua PLTS Rooftop LAKPESDAM-PBNU 
dapat berfungsi off-grid maupun on-grid, sehingga tidak 
membutuhkan tambahan biaya untuk membeli inverter. 


Kebijakan feed-in-tariff untuk PLTS sedikitnya diatur oleh tiga 
Permen ESDM RI. Pertama, Permen ESDM RI No. 19/2016 
tentang Pembelian Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT PLN 
(Persero) dan Permen ESDM RI No. 12/2017 yang diubah 
dengan Permen ESDM RI No. 43/2017 tentang Pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik 
(PLTS Fotovoltaik, Air, Biomassa, Biogas, Sampah Kota, dan 
Panas Bumi). Saat ini Permen ESDM tersebut (No. 19/2016, 
No. 12/2017, dan No. 43/2017) telah dihapus dan diganti 
dengan Permen ESDM RI No. 50/2017 tentang Pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 
Listrik. 


Kedua, Permen ESDM RI No. 38/2016 tentang Percepatan 
Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, 
Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui 
Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala 
Kecil. Ketiga, Permen ESDM RI No. 39/2017 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan 
Energi Terbarukan serta Konservasi Energi. Beberapa hal 
penting dari ketiga Permen ESDM RI tersebut dicantumkan 
dalam Tabel 10. 
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Tabel 10 Perbandingan Permen ESDM RI No. 38/2016, No. 39/2017, 
dan No. 50/2017 dalam beberapa tinjauan 


Tinjauan 


Permen ESDM RI 
No. 38/2016 


Permen ESDM RI No. 
39/2017 


Permen ESDM RI 
No. 50/2017 


Cakupan Ketentuan Usaha Petunjuk pelaksanaan Pedoman bagi PLN 
Peraturan | Penyediaan Tenaga | kegiatan fisik dalam membeli 
Listrik skala kecil pemanfaatan EBTKE listrik dari Energi 
(sampai 50 MW) oleh Dirjen EBTKE Terbarukan 
untuk perdesaan 
belum berkembang, 
terpencil, atau 
perbatasan, atau 
pulau kecil 
berpenduduk 
Subjek dan | Pemerintah dan/ Dirjen EBTKE PLN wajib membeli 
Objek atau Pemerintah berdasarkan listrik dari sumber 
Peraturan | Daerah memberi permohonan dari EBT dengan 
kesempatan kepada | Pemerintah Daerah mekanisme 
Badan Usaha untuk | Provinsi kepada pemilihan langsung 
menyelenggarakan | Menteri melalui Dirjen 
Usaha Penyediaan atau merupakan 
Tenaga Listrik. program nasional, atau 
Koordinasi di program Kementerian 
Dirjen Ketenaga- atau kerja sama lintas 
listrikan Kementerian/ Lembaga 
Mekanisme | Apabila meng- (1) Pengusulan dari (1) Pembelian 
gunakan dana Gubernur dapat listrik tersebut 
subsidi: berasal dari program menggunakan pola 


(1) Menteri melalui 
Dirjen menetapkan 
Wilayah Usaha 
berdasarkan usulan 
Gubernur setelah 
berkoor-dinasi dg 
PLN. 


(2) Usulan 
Gubernur harus 
memenuhi syarat, 
yakni: (a) batasan 
Wilayah Usaha, 
luas wilayah, dan 
peta dengan 
koordinat, dengan 
minimal luasan 
adalah satu 
kecamatan; (b) 
analisis Sumber 
EBT setempat; (c) 
analisis kebutuh-an, 


nasional, program 
daerah, usulan Pemda 
Provinsi, usulan 
Pemda Kabupaten/ 
Kota, dan/atau usulan 
masyarakat/ kelompok 
masyarakat. 


(2) Usulan dilengkapi 
dengan: (a) dokumen 
perencanaan yang 
dapat dibiayai dengan 
APBN atau APBD; (b) 
pernyataan kesang- 
gupan menerima dan 
mengelola hasil pem- 
bangunan, pernyataan 
pengusul untuk mem- 
bina dan mendampingi 
pengelola atau peneri- 
ma manfaat melalui 
APBD; (c) penetapan 
calon pengelola atau 


kerja sama 
membangun, 
memiliki, meng- 
operasikan dan 
meng-alihkan 
(Build, Own, 
Operate, and 
Transfer/ BOOT). 


(2) Pembangun-an 
jaringan tenaga 
listrik untuk 
evakuasi 

daya dari PLTS ke 
titik sambung PLN 
dapat dilakukan 
oleh Pengembang 
Pembangkit Listrik 
(PPL) berdasarkan 
mekanisme yang 
saling 
menguntungkan 
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Tinjauan 


Permen ESDM RI 
No. 38/2016 


rencana penyediaan 
listrik, jenis 
pembangkit, jumlah 
rumah tangga yang 
akan dilistriki dan 
data sosial-ekonomi 
setempat lainnya, 
kemampuan dan 
willingness to pay, 
perkiraan biaya 
pembangunan 
termasuk trans- 
portasi. Usulan 
akan diverifikasi 
oleh Dirjen (mak- 
simal 30 hari 
verifikasi dan 
maksimal 7 hari 
Dirjen memutus- 
kan berdasarkan 
hasil verifikasi). 


(3) Dirjen dapat 
menentukan 
Wilayah Usaha 
kemudian 
disampaikan 
kepada Gubernur. 


(4) Wilayah Usaha 
ditawarkan kepada 
Badan Usaha untuk 
diseleksi oleh 
Gubernur. Jika 
tidak ada yang 
berminat, Gubernur 
menugaskan 
BUMD. Badan 
Usaha kemudian 
diberikan Izin 
Usaha Penyediaan 


Permen ESDM RI No. 
39/2017 


penerima manfaat; (d) 
rancangan teknis, 
jadwal pelaksanaan, 
surat ketersediaan lah- 
an, pernyataan 
berkoordinasi dengan 
PLN tentang rencana 
pengembangan 
distribusi listrik. 


(3) Evaluasi pengusul- 
an dievaluasi oleh 
Dirjen EBTKE (tanpa 
ketentuan waktu yang 
eksplisit). 


(4) Pengadaan dilakuk- 
an oleh Dirjen EBTKE 
kemudian diserah- 
terimakan kepada 
pengusul. 


(5) Ketentuan tentang 
siapa pengelola setelah 
diserahterimakan: (a) 
jika pengusul adalah 
Pemda Provinsi maka 
pengelola adalah 
BUMD, atau koperasi, 
atau masyarakat atau 
kelompok masyarakat 
atau swadaya 
masyarakat; (b) jika 
pengusul adalah 
kementerian atau lem- 
baga maka pengelola 
adalah satuan kerja di 
lingkungan pengusul 
atau koperasi yang 
ditunjuk atau BUMN 
yang ditunjuk; (c) 
pengelola menjamin 


Permen ESDM RI 
No. 50/2017 


(business to 
business) 


(3) Dalam rangka 
pem-belian listrik, 
PLN wajib 
melakukan uji 
tuntas 


(4) PLN meng- 
utamakan PPL 
yang meng- 
gunakan TKDN 
sesuai per- 
undangan dan 
harus memenuhi 
SNI, standar 
internasional, atau 
standar negara lain 
yang tidak ber- 
tentangan dengan 
ISO atau IEC. 


(5) Konstruksi 
pembangkit juga 
harus memenuhi 
SNI, standar 
internasional, atau 
standar negara lain 
yang tidak 
bertentangan 
dengan ISO atau 
IEC, atau standar 
PLN. 


Tenaga Listrik i 
(IUPTL). pengalokasian dana 
operasional dan 
pemeliharaan setelah 
serah terima. 
Tarif dan (a) Jika Pembelian listrik oleh (1) Pembelian 
Insentif menggunakan EBT | PLN (per kWh): tenaga listrik dari 
akan mendapatkan PLTS dilakukan 
insentif fiskal (a) PLIS: Rp 750 melalui mekanisme 


pemilihan langsung 
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Tinjauan 


Permen ESDM RI 
No. 38/2016 


(b) Jika 
memanfaatkan 
dana subsidi, 
tarifnya sama 
dengan PLN 
Rumah Tangga 450 
VA, hingga 
maksimal 84 kWh 
per bulan. 


Permen ESDM RI No. 
39/2017 


(b) PLTM, PLTMH: Rp 
500 


c) PLTB: Rp 750 
d) PLTBm: Rp 950 


Permen ESDM RI 
No. 50/2017 


berdasarkan Kuota 
Kapasitas. 


(2) Jika BPP 
Pembangkitan di 
sistem ketenaga- 
listrikan setempat 
di atas rata-rata 
BPP Pembangkitan 
nasional, harga 
pembelian listrik 
PLTS paling tinggi 
sebesar 85% dari 
BPP Pembangkitan 
setempat. 


(3) Jika BPP 
Pembangkitan di 
sistem ketenaga- 
listrikan setempat 
sama atau di 
bawah rata-rata 
BPP Pembangkitan 
nasional, harga 
pembelian listrik 
PLTS ditetapkan 
berdasarkan 
kesepakatan para 
pihak. 


(4) BPP 
Pembangkitan di 
sistem 
ketenagalistrikan 
setempat dan rata- 
rata BPP 
Pembangkitan 
nasional 
merupakan BPP 
Pembangkitan 
tahun sebelum-nya 
yang telah 
ditetapkan oleh 
Menteri ber- 
dasarkan usulan PT 
PLN (Persero). 
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Ulasan terhadap ketiga Permen ESDM RI tersebut 
mengindikasikan adanya beberapa jenis model 
pembangunan infrastruktur EBT dan tarif listriknya, yaitu: 


1. Permen ESDM RI No. 38/2016: koordinasi di Dirjen 
Ketenagalistrikan untuk wilayah khusus; pembangunan 
dilakukan oleh Badan Usaha di Wilayah Usaha 
berdasarkan usulan; pengelolaan dilakukan oleh Badan 
Usaha; tarif listrik dapat bersubsidi atau tidak bersubsidi 
yang mengacu pada tarif PLN. 

2. Permen ESDM RI No. 39/2017: koordinasi di Dirjen 
EBTKE; pembangunan berdasarkan usulan dilakukan 
oleh Dirjen EBTKE; pengelola ditetapkan sejak masa 
pengusulan; biaya pembangunan dan pengelolaan dapat 
menggunakan APBD atau APBN, tarif listrik yang telah 
ditetapkan. 

3. Permen ESDM RI No. 50/2017: penentuan tarif bagi PLN 
untuk membeli listrik dari pembangkit EBT berdasarkan 
BPP setempat dan nasional. 


Dalam konteks pengembangan dan/atau pengelolaan EBT 
oleh masyarakat secara mandiri, Permen ESDM RI No. 
39/2017 memberikan dua kesempatan bagi masyarakat. 
Pertama, mengusulkan pembangunan pembangkit EBT 
kepada Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota, 
untuk kemudian Gubernur mengajukan usulan tersebut 
kepada Dirjen EBTKE. Kedua, bersama-sama dengan 
koperasi, BUMN, dan BUMD, berpeluang untuk ditunjuk 
menjadi pengelola pembangkit EBT. Pemda Provinsi atau 
Kementerian/Lembaga sebagai pengusul akan menjadi 
penanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan 
kepada pengelola yang ditunjuk tersebut. 
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5.3 Keberlanjutan Pembiayaan 


Selain basis komunitas pengelolanya yang terdiri dari 
manusia-manusia berkapabilitas dengan aset mumpuni 
dalam aktivitas tepat guna, keberlanjutan pembiayaan juga 
mutlak diperlukan untuk menyokong berjalannya PLTS 
serta unit-unit usaha kedepannya. Pembiayaan pada 
dasarnya didapat dari pengelolaan tabungan komponen 
PLTS, lalu di samping itu dibantu pula oleh lembaga usaha 
produktif, lalu didukung dengan regulasi dan anggaran 
pemerintah baik dari desa maupun pemerintah kabupaten. 
Tabungan komponen PLTS bagi masyarakat yang memakai 
listriknya berkisar pada Rp 35.000 - Rp 40.000. Pembayaran 
ini diserahkan kepada pengelola rutin setiap bulan. Warga 
yang membayar serta pengelolanya masing-masing 
memiliki kartu bukti bayar dan dicap setelah warga 
membayar. Uang yang terkumpul menjadi tabungan mereka 
jika nantinya terjadi kerusakan pada baterai. Mengingat usia 
baterai yang diperkirakan adalah 3-4 tahun. Bagi masyarakat 
yang betul-betul tidak mampu, diberikan subsidi silang dari 
juran pada unit usaha atau sekolah hijau. Subsidi silang 
dilakukan tidak 100% tetapi disesuaikan dengan kondisi 
pendapatan warga yang tidak mampu membayar. Kriteria 
tidak mampu ini diputuskan berdasarkan pandangan atau 
usulan dari pengelola serta musyawarah dengan 
masyarakat. 


Pasokan sumber utama pembiayaan memang berasal dari 
iuran baterai rutin dan persewaan usaha produktif yang 
menjadi pemasukan subsidi. Namun ada sumber lain yang 
cukup menarik dalam hal kelanjutan pembiayaan PLTS. 
Sumber tersebut berasal dari pohon yang ditanam warga. 
Ketentuannya, setiap masyarakat yang mendapat bantuan 
PLTS harus menanam dua buah pohon di awal tahun 
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pemasangan SHS di rumah mereka. Setelah tiga tahun 
pohon-pohon ini bisa ditebang untuk dijual dan 
pemasukannya digunakan untuk membeli baterai baru. 
Setelah penebangan pohon masyarakat harus menanamnya 
lagi. Hal ini harus menjadi kebiasaan warga agar kelak 
pembelian baterai dapat berlangsung terus menerus. Tidak 
ada alasan lagi untuk tidak bisa membeli baterai karena tidak 
ada dana. 


Pengelola dana ini diurus oleh institusi yang berbeda di tiap 
desanya, Desa Rawasari ada BUMDes sedangkan kedua desa 
lainnya ada koperasi hijau. Kedua institusi ini pada dasarnya 
memiliki fungsi dan program pengelolaan yang sama. 
Mereka menerbitkan produk tabungannya sendiri dengan 
nama “Tabungan Energi Terbarukan (TET)’ atau “Tabungan 
SURYA’ misalnya. Tabungan tersebut memuat simpanan 
sukarela berjangka dengan besaran iuran bulanan yang 
disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hingga 
pada tahun ketiga, para anggota bisa mencairkannya dalam 
bentuk baterai baru guna menggantikan baterai PLTS di 
rumahnya yang sudah kadaluarsa. Uang hasil iuran tersebut 
juga bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha 
produktif untuk unit-unit usaha yang telah disepakati di tiap 
desa atau jorong. Ada empat jenis usaha di Desa Rawasari 
dan Sungai Rambut yakni air minum, penetasan telur bebek, 
pembuatan kerupuk ikan, dan sale pisang. Ada dua jenis 
usaha produktif di Jorong Tandai Bukik Bulek yaitu 
pengemasan kopi dan kerupuk jengkol. Keuntungan usaha 
dari unit-unit tersebut bisa dikelola untuk beberapa pilihan. 
Pertama untuk dibagikan kepada anggota sebagai Sisa Hasil 
Usaha (SHU), sebagai dana cadangan, sebagai bonus 
pengurus, atau diinvestasikan kembali. 
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5.4 Keberlanjutan Sosial 


Setelah masyarakat di ketiga desa dan jorong mempunyai 
landasan lembaga dan pengelolaan yang mumpuni, 
dibutuhkan dukungan elemen civil society yang lain dalam 
ini adalah perguruan tinggi dan organisasi masyarakat lain 
pada level lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan sebagai 
salah satu cara kontrol untuk menjaga keberlangsungan 
sistem energi terbarukan dan mengembangkannya. 
Kesempatan berikutnya diharapkan dari perguruan tinggi 
seperti UGM akan masukkan beberapa program KKN di 
sana. Selain para mahasiswa membantu memberi ilmu teknis 
pada masyarakat, para mahasiswa dari UGM juga secara 
timbal balik bisa mempelajari pengelolaan dan 
perkembangan implementasi PLTS di sana setiap tahunnya. 
Akhirnya kunci dari keberlanjutan sosial di ketiga desa dan 
jorong tersebut adalah optimalisasi fungsi dan sinergi antara 
sekolah hijau, pemerintah desa dan kabupaten, serta UGM. 


Pendekatan Konsorsium pada level nasional ini kemudian 
bisa direplikasi di berbagai desa lain di Indonesia yang 
membutuhkan pembangunan PLTS. Hal ini dibutuhkan 
sebuah perangkat kebijakan pada tingkat lokal sampai 
nasional. Masyarakat pada tingkat lokal diminta untuk 
menciptakan dan mengembangkan Rural Local Institutions 
(RLIs) sebagai sebuah kekuatan baru masyarakat dalam 
mendukung pembangunan PLTS. Selanjutnya pada tingkat 
nasional dibutuhkan kebijakan yang mampu menegaskan 
kembali fungsi RLIs bagi pembangunan energi baru 
terbarukan. 
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5.5 Manajemen Pengetahuan 


Perjalanan Konsorsium mengadvokasi ketiga desa dan 
jorong untuk keluar dari lingkaran kemiskinan lewat 
program PLTSnya terasa sangat panjang. Banyaknya 
masalah yang menerpa tak menyurutkan niat Konsorsium 
untuk tetap maju berproses bersama masyarakat lokal. 
Masalah yang ada tak selalu memberikan efek buruk yang 
harus dihindari sepenuhnya. Ada pelajaran-pelajaran yang 
bisa diambil untuk menjadi koreksi bagi Konsorsium untuk 
program selanjutnya, ataupun menjadi pertimbangan yang 
berguna bagi pihak lain yang akan melakukan proses yang 


sama. 


Selain masalah tentu ada juga kebaikan-kebaikan yang 
muncul dan menjadi prestasi bagi konsorsium. Kebaikan 
tersebut muncul dari program-program yang dengan tepat 
guna bisa berjalan serta memberikan manfaat tertentu. 
Pelajaran berharga dari kesalahan dan kebaikan berguna 
dari lancarnya program ini tak hanya Konsorsium bagikan 
lewat kanal daring seperti web dan media sosial saja, namun 
juga akan dituliskan dalam buku ini sebagai sumber 
pengetahuan kita bersama. 


Kompleksitas hubungan yang bisa dipelajari antara 
Konsorsium, warga, dan pengelola taman nasional adalah 
komunikasi yang baik menjadi kunci kepercayaan. Sama 
seperti kejadian di Jorong Tandai Bukik Bulek di mana 
warganya bersengketa wilayah dengan BB-TNKS, warga di 
Desa Sungai Rambut juga berkonflik dengan pihak 
pengelola Taman Nasional Berbak (TNB). Konflik batas 
wilayah tersebut keputusan persoalannya sampai Oktober 
2016 masih menunggu kepastian dari Kementerian 
Kehutanan di Jakarta. Namun Konsorsium sejak penulisan 
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proposal sudah menjalin komunikasi dengan pihak TNB 
yang intinya menyampaikan rencana kegiatan di desa 
tersebut. Inisiatif dari Konsorsium ini ternyata mendapatkan 
tanggapan yang positif dari TNB dengan diberikannya surat 
dukungan terhadap proyek Konsorsium. Hingga saat 
program sudah berjalan, pihak TNB masih memberikan 
tanggapan yang positif atas masuknya program Konsorsium 
ke wilayah penyangga TNB. 


Pimpinan TNB bahkan memberikan perhatian yang serius 
dengan mengundang staf kantor TNB dalam beberapa 
kesempatan audiensi. Hal yang berbeda terjadi di Jorong 
Tandai Bukik Bulek yang mana di antara BB-TNKS dan 
Konsorsium sering terjadi kesalahpahaman karena 
kurangnya komunikasi yang baik. Selain itu pelajaran yang 
bisa diambil dari kejadian di Jorong Tandai adalah 
pentingnya membangun sensitivitas terhadap isu yang 
berkembang di masyarakat. Sensitivitas itu haruslah terus 
dipupuk. Sebagai pembelajaran, pelaksana program tidak 
boleh menganggap isu seperti konflik TNKS dengan warga 
tersebut sebagai isu luar atau bukan isu sosial pelaksanaan 
program. Intinya perlu ada proses matang untuk mengelola 
isu dengan cara menginternalisasi isu eksternal. 


Sulitnya merangkul kelompok rentan tak ketinggalan 
menjadi pelajaran berharga bagi Konsorsium yang sejak 
awal melaksanakan program secara inklusif merangkal tiap 
lapisan di masyarakat. Selain menambah akses pelatihan 
terhadap kelompok rentan, pelaksana program juga harus 
kembali memastikan bertambahnya kelompok rentan 
terlibat dalam tiap kegiatan. Ini dilakukan dengan cara 
melakukan pencatatan dalam daftar calon peserta kelompok 
rentan, atau mengundang serta memberi formulir 


pendaftaran dan komitmen mengikuti pelatihan. Saat 
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program berjalan kontrol dan pengawasan dari fasilitator 
juga perlu diperhatikan, harus dipastikan bahwa perempuan 
dan kelompok rentan bisa terlibat aktif dengan simulasi yang 
diberikan oleh tenaga ahli dan fasilitator. Perlu dipastikan 
kapasitas fasilitator perihal gender dan inklusi sosial saat 
menjawab persoalan ini ketika program belum, sedang, dan 
telah berakhir. 


Kelompok rentan ataupun marginal memang dibutuhkan 
lebih banyak pengertian dari pelaksana program dalam 
merangkulnya. Kita harus selalu memperhatikan keadaan 
mereka dan menyesuaikannya dengan program. Bila tidak 
begitu maka bisa jadi mereka akan enggan. Misalnya saja 
saat ada pelatihan di Sungai Rambut pada April 2017 yang 
ramah ibu dan anak, serta ramah lansia. Di sana diterapkan 
pelatihan yang mendorong keikutsertaan perempuan yang 
mempunyai anak kecil. Hal itu difasilitasi dengan kebijakan 
bahwa kaum perempuan yang ikut dalam pelatihan 
diperbolehkan membawa anak kecil yang sedang diasuhnya. 
Karena biasanya mereka yang mengasuh anak kecil akan 
tinggal di rumah dan tidak mau ikut kegiatan. Selain itu bagi 
lansia dibantu juga oleh layanan panitia untuk menuliskan 
hal-hal yang memang dipersyaratkan dalam pelatihan, 
misalnya pre-test dan posttest. Harapannya dengan begitu 
kegiatan pelatihan menjadi ramah terhadap kaum 
perempuan yang memiliki anak kecil serta membuka akses 
juga bagi para kaum lansia yang ingin ikut serta dalam 
kegiatan sekolah hijau. 


Keterlibatan tokoh kunci masyarakat dalam program adalah 
salah satu pelajaran berharga bagi Konsorsium guna 
memperbesar lancarnya program yang berjalan. Lihat saja 
ketika Konsorsium menemui Ninik-Mamak dan Kerapatan 
Adat Nagari agar masyarakat penolak program di Jorong 
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Tandai menjadi luluh. Praktik serupa dilakukan saat 
pelaksanaan kampanye hijau di Desa Rawasari. Konsorsium 
mengundang tokoh agama untuk beristighosah dalam 
forum. Melalui sosialisasi dan forum istighosah itu acara 
kemudian bisa sukses. Antusias masyarakat sangat tinggi, 
bahkan masyarakat Blok N yang jaraknya jauh pun 
menyempatkan diri untuk hadir. Kampanye Hijau Sungai 
Rambut pada 28 dan 29 Maret 2017 pun dihadiri sampai 
sekitar 300 orang. Acara-acaranya juga berjalan lancar seperti 
lelang pupuk yang meriah. 


Tidak hanya tokoh kunci saja yang bisa meningkatkan gairah 
masyarakat dalam berkegiatan. Pola kebersamaan yang 
dijaga erat juga bisa mengantarkan mereka pada tinggnya 
tingkat partisipasi. Salah satu praktik baik yang berkaitan 
dengan hal ini terjadi di sekolah hijau. Kebersamaan di sana 
rupanya meningkatkan semangat dan membangun motivasi 
para warga yang ikut serta. Motivasi warga dan kader hijau 
tidak muncul begitu saja. Namun lahir dari proses bersama 
yang berjalan semenjak program Konsorsium berkegiatan di 
desa Sungai Rambut. Berbagai inisiatif warga dan kader 
hijau telah bermunculan dalam berbagai proses yang 
berjalan selama ini. Proses yang dijalani secara bersama telah 
memunculkan keyakinan pada mereka bahwa akan terjadi 
perubahan di desanya. Mereka sadar perubahan itu lahir 
karena apa yang mereka perbuat, bukan karena inisiatif atau 
program dari luar. 


Salah satu praktik baik lain dari Konsorsium di lapangan 
yang paling terasa adalah penggunaan teknologi secara tepat 
guna bisa meningkatkan efisiensi berjalannya program. Saat 
survei lapangan dan pemetaan lokasi, penerapan data 
berbasis digital sangat memudahkan proses analisis data 
spasial. Teknologi Geographic Information System (GIS) 
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membantu menghemat waktu dan biaya. Karena tanpa 
turun ke lapangan dan dalam tempo yang relatif singkat, 
Konsorsium dapat mengetahui jarak dari masing-masing 
rumah yang ada di tiga lokasi proyek. Lalu berkaitan dengan 
teknologi komunikasi, Konsorsium menggunakan basis 
jaringan untuk bertukar informasi satu sama lain. Ada 
sebuah forum virtual sebagai sarana komunikasi di antara 
manajemen, tenaga ahli, dan penerima manfaat dalam 


penggalian informasi di lapangan. 


Mengingat lokasi berada di tiga daerah yang tidak 
berdekatan, serta hanya ada jaringan 2G, maka dibuat 
sebuah grup koordinasi media sosial. Pengolahan informasi 
dilakukan dalam satu forum lewat pertukaran data berupa 
tulisan, gambar, suara dan video. Konsorsium juga 
menerapkan metode di mana warga yang mengambil 
gambar dan melakukan pembentukan awal. Kemudian hasil 
mereka didiskusikan bersama dalam grup koordinasi. 
Selama periode ini proses produksi telah menghasilkan 
enam audio dan video berdurasi pendek. Terlepas dari 
ketidaksempurnaan, proses yang dialogis ini dapat 
menjembatani pertukaran pengetahuan dengan cepat dan 
efisien. 
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BAB VI 
KESIMPULAN 
DAN PENUTUP 


Terdapat kebutuhan energi hingga tingkat tertentu agar bisa 
mendukung capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Tanpa pasokan energi yang cukup kemajuan multisektor yang 
ditargetkan tidak akan dicapai, atau minimal sangat lambat. 


Ini menjadi tantangan besar bagi suatu negara mengingat 
pemenuhan kebutuhan masa kini harus dijalankan tanpa 
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 
Prinsip keberlanjutan tersebut harus menjadi prinsip yang 
diimplementasikan, tidak hanya dalam usaha pasokan, namun 
juga konsumsi energi. Kaidah pembangunan hijau perlu terus 
jadi kerangka acuan dan penggerak sektor energi. Kaitan yang 
kuat dengan hal itu, trilema energi (keamanan energi, 
keterjangkauan dan keberlanjutan) menjadi hal yang tak bisa 
diabaikan oleh para perumus kebijakan dan pengambil 
keputusan. 


Kerangka besar tersebut dan perkembangan berbagai dampak di 
lapangan membangkitkan tuntutan koreksi besar dalam cara 
mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi 
faktor pendorong transisi sistem energi, dari yang saat ini 
bergantung secara dominan pada sumber daya energi fosil ke 
energi terbarukan. Tak lagi dipakainya istilah “energi alternatif” 
bagi energi terbarukan merupakan tanda baik dalam usaha 
pengarusutamaan energi terbarukan. 


Desentralisasi energi menjadi salah satu opsi skema 
pemanfaatan energi terbarukan, baik di wilayah perkotaan 
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maupun pedesaan. Dalam skema tersebut basis komunitas 
menjadi sangat penting demi tercapainya keberlanjutan manfaat 
jangka panjang segala sistem/teknologi yang diaplikasikan. 
Dalam buku ini, fokus diletakkan pada pemanfaatan PLTS guna 
peningkatan kesejahteraan komunitas. 


Diterimanya dan dimanfaatkannya PLTS secara integral dalam 
bangunan sistem teknologi-ekonomi-sosial-budaya merupakan 
proses panjang dengan penuh rincian pertimbangan dan 
aktifitas. Integrasi keseluruhan aktor dengan masing-masing 
perannya perlu dikelola secara memadai. Capaian puncaknya 
adalah jika komunitas dengan jaringan pendukungnya (misal 
SMK terdekat) tidak hanya mampu mengoperasikan dan 
memelihara, namun juga secara bertahap menjadi produsen 
berbagai komponen PLTS. 


Dalam kerangka tersebut program PLTS harus dirancang dan 
dilaksanakan secara partisipatif. Dalam implementasinya, 
pelibatan komunitas dalam tahapan-tahapan sejak awal hingga 
akhir jadi sangat penting guna mencapai keberlanjutan manfaat 
program. Sejak awal perlu dibangun pondasi kerja sama dalam 
program peningkatan kesejahteraan yang didukung oleh energi 
terbarukan tersebut. Program secara inklusif perlu merangkul 
masyarakat secara langsung, terlebih pihak yang paling 
terpinggirkan atau inklusif. Perlu dipastikan pula berjalannya 
pengembangan dan keberlanjutan kelembagaan lokal. Kebijakan 
pemerintah dan implementasinya yang tepat hingga akar 
rumput merupakan kebutuhan wajib. 


Sangat dibutuhkan pendekatan dan praktik baru yang lebih 
menjamin tercapainya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam 
mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses 
transisi perlu terus dijalankan secara inklusif, paham dengan 
karakter khas berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. 
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Diperlukan terobosan konsep dan strategi yang bisa 
diimplementasikan secara telaten hingga ke lapangan. 
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maupun berbagai pelatihan. Di samping itu, aktif dalam 
berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Community 
Empowerment), antara lain di Cikotok, Banten Selatan 
(Wilayah Pasca Tambang Emas, 2011-2015), Kijang, Bintan 
Timur (Wilayah Pasca Tambang Bauksit, 2011-2015), 
Pengembangan Batik Tulis Pewarna Alami (Ciwaringin, 
Cirebon, 2015-2017), dan berbagai program pengembangan 
instalasi biogas, pengelolaan limbah, pengembangan produk 
IKM di sekitar Yogyakarta, Jawa Tengah dan beberapa 
wilayah lain di Indonesia. Minat baca meliputi bidang Filsafat 
dan Spiritualitas, Sastra-Kebudayaan dan Lingkungan, dan 
Sains-Teknologi, dari novel hingga ide-ide pendekatan 
sistemik-holistik dan multi-perspektif dan multi-dimensi 
untuk penyelesaian masalah. Saat ini menekuni riset bidang 
pengelolaan dan pemanfaatan limbah baik limbah industri 
maupun domestik/ municipal, dan limbah-limbah aktivitas 
pertambangan dan pemrosesan mineral, di antaranya: Hg 
removal dari limbah tambang, flouride removal dari air 
terkontainasi F tinggi, kombinasi adsorpsi-fitoremediasi 
untuk berbagai removal organik dan logam, utilisasi dan 
recovery bahan-bahan berharga dari limbah padat dan lain- 
lain. Penulis dapat dihubungi melalui email: 
aguspras@yahoo.com 


Ahmad Rahma Wardhana, lahir di Yogyakarta 25 September 
1989. Saat ini aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Energi 
UGM. Alumni S1 di Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik 
UGM dan sedang menempuh S2 di Ilmu Lingkungan 
Pascasarjana UGM, Minat Studi Magister Teknologi untuk 
Pengembangan Berkelanjutan. Aktif dalam kegiatan majelis- 
majelis di sekitar kampung, baik untuk ceramah, memimpin 
kegiatan doa dimasyarakat, dan khotbah Jumat. Pengoleksi 
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buku multi-topik: keagamaan, novel (Sherlock Holmes, 
Agatha Christie, John Grisham, dll), komik, tema kesejarahan, 
kebudayaan Jawa dan Nusantara, dan juga di bidang sains 
dan teknologi. Aktif dalam organisasi NU (Nahdliyin). 
Memiliki minat keahlian pada bidang Energy Consultant 
(Konsultan Energi), khususnya di bidang Renewable Energy 
(Energi Terbarukan), Energy Audit and Management (Audit 
dan Manajemen Energi), serta Energy Conservation 
(Konservasi Energi). Pencinta wayang kulit, budaya 
nusantara, dan Super Junior, serta peminat di bidang 
kesejarahan dan juga arkeologi. Penulis dapat dihubungi 
melalui email: wardhanahmad@mail.ugm.ac.id 


Jagad Hidayat Jati, lahir di Bantul, pada tanggal 2 Januari 
1995. Ia menamatkan pendidikannya dari Departemen 
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Gadjah Mada di tahun 2017. Sebelumnya jurusan sosial juga 
menjadi kelas pilihan yang ia jalani di SMA N 1 Bantul. 
Penelitian sosial terutama tema-tema yang berkaitan dengan 
kependudukan, ekonomi, dan budaya tak jarang menarik 
dirinya untuk ikut terlibat. Penulis dapat dihubungi melalui 
email: jagadjat@gmail.com 
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Profil 
KEMALA 


KEMALA (Konsorsium Energi Mandiri Lestari) adalah 
konsorsium yang terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : 


1. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-PBNU), 

2. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK UGM), 

3. Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM), dan 

4. Center For Civic Engagement and Studies (CCES) Yogyakarta. 


Bertindak sebagai lead consortium adalah LAKPESDAM-PBNU. 
Bekerja sama dengan MCA-Indonesia, KEMALA melaksanakan 
project "Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin 
Melalui Usaha Hijau Didukung Energi Terbarukan", berlokasi di 
Jorong Tandai Bukik Bulek, Nagari Lubuk Gadang Timur, 
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera 
Barat, Desa Rawasari dan Desa Sungai Rambut, masing-masing 
di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
Provinsi Jambi. 
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(LAKPESDAM-PBNU) 
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PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN UGM 
(PUSTEK UGM) 
Center for Economic Democracy Studies UGM 


Jalan Mahoni No. B-2, Catur Tunggal, Depok, 
Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55281 

Telp/ Fax : (0274) 555664 
ekonomikerakyatan@ugm.ac.id 

http:/ /ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 


PUSAT STUDI ENERGI UGM (PSE UGM) 
Center for Energy Studies UGM 


Sekip Blok K1-A, Sinduadi, Mlati, 
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PUSAT KAJIAN 
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Center for Civic Engagement And Studies 


DAN PENGUATAN 
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“Buku tni sangat relent bagi akademisi, pengambil! kebijakan dan pelaku usaha, Ja 
menunjukkan bana pemanfnatan energi terbarukan tidaklah serumit yang dibayangkan 
dart semahal yang diperkirakan, Pilihan teknologi yang tepat dan pendekatan partisipatif 

menempatkan energi surya sebagai solusi potensial bagi permasalahan energi kata. 

Diperlukan keberpihakan para pengambil kebijakan, agar inovasi yang mensejahterakan ini 
dapat diungudkan di berbagai penjuru tanah air”. 
Ir. Wijayanto Samirin, MPP, 
(Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan) 


"Sejak kelahirannya, UGM memiliki mandat mriuk mengabdi pada ilmu pengetahuan, 
kesejahteraan masyarakat, den kemanusitan. Buku ini merupakan akumulasi pengelahuan 
dan pengalaman tentang karya UGM unbk mengabdikan pengetahuan bentang energi 
terbarukan kepada masyarakat. Proses "scaling up" dan “scaling down" diorkestrasi 
melalui kemitraan, Karya yang menjadi rujukan tertulis yang menginspirasi". 
drg. Ika Dewi Ana, M.Kes, Ph.D., 
(Wakil Rektor Bidang Penelitan dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada) 


"Energi dan pangan adalah dua aspek yg sangat krusial bagi kehidupan. 
Salah satu tantangan besar bangsa ini adalah peningkatan lagian energi guna 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, termasuk di antaranya 
di berbagai daerah terluar dan lerfinggal. Tugas tersebut menuntut kemampuan dalami 
mengintegrasikan teknologi energi ke dalan sistent sosial = budaya = ekororet setempat 
yang khas untuk tiap daerah. Buku ini sangat menarik disimak karena memberi tambahan 
wawasan dan opsi praktis”, 
Anwar Sanusi, MA, Ph.D., 
(sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes POTT} 
“Sebelumnya Konsorsium Kemala menerbitkan buku "Fikih Energi Terbarukan - 
Pendangan & Respons Islan ates PLTS", melanju tam seri tersebut maka tersusun buku 
perspektif PLTS tentang felons instalasi, dinamika sosial dan Jingkarngan, untuk memastikan 
keberlanjudan pasca instalasi. Rujukan yang rajih (kuat, terpercaya) 
dan pengalaman nyata di lapangan, barka-buku Konsorsiem Kemala diharapkan menjadi 
penyemangat bagi pegiat energi terbarukan”. 
Dr. H. Rumadi Ahmad, 
(Principal Director Konsorsium KEMALA dan Ketua Lakpesdam-PBNU) 
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